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MOTTO

To love someone is nothing
To be loved by someone is something
To be loved by someone you love is exciting
But to be loved by Allah swt is everything.
*Thoni*

Sepanjang Hati punya Mata
Maka Cinta takkan pernah Buta.
*Gibran*
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ABSTRAK

Konscp Khargj Yahya Bin Adam (752-818 M) dalam Kitab al-Kharsj
dan Relevansinya dengan Perpajakan Modem
M. Shulthoni/NIM. 03913003

Kharij sebagai pajak telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam semenjak
masa Rasulullah saw, Khufzf3” al-Rasyidin sampai kepada Dinasti Abbasyiah pada saat
Yahya Bin Adam (752-818 M) menulis karyanya yang berjudul Kitab al-Khargj. Secara
historis, kita dapat mengetahui bahwa kharaf merupakan salah satu isu penting yang bergulir
pada masa permulaan Islam (dalam masa kenabian) dan pertengahan pemerintahan Islam
(golden age), tepatnya pada abad ke-2 Hijriyah. Pajak pada masa itu semakin mendorong
tertbentuknya kebijakan baru dari penguasa Muslim yang beraagkat dari kenyataan bahwa
batas-batas teritorial pemerintahan Istam semakin bertambah luas dan lebar, sehingga hal itu
menyebabkan pembengkakan yang sangat besar dalam pembiayaan operasional dan
administrasi negara. Pada periode itu, bermunculan karya ulama klasik tentang kebijakan
pajak (khargj). Hal itu dilatarbelakangi oleh anggapan ulama klasik bahwa Kbaraj sebagai
sumber kekayaan publik, di satu sisi, dan sarana kebijakan yang menghubungkan kekuasaan
dengan rakyat, di sisi lain, sapat dengan Jangkah™kesewenang-wenangan dan pengabaian
kesejahteraan rakyat oleh pihak penguasa

Oleh karena itu, Kajtan dni 'dilakukan |sebagai salah satu upava untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai késtjarahan dari khazanah peradaban Islam klasik. Di samping
itu, penelitian ini juga terdorong: oleh sedikitnya tulisan yang beredar yang membicarakan
pemikiran &hara/ Yahya bin Adam. Lebih jauh, karena urgensitas fungsi &fharay atau pajak itu,
maka kajian ini dilanjutkan dengan pencarian relevanSinya dengan praktek perpajakan modern
saat ini. Tentu saja, kajian semacam ini mempunyai arti penting yang sangat besar dalam
bidang studi ekonomi Islam yang-masihbaru tumbuh.

Dengan demikian, tesid/lini//mengkaji \beberapa persoalan yang terkait dengan
bagaimana konsep khard Yahya bin Adam dalam Kitab al- -Kharaf dan bagaimana relevansi
dan kemungkinan implementasi konsep kfaraj Yahya bin Adam dengan sistem perpajakan
yang berkembang \sekarang.\T ujuan.penelitian ini adalah mengetahui, pemikiran perpajakan
Yahya bin Adamt yang! tertuang ‘dalam Kitzbal-Kharaj yang ‘nienyangkut fandasan dan
metodologi pemikiran, bentuk penerapan, maupun alasan dalam penyusunan kerangka berpikir
sosio-ckonominya dan menunjukan segi releyansi pemikiran 4#ars Yahva bin Adam, prakick.
dan sistem penerapannya dengan'sistem perpajakan modem.

Melalui metode, pendekatan Scjarah, feancmeutic, dan, perangkar analisa filosofis,
penelitian ini berkesimpulans=gertama, 'dalam=pemikiran "Yaliyasbin Adam, Khargj adalah
pajak yang terdiri dari tiga jenis pajak yang berupa pajak bumi, fizyah, dan ‘usyr. Pajak
sebagai pendapatan negara dan sumber kekayaan publik negara tidak seharusnya merugikan
masyarakat, harus memenuhi uvkuran keadilan, kebahagiaan, dan kesejabteraan manusia
sehingga penarikan pajak harus disesuaikan dengan keadaano suatu daerah, kesepakatan antara
pihak penguasa dan daerah yang ditaklukkan, perjanjian yaug dijalankan, dan keadaan
kemampuan penduduk setempat. Karena itu, penarikan pajak secara tehnis dilakukan atas
dasar: mekanisme mugasamah (bagi-hasil), pajak tetap, atau mungkin bebas pajak: penarikan
pajak tanpa membedakan antara Muslim dan non-Muslim; dan pajak ditarik berdasarkan
komitmen bersama untuk mencapainya, toleransi, dan manajemen yang baik; relevansi konsep
Kharif Yahya bin Adam dengan sistem perpajakan modemn terlihat pada tuntutan keadilan
dan nilal moralitas lainnya dalam sistem pajak keduvanya. Dengan sudut pandang sistem
perpajakan modem, pemikiran pajak Yalhya bin Adam itu sangat relevan dengan sistem pajak
modem yang terdapat dalam kategori fax base, tax rate, tax equity, dan tax evasion.



ABSTRACT

The Concept of Khardj of Yahya bin Adam (752-818 A.D.) in the Ki1ab al-Kharaj
and its Relevance to the Modern Taxation
M. Shulthoni/ NIM. 03913003

This research is talking about kharaj as a taxation. Kharaj as a tax, has been
ruled by the Islamic governmental system from prophetic era (Muhammad PBUH),
Khulafa al-Rasyidin, and Abbasid Caliphate when Yahya bin Adam (752-818 A.D.)
was finishing his work entitled Kitab al-Kharaj. Historically, we can realize that
kharaj is an important topic that emerged in the carly and mediaeval (golden age)
periods of Islam, appropriately at the second century of Hijriya. The taxation, at the
time, shoved the anthority of Islamic state to make policies that based on the reality
that the territories of Islamic state were become larger and broader. Consequently,
this fact has deep impact on the increasing of public expenditure and civic
administration. For that case, many works of Ulama emerged to public area which
the most of them were discussing-about-thekharaj guidelines. The work of Yahya bin
Adam ‘Kitab al-Kharaj’ was/ope of them.

In an attempt to bring-to thé surface 11e work of Yahya bin Adam, this study
is done by means of an effoft 1o, actualize th¢ Islamic traditions into the modem
world. In addition, this resgarchyis alsoginflienced by some writings which are
discussing abaut the concept-of kharaj of Yaliva bin Adam. Therefore, this research
endeavors 10 examine some ‘problems| are relating to how the concept of kharaj of
Yahya bin Adam in his work—Kitab/al-KharajTand its relevance and implement ation
to the present taxation. In deing sp, this research aims to discover the concept of
taxation of Yahya bin Adam.which was writieén on his book ‘Kitab al-Kharaj’ that
dealt with some aspects of his basis of thought, methodology, implementation, and
socio-economical background, in order to show its relevance to the contemporary
taxation.

Through historical, hermeneutic, and philosophical approaches, this study has
conclusions: firstly, in Yahya bin Adam’s /worldview, kharaj is a tax which is
including three kinds of taxés; 2t soli (1and 1ax), poll tax (jizyah), and ‘usyr. Tax
as a source of public revenue and a resource. of-wealth, of nation has not to suffer
people. Its realizatipi\has to)apprehendjustice, cheerfifl, nd welfare of community.
In addition, the tax-colleclion has to accordance with the situation of the count ry, the
agreement between the leader and the conquered region, and the ability of the tax
payers (local inhabitant). Therefore, the tax-collection has to be performed by muga-
sama system, fixed tax, and free tax; in addition, in the levying taxes on people, we
have not to differentiate the tax payers between Muslim and non-Muslim,
consequently, the taxes are gathered by communal commitment, tolerance, and well
management; lastly, the relevance of the concept of kharaj of Yahya bin Adam with
modemn taxation can be seen at the implementation of Jjustice and moral values in
both of modern taxation and khardj taxation, The worldview of modern systematic
taxation observes that the thought of Yahya bin Adam’s taxation is awfuily
significance to modern taxes system, especially in the contexts of tax base, tax rate,
tax equity, and tax evasion,
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terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

Jamaah ditulis jama’alh
2. Bila dihidupkan ditulis ¢ _ ditulis karamatul-auliya’
sy ) \ S
. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah]1, dan dammah ditulis u.
. Vokal Panjang
A panjang ditulis a, T panjang ditulis”),| dan u panjang ditulis i, masing-
masing dengan tanda hubng{(-) di atasnya.
Fathak +y I tanpa dua titiknyang'dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu
mati ditulis au.
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20V ditulisACantum
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. KataSandang Alifi-Ilam
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oY ditulisARQurdn
2. Biia mengikuti-hurufsyamsyiahghurpfl diganti denan huruf syamsiayyah

yang mengikutinya
Sna | ditulis asy-Syiah
. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
(-f 'u"‘“—‘-‘)\ éu)l\ ditulis Svarkh al-Isiam atau Syaikbul-Jslam.
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bagi setiap Muslim, Islam sebagai agama monoteis adalah kerangka
acuan paripurna dalam scluruh kehidupannya dan merupakan suatu bentuk kasih
sayang Tuhan kepada alam semesta (rafmatan Ii al- ‘a]am;?u).' Namun, kaum
Muslim memahami pandangan tersebut berbeda-beda. Ada yang bersikap skeptis
terhadap kemampuan Islam untuk-menjadi-jalan keluar yang sempurna bagi
kehidupan manusia, sehingga Jslam dipandang |sebagai svatu pelengkap bagi
ideologi tertentu dan bahkan Islamydisubordinasikan pada suatu ideologi buatan
manusia.? Karena itu, pandangan ini dikenal sebagai pandangan sekularistis.?

Sedangkan pandangan-lainnya“menerima-Islam dengan merenungkannya
terlebih dulu untuk diterapkan kecuali yang sesuai dengan kehidupan modem

sehingga formadlisfeslam\masallalil §ajalyang ditolak udtukcrlibat dalam dunia

! Huston Smith, Agama-agama Manlsia, terj. Safroedin Bahar {Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2001), hal. 254; Sayyid.Qutb,.a/- iAdalafal-litima Tyyah, Kairo: Dar al-Syurug, 1989,
hal. 12; M. Amin Rais, Cakrawala Islam: AntaraCitadan Fakia (Bandung: Mizan, 1987), hal. 50-
54,

? M. Amin Rais, Cakrawafa,, hal. 52; Yahya Mubammad, Madkhal i Fahm al-Istim
(Beirut: Arab Diffusion Company, 1999), hal. 16.

*Berney A. Risakotta menerangkan bahwa sckularistis yaitu pandangan yang berusaha
menghilangkan peran agama dalam kchidupan manusia sebagai akibat darl modernisasi. Lihat
Berney A Risakotta, Sociology of Religion Reader (Yogayakarta: CRCS UGM, 2004), hal. 361;
Semeutara Ahmad Wahib dalam Catatan fHarian menyatakan bahwa pandangan sekularistis adalah
pandangan yang berusaha mengabaikan agama scbagai sumber nilai vntuk menghadapi dunia.
Lihat Ahmad Wahib Catatan Harian Alhmad Wabib: Pergolakan Pemikiran Islam (Jakarta: LP3ES,
1981), hal. 37-38. Adapun Sekularisme adalah suatu ideologi atau paham hidup yang mengajarkan
bahwa agama merupakan masalah pribadi dan masalah subyektif sctiap individu yang hanya
bermanfaat untuk memenuhi tuntutan kejiwaan. Lihat M. Amin Rais, Taufiid Sosial: Formula
Menggempur Kesenjangan (Banduog:Mizan,1998) ,hal.75.



skema kehidupan (way of lif¢) yang sangat jclas.6 Masyarakat yang dibangun
oleh setiap Muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak ilahi (a/-din
kullun Ia yarzy'ma).7 Melalui prinsip itu, mereka dapat mewujudkan keadilan
sosial (al-‘adalah al-ijtima ’Jjgfab)s yang harus dijadikan landasan moral dan etis
bagi pengembangan dimensi kehidupan manusia. Terkait dengan penelitian ini,
pendapatan negara terutama melalui pajak merupakan bagian dari sumber
penghidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara yang tidak dapat
dipisahkan dari nilai-nilai agama.’ Karena itu, pengembangan dan pengelolaan
pendapatan negara tersebut héfidaknya mempeshatikan kebebasan individu yang
dibarengi dengan keterbatasan “sumbcr-spmber daya, keinginan untuk
menghindari perpajakan yang berlebihan, dan pembiayaan yang diharapkan dapat
membantu menemukan suatu keseimbangan yang realistis.'®

Mengacu kepada sejatah/ peradaban’ Islam, pendapatan negara dalam

pemerintahan Islam dag terutama.melalui kharaj’! (baca: pajak bumi) sebagai

¢ Mazheruddin Siddiqie,| Mader Reforsist Thought in The Muslim World (Islariabad:~
Islamic Research Institut, 1982), Halwii.

7 Sayyid Qutb, alxadalah.al-ijtima Tyyah (Kairo; DagalSyurug, 1989), hal. 12.
® Ibid., hal. 20.

® Rafiq Yunus Al-Masry, Usal al-Igtisid ai-Islami (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), hal.
19-20.

19 Umar Chepra, The Future of Economics an Islamic Perspective (Leicester: The [slamic
Foundation, 2000), hal. 330.

‘' Kharaj yang dimaksud di sini adalah pajak tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika
tanah mereka ditaklukkan oleh tentara Islam. Lihat Ibnu Rajab al-Hanbali, al-Istikhraf If Ahkam
al-Kharsj (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth), hal. 4-5; Abu ‘Ubaid, Kitab al-Annwal, ditahkik oleh
Muhammad Khalil Harras (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1988), hal.
94-95. Berbeda dengan pengertian itu, Masdar F. Mas’udi yang menyatakan bahwa Ahars/
bukanlah berarti pajak tanzh, tetapi sejenis retribusi atau sewa tanah negara yang harus dibayar
oleh penggarap tanah tersebut, Lihat Masdar F. Masudi dalam Agama Keadilan: Risalah Zakat
(Pajak) dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hal. 121-122.



salah satu iostrumen sumber keuangan publik telah diterapkan dalam sistem
pemerintahan Rasulullah Saw, Khulafa’ al-Rasyidin sampai kepada dinasti
Abbassiyyah. Praktek kharaj itu telah membawa dampak yang positif bagi
perkembangan ekonomi masyarakat Muslim dalam beberapa pemerintahan Islam
terutama pada kejayaan pemerintahan Islam di masa kepemimpinan khilafah
Abbasyiah. 12" Melalui scjarah itu, kita dapat mengetahui bahwa kharaj
merupakan salah satu isu penting yang bergulir pada masa permulaan dan
pertengahan (golden age) pemerintahan Islam."? Ini berdasar pada kenyataan
bahwa batas-batas teritorial pemerintahan Islam yang semakin bertambah luas
dan lebar, yang kemudian menyebabkan pembengkakan yang sangat besar dalam
pembiayaan operasional dan -administrasi negéra. Pada periode ini, bermunculan
karya ulama klasik tentang A#lara/ dan\Kkebijakan pajak.l4 Cakupan dan isi karya-
karya tersebut tidak sama, akibat dari pengaruhl latar belakang penulisan dengan
beberapa aspek yang mengelilinginya

Sayangnya, kebanyakan karya para pemikir Islam mengenai pajak di atas
musnah ditelan masa, hanya“Sebagian kecil dari"karya mereka yang dapat kita

saksikan dalam tulisan-tulisan_cendekiawan Muslini.kontemporer. Di antara

12 Dampak positif dari penarikan kharij dapat dilihat dari pendapatan pemerintah Umar
bin Abdul AZiz (sekitar pada tahun 100 Hijriyah) yang mencapai 188.000.000 Dirham dan
kekayaan dinasti Abbassiyyah pada masa Harun al-Rasyid yang mencapai 900.000.000 Dirharm
yang sebagian besarnya dihasilkan dari khardj, Libat George Zidan, Tarfkh Tamaddun al-Isfami,
juz I (Kairo: Dar al-Hilal, t.th.), hal. 233 dan hal. 39, jilid II.

B Ibid, hal. 1-118. Lihat Ahmad Amin, Dhuhd af-Isfam (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-
Mistiyyah, 1975), hal. 145.

" Abul-Hasan M. Sadeq dan Aidit Al-Ghazali (eds), Readings fn Islamic Economic
Thoughit (Selangor: Longman Malaysia, 1992), hal. 203,



mereka kita menemukan A. Ben Shemesh'® yang menyatakan bahwa sedikitnya
terdapat dua puluh satu karya ulama klasik yang membicarakan tentang Kkharaj
sebagaimana digunakan dalam pemerintahan Islam ketika itu. 16 Namun hanya
empat buku yang ﬁdak musnah ditelan oleh zaman. Di antara karya tersebut yang
masih dapat kita saksikan adalah Kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf
(731-798 M), Yahya bin Adam (752-818 M)," Qudama’ bin Ja’far (w. 932
M), dan Ibnu Rajab al-Hanbafi (w. 795 H).?

Dalam penelitian ini, kajian akan difokuskan pada Kitab al-Kharaj karya
Yahya bin Adam. Karena bérdialog dengan, pemikiran seorang tokoh melalui
karya-karyanya merupakan suati carg untuk |dapat menggali dan menelusuri

secara mendalam scbuah wacana. Selain ddpat menyerap ide-ide konstruktif,

15 A. Ben Smesh adalah /. seorang dosen|(yang mengajar pada *“Orfental Studies” pada
Universitas Hebron, Baitul Muqaddas,’ Palestina. \la-penerjemah al-Khardj karya Abu Yusuf,
Yahya bin Adam, dan Qudama bin Ja'far ke datam bahasa Inggris.

1% Mereka, di antaganya adalaheMuw'awiyahbin fUbaidillah bins¥asar al-Asy’ar (w. 786
M); Hafsawaih (w. 2); Abu Yusuf (w."798) defigan Risalah & aliKharaj, Yahya bin Adam (w. 818
M) dengan Kitab al-Kharaj, Hasan bin Ziyad al-Lu’lui (w. 819); Abu ‘Usman *Amr bin Bahr bin
Mahbib al-Jahiz (w. 869 M) dengan Kitab Risalatuhu I13.al-Najm bi al-Kharaj, Qadi Ahmad bin
Umar asy-Syaibani (w. 875 M) defigan Kitab.alKhargj Li al-Muhtadi; Abu *Abbas Ahmad bin
Muhammad bin Sulaiman (w. 884 M) dengan Kitab al-Khardj al-Kabir, Abu “Abbas Ahmad bin
Mubammad bin ‘Abd al-Karims(w. 384 M); Abii-Sulaiman Daud bin ‘Al (w. 834 M); Qudama
bin Ja’far (w. 932 M) dengan Khardj £ al-fsfam; A-Qasitiy Ubaidillah bin Ahmad (w. ?); Abu al-
Hasan “Ali bin al-Hasan (w. ?) dengan Kitab al-Kharaj al-Latif; Abu al-Hasan ‘All bin Wasif (w.
7 dengan Kitab al-‘Ifsab Tathqil ff al-Kbargj wa Rusumili, * Abdurahman bin Wazir (w. 940 M);
Ishdq bin Yahya (w. ?); Nasr bin Musa al-Razi (w. ?); ‘Abdullah bin “Abi al-Jarrah (w. 7}
Muhammad bin Ahmad bin ‘AR (w. 7); Al-Asma’i (w. ?); dan Abu al-Nadr Muhammad bin
Mas’od (w. ?) dengan karyanya Kitab al-Jizya wa al-Kbargj. Lihat Abul-Hasan M. Sadeq dan
Aidit Al-Ghazali (eds), Readings., hal. 221.

17 Hamad bin ‘Abdurahman al-Junaidal, AMabahis ff al-Iqtisad al-Isfami (Kairo: Syirkah
‘Ubaikan, 1406 H), hal. 129-146; Abi Yusuf, Kitab al-Kharaf (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th).

'® yahya bin Adam (selanjutnya akan disebut dengan Ibnu Adam), Kitab al-Kbhargj,
ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syakir (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.}, hal. 1.7.

1% Abul Hasan M. Sadeq, Readings., /bid., hal. 206.
2% Ibnu Rajab al-Hanbali, al-fstikhrdj, Ibid hal. 4-5.



dengan dialog tersebut kita pun dapat melihat warna, corak, dan pola pikir dari
tokoh-tokoh dan kondisi historis yang mengitarinya. Kajian-kajian seperti ini
merupakan salah satu upaya mengaktualisasikan nilai-nilai kesejarahan dalam
khazanah pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu, penelitian ini juga
terdorong oleh sedikitnya tulisan yang beredar yang membicarakan tentang

pemikiran kharajYahya bin Adam dalam Kitab al-Kharj-nya.

B. RUMUSAN MASALAH

Masyarakat Muslim sdngat  mengharapkan mereka bisa hidup dalam
masyarakat yang tunduk pada kehéndak ilahi (al-din kullun la yatajazza).
Keinginan ini sekaligus menjadi tuntutafi’vang berasal dari sumber pokok ajaran
mereka itu sendiri, yaitu Alguran dan! Hadis."Sebab melalui prinsip itu, secara
mendasar mereka dapat merasakan -adanya keadilan sosial (a/-‘adalah al-
fjtima’iyyah) yang merupakan landasan moral dan etis bagi pengembangan setiap
dimensi kehidupap manusia, fermasuk-dalamypersoalan pajaksBagi masyarakat
Muslim, persoalan pajak sebagai instrumen keuangan publik negara sekalipun
tidak dapat dipisahkan darj pilai-nilai agama,

Di samping itu, dalam masyarakat Muslim, persoalan keadilan sosial dan
perpajakan bukan pembicaraan baru. Banyak pembicaraan mengenai perpajakan
dalam peradaban Muslim masa lalu. Tetapi hanya sedikit dari karya para pemikir
Islam tersebut dapat kita saksikan pada masa sekarang. Dari keterangan A. Ben
Shemesh tersebut di atas, diketahui bahwa sedikitnya terdapat duva puluh satu
karya ulama klasik yang membicarakan tentang kharaj (pajak) sebagaimana

digunakan dalam pemerintahan Islam ketika itu. Sayangnya, hanya empat buku



a.

Mengetahui pemikiran perpajakan Yahya bin Adam yang tertuang
dalam Kitab al-Kharaj yang menyangkut landasan dan metodologi
pemikiran, bentuk penerapan, maupun alasan dalam penyusunan
kerangka berpikir sosio-ekonominya.

Menunjukan segi relevansi pemikiran kharzi Yahya bin Adam,

praktek, dan sistem penerapannya dengan sistem perpajakan modern.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberi manfaat secara

akademis dan praktis, baik patuk kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun

untuk menambah koleksi perpustakaany sebagatberikut:

Secara akademis, diharapkan penelitiaiini dapat memberikan kegunaaan

sebagai:

a.

Sumbangan konseptual mengenai sistem perpajakan yang berdasarkan
pada .etika, ,Islam, ,dengan« nilai-nilai. kepositifannya di tengah
perkembangan sistem perpajakan konvensional dalam konteks
dinamika kehidtpafi’ moaern.

Dasar pemikiran ddlam/ penelifiah tahap awal oleh kalangan pelajar
Muslim di Indonesia tentang pemikiran Aharaj Yahya bin Adam

sehingga muncul hasil-hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Sedang secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

kegunaaan sebagai:



a. Penjelasan mengenai sistem perpajakan yang Islami dan kegunaan
sosial-politiknya di tengah perkembangan sistem daan operasional
perpajakan konvensional di Indonesia.

b. Pemikiran perpajakan ke arah dinamika kehidupan perekonomian

masyarakat Indonesia melalui pendekatan ekonomi yang Islami.

D. TELAAH PUSTAKA

Pada permulaannya, Kjtab al-Kharaj mendapatkan perhatian untuk dikaji
bagi keperluan pengetahuan modem-adalah,di tangan seorang orientalis Th. W.
Juynboll dan dia sekaligus adalah gembabas“pertama atas Kitab al-Kharaj
Namun tanggapannya atas kitab ifutidak ditemukan guna mendukung kajian
tesis ini. Keterangan mengenainya itu pun diperoleh penulis dari penerjemah
Kitab al-Kharaj tersebut sekaligus pembahasnya secara lengkap untuk pertama
kali. Dia bemama A. Ben Shemesh yang merupakan orientalis hukum Islam
berkebangsaan | Yahudi|| pada’ Universitas Tel-Aviv.? \Perlty dicatat bahwa
manuskrip asli yang menjddii perthatiang/Th. W. Juynboll di atas adal'ah"‘"'ﬁ;asﬁ’
pemberian M. Charles Schefer, seorang anggota.lembaga keilmuwan sekaligus

22 Kemudian

direktur pada sekolah bahasa-bahasa bangsa Timur di Paris.
manuskrip itu diterbitkan kembali oleh penerbit E. J. Brill di kota Leiden pada

1896.2

2 Yahya bin Adam, Taxation in Islam (Kitab al-Khardj, ed. and translated by A. Ben
Smesh), Volume | (Leiden: E.J. Brill, 1967).

2 1pid, hal. 7.
2 bid,
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Dalam pendahuluannya, dia membahas biografi yang mencakup tempat
tinggal, tahun kelahiran dan meninggal, guru dan murid, karya-karya ulama lain
tentang kharaj, ciri-ciri isi kitab, dan perbandingan isi kitab dengan kitab karya
ulama lainnya yang serupa. Dalam tesis ini, tulisannya menjadi sumber utama
penulisan biografi, disamping tulisan pendahuluvan Ahmad Syakir dalam karya
Kitab al-Kharaj yang berbahasa Arab. Akan tetapi pembahasan A. Ben Shemesh
ini tidak bisa diandalkan dalam memberikan gambaran mengenai keadaan sosio-
historis-politis pada masa Yahya bin Adam menulis karyanya. Karena itu, tesis
ini akan mengadakan penelustran ke sumbef, kepustakaan terpercaya lainnya.
Pendekatan itu sangat penting dalamymengetabui kedudukan dan keistimewaan
Kitab al-Kharajkarya Yahya bin Adam.

Penelitian lain yang—membahas pemikiran Yahya bin Adam telah
dilakukan oleh al-Imam al-Hafiz//'Abd _al-Rahman bin Ahmad bin Rajab al-
Hanbali (w. 795, H) dengan hukunya.yang, berjudvl a/-Istikhraj I Ahkam al-
Khargi®* Sesual dengan tema yang diangkat, buku ini banyak membicarakan
tentang pembahasan kbhara/ “menurut’ulama-ulama yang datang sebelum Ibnu
Rajab dan kajian A#arf Yahya bin Adam Teojadi rujukan utama dalam tulisan
ini. Karya ini memberikan banyak pengetahuan akademik tentang penggunaan
hadis-hadis dan figh sahabat yang relevan dengan kfaraj yang digunakan dalam

karya Yahya bin Adam. Bahasannya sccara jelas tidak sampai mencermati secara

2 Ibnu Rajab al-Hanbali, al-fstikhraj, Ibid,, hal. 4-5.
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Adam, ruang lingkup dan persoalan pokok secara umum Kitab al-Kkarzj®® Akan
tetapi ada satu penilaiannya yang cukup menggelitik bahwa tidak adanya
penjelasan dau penilaian Yahya bin Adam atas asar dan riwayat yang dia tulis
dalam kitabnya adalah latar belakang gurunya, al-Hasan bin Salih bin Hayy, yang
termasuk kalangan ahli ra’yi pengikut Imam Hanafi.”’ Kesimpulan itu akan
dilihat kembali dalam tesis ini terkait dengan metode penulisannya dan
pengaruhnya dalam pengetahuan perpajakannya.

Pembahasan lain yang mencermati Kirab al-Kharaj karya Yahya bin
Adam adalah tulisan Asmuni ddlam jurnal, “Pemikiran Ekonomi Abir Yisuf dan
Yahya bin Adam: Ekplorasi| Awal Konsep Kenangan Negard’™® Di situ, dia
membicarakan perihal metodologi rekonstrusksi'datil dan gagasan-gagasan pokok
Yahya bin Adam. Terkait dengan mefodologi tersebut, dia mengemukakan
penilaian yang diperoleh dari kesan secarasekilas dalain membaca kitab Yahya
bin Adam. Namun tesis, inj, selain.itu,-akan.mengarahkan kajian pada keadaan-
keadaan yang melatarbelakangi pembentukan pemikiran perpaiakan Yahva bin
Kdam, batk berupa aspek kompromis maupun pertentangan dengan pemikiran
perpajakan di masanyaNDemikian/juga’ upaya, ini akan), menguji kesimpulan-

kesimpulan ilmiah mengenainya.

% Abi Ja'far al-Dawudi, al-Amwal (Kairo: Dar al-Salam, 2000), hal. 36-37.
M Ibid, hal. 37.

 Asmuni, Pemikiran Ekonomi Abi Yisuf dan Yaliya bin Adam: Ekplorasi Awal Konsep
Keuvangan Negara, Vol, IV, No. 2 (jurnal Millah, Januari 2005),
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Demikianlah beberapa kajian yang sempat penulis temukan terkait
dengan kajian atas pengetahuan perpajakan Yahya bin Adam dalam kitabnya
tersebut. Di Yogyakarta tepatnya dalam lingkup studi ekonomi Islam, penulis
tidak menemukan ada skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas Kitab al-
Khargj karya Yahya bin Adam tersebut, terlebih tentang pemikiran
perpajakannya. Karena itu, perlu adanya penelitian lebih mendalam agar
pemikiran perpajakan yang terekam dalam Kitab al-Kharaj dapat berguna dalam
khazanah pemikiran ekonomi Islam di era globalisasi ini.

Dengan demikian, dil dntara tulisan ldinnya tesis ini berbeda dalam hal
uraiannya secara lebih khusus/dan mendetail terkait dengan gagasan perpajakan
Yahyi bin Adam dalam Kkaryanyal Kitab Fl-Khardj. Setelah itu, kajian ini
mencoba memberikan penjelasan méngenai htibnngan konsep perpajakan Islam
klasik tersebut dengan sistem perpajakan’sekarang. Tetapi kajian ini tidak sampai
mengungkapkan kontribusi dangpengaruh tokoh itwpada pemikir ckonomi Barat.
Sebab hal itu merupakan persoalan tersendiri yang menyangkut pengaruh
hubungan antar peradaban yang Bersifat subjektif dan terlalu luas untuk tujuan
penelitian ini. Juga,’akan dilakukan pengujian.ulangmengenai apakah benar tidak
adanya penjelasan dan penilaian Yahya bin Adam atas asardan riwayat yang dia
tulis dalam kitabnya dikarenakan latar belakang gurunya, al-Hasan bin Salih bin
Hayy, yang termasuk kalangan ahli ra’yi pengikut Imam Hanafi. Hal itu akan
dilihat kembali dalam tesis ini melalui metode penulisan dan pengaruhnya dalam
pengetahuan perpajakan di eranya. Secara lebih tegas, tesis ini akan menguak

keadaan-keadaan yang melatarbelakangi pembentukan pemikiran perpajakan
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Ja’far, Ibnu Adam adalah seorang pakar hadis yang mengutamakan pengumpulan
asar, hadis, dan mengurutkan sesuai dengan topiknya.>> Lebih jauh, Hamad bin
‘Abd al-Rahman al-Junaidal menyatakan bahwa Yahya bin Adam*: sebenarnya
mengutamakan penghimpunan keterangan baik yang terkait dengan asar, Hadis,
dan lain-lain. Karena itu dia tidak mengadakan penilaian kualitas hadis;
menggunakan beberapa hadis lemab di samping yang safih, mursal, dan
mufaddal. Yang penting baginya adalah menuturkan kembali pengetahuannya
dan ajaran gurunya yang terkait dengan pajak, serta adalah kewajiban pembahas
sesudahnya untuk mengikutinya sementara pembentukan hadis saat itu telah
dianggap mencukupi oleh gurunya.

Sekalipun menurut Hamad, "seharusnya Ibnu Adam memberikan
penjelasan kualitas sanad, sahifi-atau da’ffnya; nenyampaikan pendapat sahabat
dan tbi’in.*® Dalam hal ini, dia mengutamakan fikih ‘Umar bin al-Khatab baik
di bidang ekonomj secara umum_maupun di_bidang a/-Khargj secara khusus,
seperti kebijakan tentang ‘usyur’® Sebab ‘Umar adalah seorang sahabat yang
mampu mengejawantahkan “=Kebijakdri~ ‘danv’ gagasan ekonomi selama
kekahalifahannya, pada“masa \perluasan, dankemapanan), pemerintah Islam di

masanya dan berkat kekuatan kepribadiannya; bersandar pada riwayar.”’ Dalam

33 Abii Ja’far al-Dawudi, al-Amwal, Tbid,, hal. 36-37.

™ Hamad bin ‘Abd al-Rahman al-Junaidal, Manahii al-Bahisin i al-Iqtisad al-Islami
(Kairo: Syirkah al’Abikan, 1406 H), hal. 125-126.

33 Ibid.
3 Ibid.,
7 1bid.
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hal ini, dia tidak memperhatikan kemapanan pandangannya sendiri melainkan
mempedulikan keterangan-keterangan yang ada demi orang-orang sesudahnya
yang ingin mengikuti pandangan kalangan pendahulunya (sa/zf). Dia berbeda
pendapat dengan Abu Yusuf yang menempati 4, 1/3, ¥4 dari pandangan yang dia
kemukakan. Untuk itu, Ibnu Adam tidak mengeluarkan pandangannya sendiri
akan tetapi memperhatikan ilmu hadis dan penggunaannya saja.

Terkait dengan muatan buku Yahya bin Adam yang berbeda dengan buku
Abu Yusuf, perbedaan itu pada dasarnya bukanlah polemik atau perseteruan
melainkan menunjukkan bahwa kumpulan hadis dalam buku Yahya bin Adam
lebih bersifat melengkapi buku Abn Yiksuf.*® Jadi perbedaan itu terjadi oleh
karena kemauan ulama saat ‘itu untuk mendasarkan pandangannya secara erat
pada ajaran agama, antara |lain dengan dasar hadis dan ceriia turun temurun
perihal pengetahuan para sahabat |dibidang “perpajakan. Perbedaan ini juga
muncul dari kemampuan ijtihad mereka yang berbeda-beda oleh karena
ketidaksamaan Tatar belakang keahlian, seperti Abu Yusuf berangkat dari secorang
ahli fikih (hukum Islam) daf~¥ahya-bin Adam adalah seorang ahli hadis.

Dalam al-Qurlan/ 18:94, 23:92, =kata~-Khama/\— vyang berarti pajak
sebagaimana istilah yang digunakan pada masa Yahya bin Adam — discbutkan
dengan arti yang sama-sama menunjuk pada beban biaya yang wajib dibayarkan
kepada pihak penguasa. Kata itu juga menunjuk pada arti pajak dalam pengertian

modern sekarang ini. Tetapi konsep pajak telah ada sejak sebelum Islam datang.

3 Yahya bin Adam, Taxation, Ibid, hal. 2 dan 17.
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anti-penindasan atau pendzaliman, dan pembatasan taril pajak atas dasar
kemampuan, serta pengaruh pajak terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan
persoalan etis dan moralitas dalam perpajakan muncul dalam pemerintahan Islam
setidaknya mulai dari Yahya bin Adam (752-818 M) hingga masa Ibnu Khaldun
(732-808 H/1332-1406 M). Dalam pandangan Abu Yusuf, scorang ulama Hanafi
yang hidup sezaman dengan Yahya bin Adam, kezaliman dalam pemungutan
kharaj dapat menghambat kemajuan pertanian dan mendorong pada merosotnya
pemasukan kharzj> Abu Yusuf menyatakan hal itu dalam karyanya tentang
pajak (kharaj) sebagai berikutt

Perlakuan yang adil dan ketiadaan,penindasan (tindakan dzalim) dalam

pemungutan pajak memilikindampak, yang menguntungkan terhadap

pemasukan pajak dan pertumbuhanm negara sementara penindasan

(tindakan dzalim) terhadap pemberlaKuan pemungutan pajak merusak
negara itu.

Jelas menurut Abu “Yusuf] “tersebul/) persoalan penindasan dalam
pemungutan pajak itu terletak pada aspek tarif pajak. Terkait dengan tarif pajak
dan penindasaff, Ibnu Khaldun, sarjana Muslim terkemuka abad ke-14,
berpendapat bahwa tingkat pajakiyang tinggi melemahkan altivitas bisnis:

Akhimnya, pajak'akan)sangal membebani,rakyat. Akibatnya daya tarik
mercka terhadap ™ aktivitas ' ekonomi = ‘hilang, karena mereka
memperbandingkan pengeluaran dan pajak dengan penghasilan dan
perolehan mereka, karena tidak banyak menguntungkan, mereka
kehilangan semua harapan. Banyak di antara mercka mengundurkan diri
dari semua aktivitas. Konsekuensinya adalah seluruh pemasukan pajak
merosot.

3 Sabahuddin Azmi, Memmbang rkonomy [slam: Keuangan Pubik,Konsep Perpajakan,
dan Peran Bait al-Mal, penerj. Widyawati (Bandung: Nuansa, 2005), 174-1176.

* Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj (Beirut: Dar al-Maa'rifah, t.th.), hal. 111.
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Dengan semua penjelasan teoritis di atas, jelas bahwa konsep Kharaj
Yahya bin Adam dapat digambarkan dalam penelitian ini secara lebih jauh dan
secara lebih obyektif, mulai dari dasar-dasar gagasannya hingga perkembangan
gagasannya. Karena itu, di sini akan dilakukan penjelasan untuk menggali
pemikirannya dalam kategori pemikiran kfasik, serta memetakannya dari aspek
kajian kekinian. Untuk membedakan wilayah historis dan wilayah pemikiran,
maKka penelitian ini akan mengedepankan teori Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu (1)
membaca pemikiran-pemikiran masa lalu dan (2) mendiskusikan pemikiran-
pemikiran tersebut dalam kontéks kekinian.* Schingga peneliti dapat berdialog

secara bebas dengan karya Yahya bin Adam sckaligus dapat mengkritisinya.

F. METODE PENELITIAN DAN PENDEKATAN
1. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pemikiran seorang tokoh, yakni Yahya bin
Adam dalam bukuny anKirab/ al-K'fiarajtmaka pengunipiilan“bahan sepenuhnya
dilakukan dalam bentuk pen€lifidn keppStakdan./Sumbér dan bahan penelitian
dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: kepustakaan pritner dan kepustakaan
sekunder. Kepustakaan primernya adalah Kitab al-Kharaj karya Yahya bin Adam
yang sudah diteliti ulang oleh A. Ben Shemesh.

Buku tersebut adalah karya Yahya bin Adam yang pertama kali

diterbitkan oleh Th. W Juynboll pada tahun 1896, yang diambil dari manuskrip

* Nasr Hamid Abu Zaid, Mafhiam a-Nas: Dirasah i “Ulam al-Qur’an (Beirut: al-Markaz
al-8aqafi al-* Arabi, 2000), hal. 5.
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Arab yang dimiliki oleh Dr. Charles Schefer, Paris, yang hingga sekarang masih
tersimpan di arsip bagian Arab di Bibliotheque Nationale Paris dengan nomor
6030. Tiga puluh duva tahun kemudian (1347 H/1928 M), buku tersebut
diterbitkan di Kairo oleh percetakan “Af-Matba’ah al-Salafiyyali’, dengan kata
pengantar dan catatan tambaban yang ditulis oleh Qadi Ahmad Muhammad
Syakir Abu al-Asbal, Kairo, Mesir. Edisi terbaru ini merujuk kepada karya
Juynboll dengan sedikit koreksi bahasa yang dilakukan oleh Syakir. Ia
memisahkan antara hadis-hadis Nabi saw, pendapat pribadi Yahya bin Adam, dan
cerita-cerita yang termuat yang terbagi kedalam 640 paragrap yang terpisah.
Pembagian ini terkadang bemubah-ubah,” akan, ttetapi, hal ini memudahkan
pembaca untuk menjadikannya sebagai bahan rujukan.so

Manuskrip asli yang berbahasa Arab terdiri dari 95 halaman dan terbagi
meniadi empat bagian yang terpisah! Pembagian-ini tidak menjamin atas keaslian
isinya, karena dimungkinkan isj manuskrip tersebut.berdasar pada ukuran tulisan
yang digunakan oleh para murid Ibnu Adam untuk menulis materi-materi yang
disampaikan gurunya dalam “proses—periwayatan"hadis-hadis, yang ia (Ibnu
Adam) lakukan denganNcara/ mengajarkair~dan “membagakan riwayat-riwayat
tersebut kepada mereka, baik di dalam kelas maupun dalam pertemuan-
pertcmuan lainnya. Keempat bagian dari buku yang kita anggap sebagai isi dari
karya tersebut seperti sahifa dimulai dengan metode periwayatan (sima’ atau

sama’) yang berisikan para perawi, yang mata rantai silsilahnya berakhir pada

50 Yahya bin Adam, Taxation in Islam (Kitab al-Khargj, od. and transiated by A- Ben
Smesh), Volume I (Leiden: E.J. Brill, 1967), hal.7.
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menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik
dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah
sejarah yang dapat dipercaya”.”® Usaha penyusunan periodisasi ini sangat penting
dalam membuat urutan peristiwa secara kronologis mengenai masa lampau.
Dengan demikian, metode pendekatan historis di sini ditujukan scbagai analisis
atas kesaksian sejarah dalam perkembangan pemikiran Yahya bin Adam di
bidang perpajakan dalam ruang lingkup ekonomi Muslim klasik.
3. Analisis Penclitian
Penelitian ini akan |iiengkaji pemikiran Yahya bin Adam dengan

menggunakan metodologi pea¢litian filsafat)di bawah ini:’ +

a. Interpretasi: menyclami karya Yahya bin Adam untuk menangkap arti
dan nuansa yang dimaksud.

b. Induksi dan deduksi: karya Yahyd'bin) Adam akan dipelajari dengan
membuat analisis mengenai semua konsep pokok perpajakannya satu per
satu dandalam hubugannya (induksi)] agar dari-kafya’Yahya bin Adam
dapat dibangun suatuesintesis, Aemikian’\juga jalan terbalik (deduksi)
dipergunakan; dari visi dan gaya umum yang berlaku bagi Yahya bin
Adam digunakan untek miefnshami-dengan’ lebih baik semua detail-detail
pemikirannya.

¢. Koherensi intern: untuk memberi interpretasi yang tepat, semua konsep-

konsep dan aspek-aspek dilihat menurut keselarasannya satu sama lain.

>} Dudun Abdurrahman, Mefode Penclitian Scjarrah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999),
him. 44.

54 anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta:
Kanisius, 1992), hal. 61-65.
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d. Kesinambungan historis: untuk melihat benang merah dalam
pengembangan pemikiran Yahya bin Adam, baik yang berhubungan
dengan lingkungan historis dan pengarvh-pengaruh yang dialaminya

maupun dalam perjalanan hidupnya sendiri.

G. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Penclitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait satu dengan
lainnya. Bab I memuat pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan/Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka
Teori, Metode Penelitian, Fdan gSistematika |Pembahasan. Pendahuluan ini
menjelaskan persoalan dasar| yanggymenentukan dan mempengarubi penelitian
sekitar konsep Kharaj Yahyd bin Adam. Padd Bab ini, terlihat jelas bahwa
penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian tokoh (biografi).

Bab II membahas sosok Yahya bin Adam. Yang terpenting, di sini
diungkapkan mepgenal latarbelakang kehidupan yang bersifat’sosio-historis dan
politis yang telah membentuk=konsep £fari/ (pdjak) Yahya bin Adam. Kondisi
pemikiran maupunj |praktek~kharajpsebelum ahya bin Adam dikemukakan
sebagai pijakan untuk memahami gagasannya yang merupakan kelanjutan dan
perkembangan dari pemikiran sebelumnya. Dengan demikian, gagasan Yahya bin
Adam dalam Kitab al-Kharijnya tertangkap secara hidup sebagai hasil
persinggungan bermasyarakat pada masanya baik sebagai pribadi maupun
sebagai perwakilan suatu kelompok. Bahasan ini menjadi langkah pembacaan

permuiaan untuk mengetahui kedudukan istimewa gagasan perpajakan Yahya bin



___ BABII
YAHYA BIN ADAM (752-818 M)
DALAM LINTASAN SEJARAH EKONOMI ISLAM

A. BIOGRAFI YAHYA BIN ADAM (752-818 M)

Berbicara tentang sosok penulis dan pemikirannya, tentu tidak terlepas
dari pembicaraan perihal faktor-faktor yang mempengaruhinya —
lingkungan, keluarga, guru, dan pendidikan — yang berperan dalam
pembentukan kepribadian seorang tokoh, termasuk dalam mengkaji pemikiran
Yahya bin Adam. Di sini, Sécara rinci akandijelaskan mengenai sosok Yahya
bin Adam dan karyanya, Kitatha/-Khardj. Katena ada tiga kitab dengan nama
yang sama, Kitab al-Kharaj, hasil karya tlama Islam semenjak abad kedua

hijriyah, yang masih bertahan hingga‘kini.” Juga akan dipaparkan secara luas

! Ada dua puluh satu Kitab al-Kharaj atau Kitab Risalah fi al-Khardj yang dapat kita
ketahni, namun hanya tiga di@fvara karya-Karya tersebut yapg masih utuh hingga saat ini.
Ketiga bukn yang dapat kita saksikan hingfia.sekarang adalah Risalazh fi al-Kharaj karya Abu
Yusuf (w. 182 H/798 M), Kitab al-Kharaj karya Yahya bin Adam (w. 203 H/S$18 M), dan
Khargj £ al-fslam karya Qudama bin, Jalfay (we=320-H/932 M). Sementara Kitab al-Kharaj
yang tidak dapat kita saksikan hingpa saatVini addlah Kumpulanituolisan tentang &hard/ karya
Mu’awiyah bin *Ubaidillah bin Yasar al-‘Asy’ari (w. 170 H/786 M), arsip Hafsawaih sebagai
kepala Diwdn al-Kharaj pada masa al-Ma’mim, Kitab al-Kharaf karya Abu ‘Ali Hasan bin
Ziyad al-Lu’lui (w. 204 H/819 M), Kitab Risalatuhiu ila AbT al-Najm bil-Kharaj karya Abu
Usman ‘Amr bin Babr bin Mahbub al-Jahiz (w. 255 H/869 M), Kitab al-Kharaj lil-Mafitad?
karya Qadi Atmad bin ‘Umar al-Syaibani al-Khassaf (w. 261 H/875 M), Kitab al-Kharaf al-
Kabir karya Abu ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman bin Bisyar al-Katib (w. 270
H/884 M), Kitab al-Kharaj karya Abi ‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin ‘Abd al-Karim (w.
270 H/884 M), Kitah al-Kharaf karya Abii Sulaiman Da’ud bin *Alf bin Khalaf al-Isfahani (w.
270 H/884 M), Kitab al-Kbaraj karya Abu al-Qasim ‘Ubaidillah bin Ahmad bin Muhammad
al-Kaludani, Kitab al-Ifsal wal-Tatqil f7 al-Khardj wa Rusomibi karya Abu al-Hasan ‘Ali bin
Wasif al-Katib Husynania, Kitab al-Kharaj karya ‘Abd al-Rahman bin *Isa (w. 333 H/943 M),
Kitab al-Khardf karya Ishaq bin Yahya bin Suraij al-Nasrani al-Khatib (w. 377 H), Kitab al-
Kharaf karya Nasr bin Miisa al-Razi al-Hanafi, Kitab al-Kharaj karya ‘Abdullah bin Abi al-
Jarrah Abtu Al-Qasim Ibn al-Aramram, Kitab al-Kfiaraj karya Al-Asma’i, dan Kitab al-fizya
wa al-Kharaj karya Abu al-Nadr Muhammad bin Mas’iid al-*Ayyasyl.
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mengenai keadaan sosio-historis masyarakat pada masa penulisan karya

Yahya bin Adam tersebut.

1. Kehidupan Yahya bin Adam
a. Kelvarga

Yahya (selanjutnya akan disebut Ibnu Rdam) memiliki nama
lengkap Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qurasyl al-Umawi Abu
Zakariya al-Ahwal.? [a seorang Qurasyi, ayahnya Adam, seorang hamba
sahaya Khalid bin Khalid-bin—*Ymarah-bin al-Walid bin ‘Ugbah bin Abi
Mu’it al-‘Umawi.’ Sudah menjadi hal Yang umum, jika kebanyakan dari
hamba sahaya tidak hafal @kan #@sab(garis keturunan) mereka secara
lengkap, sehingga polien keturunan Yaliya bin Adam pun tidak dapat
diketahui secara pasti. ApaKah kakeknya bemama Sulaiman, orang yang
pertama masuk agama Islam, anak dari Abu Muslim, atau benarkah
Sulaiman yang menjadi hamba.sabaya Khalid/bin Khalid? Tidak.dapat
dilacak secara rincijkécuali hanya bersandar kepada perkataan Ibnu Sa’ad
yang menegaskan bahwa, “Khalid bin Khalid adalah seorang yang
terhormat.”™ "Lebili™lanjif Ibnu “S#’ad™mengatakan bahwa ia tidak

mengetahui secara detail garis keturunan Khalid bin Khalid, karena yang

2 ghaeruddin al-Zarkali, A/-A"Jam Qamizsu Tarajum Li Asyburi al-Rijal wa al-Nisa’
min al-‘Arab wa al-Musta’ribin wa al-Musytasyrikia, Jitid VIII (Mesir: Dar al-‘Ilmi li al-
Malayin, t.th), hal. 133.

3 Yahya bin Adam, Kitab al-Khargj, ditahkik olch Ahmad Muhammad Syakir
(Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hai.8.

4 Ibou Sa’ad, Tabagat, jilid VI, hal. 233.
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tertulis hanya moyangnya yang paling ujung, yaitu ‘Ugbah bin Abi Muit,
salah seorang dari pasukan Quraisy yang sangat memusuhi Nabi saw, yang
mempunyai perangai keras terhadap kaum Muslimin dan salah seorang
tawanan perang Badar hingga ia meninggal dalam tawanan tersebut.
Namun keturunan ‘Ugbah bin Muit, al-Walid Ibnu Wahab, termasuk
bilangan para sahabat yang masuk Islam pada hari kemenangan Badar,
yang dari kejadian tersebut turun ayat yang berbunyi, ‘“lo Ja’'akum
Fasiqun’. Al-Walid Ibnu Wahab adalah saudara dari ‘Usman bin ‘Affan,
melalui keturunan ibunya — ibu mercka| bernama Urwa bint Kariz bin
Ribi’ah yang merupakamanak dari al:Baida’a bint “Abd al-Mutalib.
Ketika “Usman bin ‘Affan menjadi khalifah, al-Walid Ibn Wahab
diserahi amanat untuk-menangani kota” Kufah. Tetapi sebagai pecandu
minuman keras, suatu kétika) ‘Usman mendapati al-Walid minum kbamr
hingga mabuk, kemudian,didera-dansdiasingkan.,Meskipun demikian, al-
Walid Ibou Wahab, terkenal sebagai scorang penyair yang terhormat.
Menurut Ibnu Sa’ad, “Ia meninggal di kota Riqgah, serta meninggalkan
anak keturunapnya di sdna ® Semetitara henufut\sumber lain, ada yang
mengatakan bahwa di kota Kufah juga tercatat sejumlah anak

keturunannya yang tinggal di rumah megah yang bernama Dar al-Qassarin

5 Yahya bin Adam, Kitab, Ibid,, hal. 9.
® Tbnu Sa’ad, Tabagat, Ibid., hal. 15.
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— yang dibangun di samping masjid pada saat al-Walid menjadi penguasa
di kota tersebut.”

Berdasarkan pada sumber yang ada, dapat diketahui bahwa ayah
Yahya “Adam” adalah termasuk perawi hadis yang terpercaya, meskipun
hadis yang diriwayatkan hanya sedikit jumlahnya. la (Kdam)
meriwayatkan dari Sa’id bin Jabir, Naft’, dan °‘Ata’, yang kemudian,
Sufyan Sauri dan Syu’bah bin Israil meriwayatkan hadis dari Adam —
kesemuanya merupakan guru-guru Ibnu Adam — meskipun tidak disadari
oleh Yahya bin Adam‘gendiri.® Hal irj dikuatkan oleh al-Nasa’i, Ibnu
Hibban, dan paparan lbnu“8a’ad) dalam buku 7Tabagar-nya. Tidak
ketinggalan juga, Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang bersandar
kepada periwayatan Aldam, yait melaltii [Waki’ dari Sufyan dari “Adam
bin Sulaiman, hamba Khalid, berkata: “Saya telah mendengar dari Sa’id
bin Jabir yang menceritakan_dari. Ibou, ‘Abbas.” Menurut Ibnu Hajar, ini
merupakan satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab

Sahiknya.’

b. Kelahiran dan Pendidikan
Tidak ada sumber yang jelas mengenai kapan tanggal kelahiran

Yahya bin Adam, baik dari buku-buku sejarah maupun dari biografi yang

7 Abil Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulik (Kairo: al-
Aatba’ah al-Husainiyyah, t.th.), jilid V, hal. 218 dan jilid VII, hal. 144,

% Yalyya bin Adam, Taxation in Islam. Volume 1, edited and transiated by A. Ben
themesh (Leiden: E.J Brill, 1967), hal. 1.

? Ibnu Hajar dalam hadis no. 369; [bnu Sa’ad, Tabagat, Ibid, jilid [V, hal. 196.
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menceritakan tahun kelahiran dan dalam usia berapa tahun ia wafat.
Namun, menurut Ahmad Syakir, Ibnu Adam yatim sejak kecil, karena
ayahnya meninggal ketika ia dalam usia yang relatif muda.'® Lalu siapa
yang mengasuh dan membesarkan Ibnu Adam? Tidak ada sumber yang
secara jelas menulis hal ini. Dengan demikian, referensi yang menyebutkan
tahun kelahiran Ibnu Adam merupakan hasil ijtihad para ulama yang
peduli dengan karyanya. Ijtihad tersebut menyatakan bahwa Ibnu Adam
dilahirkan sekitar tahun 140 H/757 M.!" Hal ini dapat dibuktikan ketika
masa-masa awal Ibnu Adam belajar kepdda guru-gurunya. Di antaranya, ia
berguru pada Mas’ar binyKidamg(w. 1554153 H) dan Fatr bin Khalifah (w.
155 H), yang keduanya merupakan gurh Ibnu Adam yang terlama.'?
Catatan ini juga dapat|memperkirakan wafatnya Ibnu Adam yang berjarak
sekitar 50 tahun dengan gurunya.

Lebih_jelas, jika_melibat masa_kecil Ibnu_Adam, yang pada
awalnya, para ulama tidak melibatkan anak-anak kecil dalam majlis-majlis

ilmu, karena anak-anak-kecil=dianggap tidak dapat memahami apa yang

19 yahya bin Adam Taxation, Ibid, hal. 9.
! Lihat Hamad bin ‘Abd al-Rahman al-Junaidal, Manahij al-Bahitsin £ al-Iqtisad al-

Jslami, t.tp: Syirkah al-*Ubaikan 1i al-Thiba’ah wa al-Nasyr, 1406 H, hal. 124; Perkiraan
kelahiran Ibnu Adam pada tahun 140 H/757 M dapat disimpulkan dart hadis yang
diriwayatkan oleh [bnu Adam yang berbunyi: " fsma’f informed us saying: Hasan transmitted
0 us, saying: Yahya bin Adam said: I have studied with Hasan bin Salil and Sufyan in the
times of (the Caliph) Abu Ja'far (Abdullah bin Muhammad al-Mansur). They instructed me
that an oath is redeemed by donating one and a quarter Hasyimi qafiz of wheat to ten needy”
(persons). This amounted to thirty-two rutls, Yahya bin Adam, Kitab al-Kharaj (Beirut: Dar
al-Ma'rifah, t.th.), hal. 142-143,

2 1bid, hal. 10,
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mereka riwayatkan. Tetapi, setelah abad pertama Hijriyah, para ulama
membiasakan anak-anak kecil untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi
sebelum menginjak umur 15 tahun. Dari bukti ini, dapat diketahui bahwa
Ibnu Adam meninggal pada usia lebih dari 60 tahun. Namun, Ya’qub bin
Syaibah menyangkalnya dengan pemyataan yang mengatakan, “Ibnu
Adam tidak meninggal dalam usia yang tua.”"

Selain berguru pada kedua ulama di atas, ia (Ibnu Adam) juga
berguru pada Hamzah bin Habib al-Ziyat (yang hidup antara 8§0-158 H),
salah seorang ulama ydng paling disegani pada masanya, dan termasuk
guru yang pertama dalam belajar al-Qur’an dan i/m al-Qiraat."

Adapun masa perkembangan Ibod Adam, tidak ada dokumentasi
yang utuh yang menceritakan/dirinya. Akan tetapi, dapat dipahami bahwa
jumlah guru yang dimiliki/Ibon//Adam — dari mereka Ibnu Adam
meriwayatkan hadis dan figh sahabat.=— terbentuklah.kepribadian dirinya
dengan kepribadian yang sarat dengan nilai-nilai Islam; dari pemahaman
yang mendalam terhdapagarna, pérawi ‘hadis-hadis Nabi yang dapat
dipercaya, dan Sebagai mujtahid\yatig ketakwaanidan kesalehannya tidak
diragukan, hingga dianggap sebagai ulama yang paling mumpuni dalam
keilmuan di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Sebagai seorang tokoh

yang disegani, suatu ketika Ibou Adam beserta gurunya, Abt Bakr bin

B rbid.
" tbid.
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‘Ayyash, diperkenankan mengunjungi khalifah Harun al-Rasyid di kota
Hira, Dengan karya yang ditulisnya, para sejarawan Muslim
menganggapnya sebagai Musannif yang terpercaya.ls Ia juga termasuk
salah satu dari tiga ulama terakhir yang sangat menguasai ilmu riwayat.
Ibnu Adam hidup di bawah kekuasan Bani Abbasiyyah yang
sedang mengalami masa kejayaannya, dan menyaksikan kelahiran empat
madzhab sunni dalam Islam. Para pendiri empat madzhab tersebut (Maliki,
Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali), yang masih berlaku hingga kini, merupakan
ulama-ulama yang hidup)sezaman dengan| Ibnu Adam.'® Uniknya, tidak
ada satu pun bukti yang mengindikasikan bahwa Ibnu Adam berperan
serta dalam menciptakan isu-isu kontrovesial, selama hayatnya. Sebagian
ulama Mesir, menggolongkan [bau‘Adanmdalam jajaran pengikut madzhab
Hanafi, yang didasarkan atas kekagumannya kepada sahabat dan pengikut
imam Hanafi, Hasan bin Ziyad.al-Luli’i, yang juga penulis buku yang
berjudul Kitab al-Khargj,!” Namun hal itu tidak dapat dijadikan bukti kuat,
karena kitab al-khargj“karya=fodi Adany merupakan karya yang ditulis
untuk menanggapi Karya &/-kbaragnya-AbiyYnstf\bnu Adam juga tidak
dapat dikategorikan sebagai pengikut madzhab Syafii, karena tidak ada
satu hadis pun yang diriwayatkan Ibnu Adam yang berasal dari

Muhammad bin Idfis, pendiri madzhab Syafi'l. Sementara, dari pendiri

' Yahya bin Adam, Taxation, Ibid., hal. 2.
16 1bid.
' yahya bin Adam, Kitab, Ibid., hal. 16.
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madzhab Maliki, Malik bin Anas, ia hanya mengutip tiga hadis Nabi saw
dari::lya.18

Pembacaan terhadap manuskrip Ibnu Adam di Bibliotheque
Nationale Paris membawa Vadja kepada kesimpulan bahwa Ibnu Adam
bermadzhab Hanbali, karena berdasarkan pada fakta yang menyatakan
bahwa Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab, merupakan murid dari Ibnu
Adam dan Kitab al-Kharaj-nya menjadi buku panduan tetap yang banyak
dikaji oleh ulama-ulama pengikut madzhab ini.'”” Namun perlu diingat
bahwa pengikut madzhab Hanbali selaly hati-hati dalam belajar hadis-
hadis Nabi saw, sehingga argumen ini tidak dapat mengindikasikan bahwa
Ibnu Adam sebagai sedfang uldma yamg bermadzhab Hanbali. Dengan
demikian, pernyataan |tersebut/tidak dapat dijadikan bukti yang kuat,
karena pada akhimya 'vang mempelajari’ karya Ibnu Adam, tidak hanya
terbatas para pengikut madzbab Hanbali. Hal itu dapat dilihat semenjak
abad ke-efam Hijriyah, kifa menyaksikan manuskrip Ibnu Adam ternyata
berada di tangan pafa=pengikut~“Qadariya yang belajar di ribat-ribat
mereka.”’

Selanjutnya, Brockleman yang bersandar kepada pendapat Ibnu
Nadim (w. 386 H/995 M), menggolongkan Ibnu Adam sebagai seorang

ulama yang tidak berpihak kepada madzhab manapun. Sedangkan guru

'® Yahya bin Adam, Taxation, Ibid., hal. 2.
¥ bid, cited from Vadja, hal. 342, in “Arabica”, 1954,
2 Ibid, hal.3.



36

Ibnu Adam, Hasan bin Salih, Sufyan bin ‘Uyainah, dan Sufyan Sauri
dikelompokkan Ibnu Nadim ke dalam kelompok pengikut Syi’ah
Zaidiyyah.u

Namun ada yang mengatakan bahwa kenetralan Ibnu Adam ini
didorong oleh situasi dan kondisi yang mengitarinya, di mana perbedaan
madzhab belum secara jelas terlihat dan terbentuk, sehingga spirit cinta
damai yang dimilikinya merupakan salah satu faktor yang menghindarkan
dirinya dari perselisihan yang tajam di antara para fugaha. Dengan
demikian, Ibnu Adam kémudian dikenal sebagai fagih, ulama yang netral,
bersikap independen dalam menghadapi berbagai masalah selama masa
hidupnya, sebelum terjadi perselisihan/¥ang sengit di pelbagai madzhab

dalam Islam.

¢. Hubungan Yahya bin Adam dengan Ulama
Sebagaimana\t¢lah-disinggung=di atas, ¥ ahya“bin Adam hidup di
masa Abbasiyah yaifulpadd masapemerintahan Abil Ja’far al-Mansar atau
‘Abduliah bin Muhammad (136-157 H), al-Mahdi atau Muhammad bin
‘Abdullah (158-169 H), al-Hadi atau Musa bin Muhammad (1659-170 H),
al-Rasyid atau Harin bin Muhammad (170-193 H), al-Amin atau
Muhammad bin Harun (193-199 H), dan al-Ma’min atau ‘Abdullah bin

Harun (199-218 H).

2! [bnu Nadim, a/-Fibrisat (Beirut: Dar ajl-Kutub al-‘[lmiyah, 2002), hal. 312.
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Sejarah mencatat bahwa tidak satu karya pun yang menyebutkan
keterlibatan [bnu Adam dalam pemerintahan semasa hidupnya, baik dalam
urusan pengadilan maupun dalam urusan administrasi negara. Dengan
demikian, kita dapat mengetahui bahwa Ibnu Adam adalah seorang ulama
yang konsen terbadap ilmu pengetahuan yang benar-benar untuk
menjunjung kalimat Allah SWT; menghabiskan masa hidupnya untuk
belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan mengabdikannya. Ketika
terjadi perselisihan antara al-Amin dan saudaranya al-Ma’mun, Ibnu Adam
telah memasuki usia s¢nja, schingga ia terhindar dari perselisihan tersebut.
Dengan demikian, kenétralan Ibnu Adam sebagai ulama yang memiliki
keutamaan dalam bidang ilmu pengetabuan, tidak ternodai hingga akhir
hayatnya. Hal inilah yang menyebabkan'banyak orang yang menimba ilmu
agama kepadanya. Pada’periode berikutnya, catatan sejarah menunjukkan
bahwa Ibnu Adam juga tidak.terlibat.dalam.perselisihan yang terjadi pada
masa al-Ma’mun, karena ia tergolong ulama_ yang independen, meskipun
dirinya menyaksikan thasalah=‘kemakhlikan al-Qur’an” yang digulirkan
oleh al-Ma’miin,\yang menjadi ajang vjiany ‘a/Mibnali’ bagi kebanyakan
ulama hadis saat itu.??

Ulama hadis dan para pengikutnya yang hidup semasa dengan Ibnu
Adam tidak dapat dihitung jumlahnya. Namun, ulama hadis tersebut

adalah mereka yang berada di peringkat ketujuh dari penghafal-penghafal

2 yahya bin Adam, Kitab, Ibid,, hal. 13.
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hadis menurut pembagian yang dikategorikan oleh al-Hafiz al-Zahabi.
Peringkat ketujuh dard penghafal-penghafal hadis Nabi terdiri dari
sejumlah orang, yang tidak kurang dari seratus ulama. Di antara mereka
yang paling terkenal adalah Muhamad bin Idrds al-Imam al-Akbar al-
Syafi’i (150-204 H), imam ilmu pengetahuan ‘Abd al-Rahman bin Mahdi
(135-198 H), seorang ahli figh Mesir Ibnu al-Qasim (133-191 H), pemilik
al-Musnad yang diterbitkan di Haidar Abad, Muhammad Daud al-Tailasi
(132-204 H), pengarang a/-Magazi sekaligus guru Ibnu Sa’ad penulis buku
al-Tabagat, Tbnu ‘Umar“al-Wagqidi (130=207 H), Hisyam bin Muhammad
bin al-Saib al-Kalbi al-Akhbari pengarang buku a/-Asnam (w. 204 H), dan
Wahhab bin Jarir bin Hazim (w: 206 Hyyang tidak hanya sebagai teman

sebaya Ibnu Adam namud juga/putra dari gurunya.23

d. Pandangan para Ulamaterhadap Yahya bin Adam

Yahy#bin Adanytercatat sebagai ahlihadis yafig®banyak mendapat
pujian. Pujian tersebut datang dari beberapa ulama yang mendalami hadis-
hadis Nabi saw dan sejarah para ulama terdahulu. Menurut Ibnu Sa’ad,
“Ibnu Adam ‘adalah-erang-yang dapat-dipercaga”,\dan sanjungan serupa
juga dialamatkan kepadanya oleh Yahya bin Ma’in serta al-Nasa’i. Abu
Dawilid — sahib al-sunan — mengatakan, “Yahya bin Adam merupakan
ulama yang tidak tertandingi pada zamannya.” Sementara, Abil Hatim

menyatakan, “Ia adalah seorang fagih yang dapat dipercaya.”

B 1bid.,
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Ya’qub bin Syaibah berkomentar, “Ia adalah orang yang
terpercaya, banyak meriwayatkan hadis, ulama yang mempunyai banyak
ilmu pengetahuan, tetapi tidak memiliki usia yang panjang.” Hal ini
berdasarkan pada perkataan Ali bin at-Madini, ‘Ubaid bin Ya'isy dari Abu
‘Usamah yang mengungkapkan, “Yahya bin Adam scorang yang alim,
semua ilmu ia kuasai”. Menurut al-‘Ajali, “Ia adalah orang yang
terpercaya, menguasai segala bidang ilmu pengetahuan, dan perawi hadis
yang konsisten”. Ibnu Hibban berkata, “Ia adalah orang yang bertakwa
sekaligus dalam ilmu pédgetahuan”.

Komentar Ali bin-al-Madini menyatakan bahwa sanad-sanad hadis
hanya berkutat pada enam orang yang mayoritas perawi hadis-hadis sahih.
Di antara enam perawi tersebut adalah Ibny Syihab di Madinah, Amru bin
Dinar di Mekkah, Yahya bin/Abi Kasir dan Qatadah di Basrah, dan Abu
Ishaq al-A’masy di Kufah, kemudian ilmu pengetahuan.mereka diwariskan
kepada murid-murid yang tinggal di masing-masing kota. Di Madinah kita
kenal Malik dan Ibnu“Ishaq;=di‘Meckkah’Ibnu Jarij dan Ibnu ‘Uyainah,
Basrah Sa'id| binNAbi fArubah, “fJammad“bin Salamah, Abu ‘Uwanah,
Syu’bah, dan Mu’ammar — yang kesemuanya telah mendengarkan dari
ke-enam ulama hadis tersebut — di Kufah Sufyan Sauri, di Syam al-
Auza’i, dan Wasit Hasyim. [lmu kedua belas perawi tersebut diwariskan
kepada Yahya bin al-Qattan, Yahya bin Abi Zakariya bin Abi Zaidah, dan

Waki’. Akhirnya, dari ketiga perawi tersebut diwariskan kepada Ibnu al-
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Mubarak, Abd al-Rahman bin Mahdi, dan Yahya bin Adam. Persaksian ini
ditulis Afi bin al-Madini, seorang imam .bagi para Auffadz hadis pada
zamannya, penemu ilmu Jarfi wa Tadi/, yang tidak mempunyai

kepentingan sedikit pun dengan penemuan ilmu ini.*

2. Guru dan Murid Yahya bin Adam
a. Guru Yahya bin Adam

Yahya bin Adam sebagai sosok yang disegani di masanya, tidak
lepas dari pengaruh ~lingkungan, puru, sahabat, keluarga yang
melatarbelakangi corak pemikirdnnya. Adapun guru-guru Ibnu Adam yang
mempengarubi  keilmuan dalamodirinya | adalab terbagi menjadi dua
kategaori; dalam bidang-a/-Kharaj dan bidang sclain a/-Kharaj.

Di antara guru-gurir 1onu Adam di bidang a/-Kharzj adalah Tbrahim
bin Hamid bin Abd al-Rahman al-Ruasi (w. 178 H), Ibrahim bin al-
Zabarqan al-Taimi (w. 483«H), Ibrahimebin Muhdmmad-bin Abi Yahya al-
Aslami (w. 184 H), Isrdil bin Yiupus bin Abidshaq al-Sabi’ (w. 162 H),
Isma’il bin Ibrahim bin Migsam bin ‘Uliyyah (w. 193), Isma‘il bin ‘Iyasy
bin Salam bin al-‘Ans] al-Hamsi (w. 182 H), Abu Iyas (Abd al-Malik bin
Juwayyah), Ayyub bin Jabir bin Sayyar al-Hanafi al-Sahimi al-Yamami,
Abl Bakr bin ‘Iyasy bin Salim al-Asadi (w. 193 H), Abu Bakr bin al-
Nahsyali al-Kufi (w. 166 H), Jarir bin ‘Abd al-Hamid al-Dabiyyi (w. 188

H), Ja’far bin Ziyad al-Ahmar (w. 167 H), Hatim bin Isma"il al-Madani al-

™ Diringkas dari Tarjamat al-Muallif Y ahya bin Adam, Kitab, Ibid., hal. 13.
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Harisi (w. 187 H), Hibban bin “Ali al-° Anazi al-Kufi (w. 171 H), Hasan bin
Sabit al-Sa’labi al-Ahwal, Al-Hasan bin Salih bin Hayyi bin Ab@
‘Abdullah al-Sauri al-Kiifi (w. 167 H), Al-Hasan bin ‘lyasy bin Salim al-
Asadi al-Kufi (w. 172 H), Husain bin Zaed bin ‘Ali bin al-Husain (w. 190
H), Hafs bin Ghiyas bin Talq al-Qadi (w. 194 H), Hamad bin Zaid bin
Dirham (w. 179 H), Hamad bin Salamah bin Dinar bin Abu Salamah
(w.167 H), Hamid bin ‘Abd al-Rahman bin Hamid al-Ruasi (w. 192 H),
Zahir bin Mu’awiyah al-Ju’fi al-Kufi (w. 173 H), Ziyad bin ‘Abdullah bin
al-Tufail al-Bakkai (w! 183 H), Sa’id bid Salim bin Abi al-Haefa, Sa’id bin
Salim bin ‘Abd al-Jabbarj al-Zubaidi cal-Hamsi, Sufyan bin Sa’id bin
Masyruq al-Sauri al-Imam (w./ 161 H)! |Sufyan bin ‘Uyainah bin Abi
‘Umran al-Hilali al-imam (w./198\H), Salam bin Salim Abu al-Ahwas al-
Hanafi al-Kufi (w. 179CH), Sinan \bin/ Harun al-Burjami, Syarik bin
‘Abdullah bin Abi Syarik.al-Qadizal-Nakhi.(w. 187 H), Al-Salt bin ‘Abd
al-Rahman al-Zubaidi, ‘Ibad bin al-‘Awwam bin ‘Umar (w. 185 H), *Absar
bin al-Qasim al-Zubaidi<¢ w=178 H),* Abdullah bin Idris al-‘ Awadi (w. 192
H), ‘Abduliah bin al-Mubarak (w181, H), ‘Abd, Rabbihi bin Nafi’ al-
Kannani Abu Syihab al-Hanat al-Asgar (w. 171 H), ‘Abd al-Rahman bin
Hamid bin ‘Abd al-Rahman al-Ruasi, ‘Abd al-Rahman bin Abi al-Zinad
(w. 173 H), ‘Abd al-Rahman ai-Qari, ‘Abd al-Rahim bin Sulaiman al-
Marwazi al-Asyal (w. 187 H), ‘Abd al-Salam bin Harb bin Salm al-Kufi

(w. 178 H), ‘Abd al-Malik bin Juwayyah Abu ‘lyas, Abadah bin Sulaiman
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Adapun guru-guru Ibnu Adam di bidang selain &hardj adalah
Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim al-Zuhri (w. 185 H), Basyar bin al-Sariyyi
Abu ‘Amru al-Afwah (w. 196 H), Jarir bin Hazim bin ‘Abdullah al-Azdi
(w. 175 H), Husain bin ‘All bin al-Walid al-Ja’fi (w. 203 H), Hamzah bin
Habib al-Ziyat (w. 157 H), Sa’id bin Salim al-Qaddah Abu ‘Usman al-
Makki (w.i 200 H), ‘Abdullah bin ‘Usman al-Basari, ‘Abd al-AZiz bin
Siyah al-Asadi al-Himmani, ‘Isa bin Tahaman (w. 160 H), Fadil bin
Marzuq al-Agarri, Fitr bin Khalifah al-Makhzumi al-Hinat (w. 155 H),
Qutbah bin ‘Abd al-‘Aziz bin Siyah (w, 159 H), Malik bin Migwal bin
‘Asim al-Bajali (w. 1597H), Mubammad bin Isma"il bin Raja’ al-Zubaidi
al-Kiifi, Mas’ar bin Kidam bin Zahir al-Amiri (w. 155 H), Musa bin Qais
al-Hadrami al-Farra’ ‘Usfur al-Jagnah, dan Yunus bin Abi Ishaq al-Sabi’i

(w. 159 H).?

b. Murid\Yiahyasbin Adant
Jika dalam melacak guru-guru Yahya bin Adam kita mendapatkan
kesusahan, demikian pula yang terjadi dalam melacak murid-murid yang
belajar kepadanyal Hal/iniaKibat dari-keterbatasanikarya-karya yang ada,
yang menunjukkan kepada kita berapa jumlah murid yang menuntut ilmu
kepadanya. Sedangkan Ibnu Adam hidup semasa kekuasaan al-Ma'min,
dimana pada masa tersebut dikenal dengan zaman keilmuan, sehingga

ketamakan untuk mendapatkan suatu hadis dari syeikh dan tokoh-

5 yahya bin Adam, Xirab, fbid,, hal, 206.
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tokohnya sangat diminati. Oleh karena itu, kita hanya dapat menyebutkan
beberapa murid Jbou Adam yang mempunyai riwayat hadis dari Kwtub al-
Siteah.

Di antara murid-murid Yahyz bin Adam yang tercantum dalam
Kutub al-Sittah adalah Ahmad bin Abi Raja’ *‘Abdullah bin al-Harwi (w.
232 H), Ahmad bin Sulaiman al-Rahawi al-Huffaz (w. 261 H), Ahmad bin
‘Umar al-Wagqidi al-Waki’i [murid Imam Wagqi’] (w. 235 H), Ahmad bin
Muhammad bin Hanbal al-Imam al-Jalil (w. 241 H), Ishaq bin Ibrahim bin
Nasr al-Bukhari (w. 242 H), Ishag bin“Rahawiyah al-Imam al-Hafiz (w.
238 H), Basyar bin Khalid al<*Askaii (w. 255 H), Al-Hasan bin ‘Al bin
‘Affan al-*Amiri (w. 270 H), Al*Hasan bin ‘Al bin al-Khalal al-Hafiz (w.
242 H), Al-Husain bin “Ali bin'e*Aswad al-‘Ajali (w. 245 H), Hafsh bin
‘Umar al-Mihragani Syeikh//dari/Abu -Hatim al-Razi dan Abu Zar’ah,
Sufyan bin Waki’ bin al-Jarrahe(w.=247 H), ‘Abbasy, bin al-Husain al-
Qantari (w. 240 H), Abu Bakr ‘Abdullah bin Abi Syaibah (w. 235 H),
‘Abdullah bin Muhamitrad ‘al=Musnadi’(w. 229 H), ‘Abd al-A’la bin Wasil
al-Asadi (w. 247NH), ‘Abd al-Rahman bin“SalibfalbAzdi (w. 235 H), ‘Abd
bin Hamid (w. 249 H), ‘Abdah bin ‘Abdullah al-Khaza™ al-Sifar (w. 259
H), ‘Ubaid bin Ya’isy al-Muhamili (w. 229 H), ‘Usman bin Abi Syaibah
(w. 239 H), ‘Ismah bin al-Fadl al-Naisaburi (w. 250 H), “Afi bin
- Abdullah al-Madini (w. 234 H), ‘AR bin Muhammad al-Tanafisi (w. 233

H), Muhammad bin Isma”il Abu Bakr bin Ulyah (w. 264 H), Muhammad
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bin Rafi’ al-Naisaburi al-Zahid (w. 245 H), Muhammad bin ‘Abdullah bin
Mubarak al-Makhrami {w. 255 H), ‘Abu Karib Muhammad bin ai-*Ala al-
Hamdani (w. 248 H), Muhammad bin ‘Umar bin al-Walid al-Kindi (w. 256
H), Muhammad bin al-Walid bin Abi al-Walid al-Faham (w. 252 H),
Mahmud bin Ghailan al-Mirwazi (w. 239 H), Musa bin Hizam al-Faqih (w.
251 H), Musa bin ‘Abd al-Rahman al-Masruqi (w. 258 H), Harun bin
‘Abdullah al-Hummal al-Hafiz (w. 243 H), Wasil bin ‘Abd al-A’la bin
Hilal al-Asadi (w. 244 H), dan Yahya bin Ma"in Imam al-Jarh wa al-Ta’dil
(w. 233 H).*®
Dari semua pemaparan dan penjelasan di atas, kita mengetabui bahwa
nama Al-Hasan bin $alih bia Hayyi bin Ab@i’"Abdullzh al-Sauri al-Kufi adalah
guru yang paling sering disebutkan\eleh Xahya bin Adam terkait dengan
persoalan Kharaj dalam Kitab al-Kharay\Menurut Abu Ja’far al-Dawudi, al-
Hasan bin Salib bin Hayyi tersebut.adalah.ahli ra’yi pengikut Imam Hanafi.?’
Tetapi ada sumber lain scbagaimana diungkapkan oleh Ibnu Nadim bahwa
guru Ibnil Adam, Hasan' bitrSatitrBersanta Sufyan bin ‘Uyainah dan Sufyan
Sauri adalah pengikit Syi’ah Zaidiyyah.28 Sayangnya, atas dua keterangan
yang bertentangan tersebut, kajian ini tidak mendapatkan petunjuk mana yang

paling benar melainkan hanya mendapati pelajaran bahwa latar belakang

% Ibid, hal. 14-15,
2 Abu Ja'far al-Dawudi, a/-Amwal (Kairo: Dar al-Salam, 2000), hal. 36-37.
28 bnu Nadim, al-Fifirisar (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), hal. 312.
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gurunya ini tidak menunjukkan keterlibatan Yahya bin Adam dalam aliran
ideologis-teologis pada masa itu.

Yahya bin Adam adalah seorang cendekia Muslim yang independen
dan diakui menguasai berbagai bidang ilmu terutama di bidang hadis dan asar:
Dia tidak terlibat dalam pertikaian dan perseteruan ideologis dengan lawan
politiknya. Ini disimpulkan dari kenyataan bahwa para pendiri empat madzhab
tersebut (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali) adalah para pakar hukum Islam
yang hidup sezaman dengan Ibnu Adam.? Bahkan Ahmad bin Muhammad bin
Hanbal al-Imam al-Jalil (w241 H) yang-nenjadi pendiri mazhab Hambali
adalah muridnya.

Perlu ditegaskan di sini bahwa képakarannya di bidang hadis dan
riwayat tersebut juga berarti dia/sangat ‘mampu dalam kritik hadis baik
internal dan cksternal. Tetapi Ketiadaan) penjelasan status hadis (safif, hasan,
atau da’T) yang diberikan Yahya bin-Adam dalam Kitab al-Kharsf merupakan
suatu kenyataan yang sangat memerlukan penjelasan. ~Sebab pada
kenyataannya, bukunya “Kitab=—al’Khara) ‘felah menjadi pedoman utama
mazhab Hanbali yang termasuk Ibnt Taimiyahy kalaogan Qadariyah, dan ahli
sejarah seperti al-Balazuri dalam Furih al-Buldan. Dalam memahami
kandungan hadis sehingga tidak heran jika Abu Hatim menyatakan bahwa dia

adalah scorang fagil1 yang dapat dipercaya.

® Yahya bin Adam, Taxation, Ibid., hal. 2.
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faktual pada masanya. Tiga hal tersebut akan semakin memperjelas faktor-
faktor yang membentuk pola pikirnya dalam penulisan Kitab al-Kharaj.
Sekalipun tiga hal tersebut tidak serta-merta menentukan dalam mengungkap
faktor dinamika sosial-politik-ekonomis penulisan karya Yahya bin Adam,
namun Kketerangan-keterangan di sekitar akan sangat membantu untuk
mengetahui motivasi utama penulisan karyanya. Untuk itu, pembabasan di
sini berdasarkan pada penjelasan kesejarahan di sekitar abad keemasan
peradaban Arab-Islam lama. Namun, untuk keakuratannya penelitian ini akan
berupaya mengetahui data-data kesejarahan’dari penulis lainnya yang semasa
dengan Yahya bin Adam, yakai Abl Yusuf] Karyanya yang juga bernama
Kijtab al-Kharaj merupakan, sumber kesejarahan dalam hal perpajakan yang
hingga kini masih terjaga keasliannya. Langkah ini diambil terutama untuk
mengetahui ragam dan ruang) lingkup/‘wacana perpajakan ketika itu. Oleh
karena itu, pertama-tama paparan di.sini.akan dimulai dari faktor yang lebih
lvas dalam membentuk pemikiran perpajakan para pemikir Muslim pada

periode itu.

1. Sistem Pemerintabian
Marshall G.S. Hodgson dalam karyanya The Venture of Islam
mengklasifikasikan perkembangan pemerintahan Islam mulai dari kelahiran
Muhammad saw (570 M) hingga akhir dinasti Abbasiyyah (1258 M) ke dalam
lima kategori, yaitu Kekhalifahan Madinah (622-661 M), Kekhalifahan

Primitif (661-692 M), Kekhalifahan Marwani (692-750 M), Kekhalifahan
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Abbasiyyah Tingei (150-945 M/132-334 H), dan Kekhalifahan Abbasiyyah
Kemunduran (945-1258 M).*° Periode kekhalifahan Abbasiyyah tinggi (High
Caliphate) merupakan zaman kemajuan, di mana negara khalifah merupakan
suatu kekaisaran yang berbasis agraris (agrarianate culture) yang berdiri
dengan baik dan berlangsung hingga pemerintahan kekhalifahan tunduk pada
kekuatan-kekuatan dari luar pemerintahan ini ( 945 M). Periode ini
berkembang dari penaklukkan-penaklukkan menuju integrasi progresif,
sehingga menciptakan kemajuan yang mencapai pada puncaknya sepanjang
sejarah umat Islam.

Serangkaian penaklukkan ‘mengawali,proses sejarah yang panjang dan
memuncak pada penggabungan imperiumi Sasania dan beberapa wilayah
bagian timur imperium |Byzantium\ menjadi wilayah Islam, yang pada
gilirannya, terjadilah proses perpindahan’ agama mayoritas warga Yahudi,
Kristen, dan _Zoroastrian, menjadi, pemeluk Isiam yang tunduk pada
kekhalifahan.®' Pada tahap pertama, penaklukan ini mendorong terbentuknya
sebuah rezim baru, mendorong=migrasi daf’ pendudukan sebagian sebagian
besar warga Arab/diNbeberapa kofa ‘damkampupg Kawasan Hijaz, Syam, Irak
(Timur Tengah), dan mendorong urbanisasi dan perkembangan ekonomi yang

intensif. Pendudukan bangsa Arab juga mendorong perubahan sosial dan

3 Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban
Dumnia, diterjemahkan oleh Mulyadi Kertanegara (Jakarta: Paramadina, 2002), hal. 3.

3 Tra M. Lapidus, Sejarak Sosial Umat Islam, Vol. 1, terj. Ghufran A. Mas’adi
(Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 55.
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integrasi yang progresif antara bangsa Arab dan non-Arab menjadi beberapa
komunitas kosmopolitan.

Urbanisasi, perubahan sosial, dan pembentukan beberapa komunitas
baru, pada akhirmya, melahirkan penyediaan sumber-sumber daya untuk
pengorganisasian kekuasaan dinasti yang baru, dan kalangan elite perkotaan
dan imperium yang memunculkan bentuk baru keagamaan Islam dan kultur
kerajaan. Selanjutnya peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan
elite yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial
yang terbentuk melalui penaklukan bangsa,Arab. Pada masa ini pula, ilmu
pengetahvan dan peradaban)Islam berkembang hingga mencapai puncaknya,
schingga catatan sejarah memuat satu masa’dalam periode High Caliphate ini
sebagai Golden Age of Islam>*

Jika dilihat dari fase perkembangan’ kekhalifahan dalam Islam ini
merupakan gentetan sejarah yang-berkesimambunagan,hal ini dapat dilihat dari
pemerintahan sejak masa Nabi saw sampai pada masa dinasti Abbasiyyah
yang sering disebut sebagai puficak kcmajuan peradaban Islam. Kemajuan
pada zaman Nabi sering dikategorikan scbagai kemajuan di bidang agama dan
politik, era Khilafah ar-Rasyidah dipetakan sebagai kemajuan dalam bidang
politik dan kemiliteran, masa dinasti Umayyah telah memperlihatkan
kemajuan di bidang politik, ekonomi, dan militer, akhimya pada masa dinasti

Abbasiyyah berkuasa, kemajuan mencapai pada puncaknya yang

32 Maurice Lombard, The Golden Are of Islam (New York: American Elsevier,
1975).
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memperlihatkan kecemerlangan Islam dalam bidang politik, militer, ckonomi,
ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam.

Yahya bin Adam jika dilihat dari fase kehidupannya, menunjukkan
bahwa ia hidup pada masa High Caliphate, yaitu di mana kebesaran kota
Bagdad, tempat ia dibesarkan, merupakan prestasi tidak tertandingi yang
menunjukkan pentingnya kota ini dalam perjalanan dinasti Abbasiyyah,
kemasyarakatan, dan budaya. Sebagai ibukota, ia juga merupakan pusat
kegiatan ekonomi.’* Kota ini menjadi poros bagi perdagangan internasional,
dan sangat produktif dengan‘industri yang menghasilkan tekstil, sutra, kertas,
dan berbagai hasil industrijlainnyas Namun; secara keseluruhan dinasti ini
masih berbasis pada pertanian |yang meényumbangkan sebagian besar
pendapatan negara. Sehingga’sektorinimendapat perhatian yang sangat besar
dari pemerintahan ini, yang pada giliranfiya,-ulama yang hidup pada masa itu
(termasuk Yahya bin, Adam)..tidak uput_ berpartisipasi aktif dalam
pembangunan ekonomi pemerintahan dengan menyumbangkan ide-ide mereka
yang dituangkan dalam kirabral-kirara).

Jika pada|masa dinasti Umayyali“pemeénintahan dikuasai scpenuhnya
oleh bangsa Arab, mulai dari pejabat pemerintah, para gadi, hingga jajaran
elite penguasa istana hampir selurubnya berkebangsaan Arab, dan menyisakan
sebagian kecil tenaga profesional, seperti para juru tulis dan dokter, yang

berkebangsaan non-Arab yang menempati posisi penting di pemerintahan.

3 Georpe Zidane, Tarikh al-Tamaddun al-Isizm? (Kairo: Dar al-Hilal, t.th), Vol. 11,
hal. IR2.
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Maka, pada masa High Caliphate, dinasti Abbasiyyah, sangat berbeda dalam
memperiakukan warganya dengan periode sebelumnya, di mana kota Bagdad
yang dijadikan sebagai pusat kegiatan pemerintahan bercorak kosmopolitan
lantaran keragaman penduduknya. Yahudi, Kristen, dan Muslim, termasuk
kelompok Pagan, bangsa Persia, Iraq, Arab, Syiria, dan bangsa-bangsa Asia
Tengah menjadi populasi kota Bagdad. Bahkan pada periode awal
kekhalifahan ini, bangsa Persia banyak menduduki jabatan penting, sehingga
mereka dapat menularkan beberapa sistem pemerintahan ke dalam dinasti
Abbasiyyah, seperti adanyd/jabatan kement¢rian di pemerintahan.**

Pendirian kota Bagdad,pada masa pemerintahan al-Mansur (136-157
H), melambangkan upaya -‘Abbasiyyah untuk|tetap berkuasa di atas berbagai
permasalahan yang telah imenimpa‘dan balikan telah menghancurkan dinasti
Umayyah. Semenjak berkuasa,//dinasti‘\yang baru ini menghadapi banyak
permasalahan _yang  telah, mengganggu.kelangsungan ,dinasti sebelumnya
(Umayyah), mulai dari pembangunan pemerintahan yang efektif, mobilisasi
dukungan politik dari "Kalangan= Muslim "Arab, Muslim non-Arab, hingga
dukungan pendudik | nonsMuslimy miclaltiiy pembayaran pajak.  Dinasti
Abbasiyyah berusaha mengamankan loyalitas dan kepatvhan warganya dari
sebuah pemberontakan dengan justifikasi diri dengan terma-terma keislaman.

Untuk tetap berkuasa di tengah sejumnlah permasalahan tersebut,

dinasti Abbasiyyah menerapkan prinsip kebijakan yang terapkan Umar [i

™ Ibid, Vol I, hal. 94.
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dalam upaya melihat posisi Yahya bin Adam di tengah perubahan ekonomi
dinasti Abbasiyyah yang, ia ikut berperan dalam mewarnai sistem eckonomi
yang dijalankan pemerintahan, khususnya, dalam bidang perpajakan tanah

yang menyumbangkan sebagian besar pandapatan negara saat itu.

2. Konteks Sosial Ekonomi

Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Abbasiyyah tidak hanya meliputi
kemajuan di bidang politik, militer, budaya, dan ilmu pengetahuan, tetapi juga
kemajuan di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kekayaan yang dimiliki
pemerintahan bani Abbasiyyah _selama-7beberapa dekade yang lalu
Sebagaimana disecbutkan | Mas’udi, = kekayaan dinasti Abbasiyyah pada
pemerintahan al-Mansur |yang berkuasa selama 22 tahun (136-158 H)
mencapai 810.000.000 dirham yadg diwariskan kepada putranya, al-Mahdi.*®
Ditambah dengan 63.000.000~dirhatn’'yang' digunakan untuk membiayai
perang melawannKhawariy di=Afrika @ada tahunal54°H, dan beberapa
peperangan yang menelan biaya tidak sedikit sehingga pada suatu ketika
dilaporkan bahwa dalam sehari pernah membelanjakkan sekitar 10.000.000
dirham untuk kebutuhan-para-téntaral 'Sedangkan/unituk pembangunan kota
Bagdad sendiri menghabiskan 4.833.000 dirham, seclain biaya yang
dikeluarkan untuk pembangunan jembatan dan saluran air di wilayat itu.

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa income seluruhnya yang masuk

3 George Zidane, Tdrikh, hal. 38, mengutip dari al-Mas’udi, jilid ke-i1, hal. 177.
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ke dalam kas negara pada masa pemerintahan al-Mansur mencapai lebih dari
1.000.000.000 dirham.*

Kekayaan yang ditinggalkan al-Mansur dianggap sedikit dibanding
dengan kekayaan negara yang diwariskan oleh ar-Rasyid, yaitu mencapai
900.000.000 dirham yang tersimpan dalam kas negara (Bait al-Mal), selain
dari dana yang telah dibelanjakan ar-Rasyid selama pemerintahannya (170-
193 H) yang terkenal mewah.*® Adapun kekayaan dinasti Abbasiyyah selama
pemerintaban al-Mahdi (158-169 H) dihabiskan sclama masa jabatannya.
Demikian juga yang terjadi pada pemerintahan al-Hadi yang berkuasa hanya
setahun.

Pembangunan kota Bagdad yang mewah dan bercorak kosmopolitan
menjadikan kota ini sebagai-lalu-lintas, perdagangan internasional, membawa
perubahan pola-pola perniagaan, /serta corak pertanian. Dengan menyatunya
wilayah bagian Sasania dan Byzantium di bawah satu pemetintahan, beberapa
halangan politis dan strategis perdagangan menjadi hilang, sehingga muncul
scbuah fondasi utama untukkebangkitarl perdagangan telah terhampar. Hal ini
memberi pengaruh N posistif bagi/ | pertumbuhan \, dan perkembangan
perekonomian negara, yang pada gilirannya, menjadikan kota Bagdad pusat
kegiatan ekonomi yang mampu menyediakan kebutuhan masyarakat baik

barang maupun jasa. Kemakmuran ckonomi dinasti Abbasiyyah tidak terlepas

3 Ibid., hal. 39 dikutip dari at-Tabari, [bnu as-Sir, al-Maqdisi, dan al-Mas*di.
“ Ibid, hal, 39.
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aplikasi dari kondisi sosio-kultural tersebut mewarnai masing-masing
pendapat para tokoh yang telah banyak mewarnai pemikiran Ibnu Adam.
Selain itu, aspek rasionalitas yang tidak ditempatkan pada posisi
netral, kritis, dan tidak digunakan sebagai sarana dialog, akan tetapi
ditempatkan pada kedudukan sebaliknya, sehingga tidak dapat memberikan
kedewasaan berpikir pada masyarakat Islam di masanya. Ibnu Adam, dalam
hal ini, berupaya ke arah pelepasan belenggu tersebut dengan membongkar
sedikit demi sedikit kekangan pemikiran yang telah dilahirkan beberapa ulama
sebelumnya, Ini terlihat dafi beberapa mefode pemahamannya yang lebih
mengedepankan untuk meagemukakan hadis-hadis Nabi dan figh sahabat
dengan tidak malu-malu mengkritisi wacana-Wacana tentang kharaj yang telah
dikembangkan oleh pendahulunya,/Abu Yusuf Sekalipun upaya itu tidak
dilakukan oleh Yahya bin’ Aldam™ untuk ~menunjukkan perseteruan atau
permusuhan _dengan  Abu Yusuf. melainkan semestinya dimengerti sebagai
pembaharuan ijtihadinya dalam memperkaya dan menajamkan raison d°étre
(dasar hukum) dengan memperhatikan hadis"dan figh sahabat. Pembebasan
taqlid juga terlihat dari karyanya, kfrab @l kfiaraj, yang konsen terhadap figh
sosial yang dikembangkan para sahabat terutama ‘Umar Bin al-Khatab dan
tabi’in terutama dalam bidang kharaj, sehingga banyak orang yang

memanfaatkan hasil kumpulan tulisan itu setelah wafatnya Ibnu Adam.*

* Lihat, Ibou Rajab al-Hanbali, Al/stikhraj Li Abkam al-Khardj (Beirut: Dar al-
Ma’rifah, t.th.), dalam pembahasan mengenai kharaj, hadis dan pendapat yang dikumpulkan
oleh Tbnu Adam, banyak dikutip di hampir setiap pembahasan.
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dan cara pandang masyarakat pada masanya, terutama pada pemikiran Ibnu
Adam yang tidak terkecuali pada karyanya, Kitab al-Kharaj, yang hingga kini
masih dapat kita saksikan.

Secara lebih khusus, sehubungan dengan perpajakan bahwa selama
tujuh dekade pertama (kekuasaan Islam) tidak ada perubahan yang terjadi
pada negara taklukan Syiria dan Irak, terutama yang berkenaan dengan
departemen-departemen perpajakan. Orang-orang non-Muslim yang menjadi
pegawai kantor-kaotor tersebut dipertahankan agar dapat menarik pajak
sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelum mereka ditaklukkan. Kantor
catatan fiskal di Syiria dipertahankan dengan tetap menggunakan bahasa
Yunani dan kantor administrasi negara di Irak dipertahankan menggunakan
bahasa Persia, tetap seperti vang telah berjalan sebelumnya. Hanya pada dua
hal yang berubah dan terjadi ‘pada masa pemerintahan bani Umayah. Perrama
perubahan pada, kanter pajak gterjadi=pada=pemerintahan SJAbd al-Malik bin
Marwan (66-86 H/685-705 M), yang memerintahkan kantor administrasi pajak
untuk menggunakan bahasa “Atabrsebagai ganti bahasa Persia dan Yunani; dan
kedua adalah perubalian vang digagas ol€lr ‘Umar binX Abd al-Aziz (98-101
H/717-720).** Ia berinisiatif untuk memperkenalkan prinsip pajak Khardj,
yang dibebankan kepada tanah milik non-Muslim, harus dianggap sebagai
pajak yang dibebankan kepada tanah mereka semata, dan harus dibayarkan

kepada pemerintah oleh pemiliknya sendiri, yang tidak ada sangkut pautnya

4 Abu Yusuf, Taxation in Isfam (Kitab al-Khardj, ed. and transifated by A. Ben
Smesh), Volume III (Leiden: E.J. Brilt, 1967), hal. 8.
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dengan agama. Konsekuensinya, orang-orang Muslim yang memiliki tanah
rampasan perang yang pada awalnya terhindar dari pajak, sejak keluarnya
peraturan itu, tanah-tanah mereka (orang Muslim) menjadi tanah yang dapat
dibebani biaya pajak Kharaj berkenaan dengan tanah yang mereka beli dari
orang-orang non-Muslim.

Bagaimanapun usaha ini dilakukan dalam rangka menyamakan
kewajiban dan memberikan hak keadilan bagi penduduk yang tinggal di Dar
al-Islam, yang terdiri dari berbagai macam etnis dengan beragam aspirasi dan
standar sosial yang bagi bangsa Arab (pemakluk) merupakan masalah yang
tidak sederhana. Pergolakan dan "ketidaktentraman penduduk — yang
tentunya terdiri dari orang-orang yang ditaklukkan — berjalan sangat konstan.
Mengurangi ketidaknyamanan, membantu Bani Abbasyiah dalam mengikis
peran bani Umayah, adalah-fujuan/utama‘Bani Abbasyiah. Kita mengetahui
bahwa khalifah, Bani y Abbasyiah: ppertama; Abue,al-‘Abbas ‘Abdullah bin
Muhammad al-Saffah (132-136 H/750-754 M),* masa pertama kekuasaannya
yang singkat digunakan sebdgai masa untuk mendapat simpati masayarakat,
dan ia hanya disibukkan dengan penumpasan.peinbgrentakan dan penaklukan
negara yang memusuhinya demi tegaknya kekuasaan Bani Abbasyiah.

Saudara al-Saffah yang menjadi penerusnya, Abu Ja'far *Abdullah al-
Mansur (136-158 H/754-775 M), yang dianggap sebagai pendiri Bani

Abbasyiah yang sebenarnya, masih harus menangani para pemberontak yang

5 George Zidane, Tarikh, Ibid. hal. 94.
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selalu menciptakan keonaran dan pergolakan. Untuk mengamankan
pemerintahannya, al-Mansur membangun kota Bagdad yang dijadikan sebagai
ibukota baru Bani Abbasyiah. Ia menambahkan berbagai macam masukan
yang berguna untuk membangun ketertiban, keadilan, schingga dapat
digunakan untuk mengatur administrasi perdagangan. Tugas ini diserahkan
kepada para gubernur dan sekeretaris yang diangkat dari orang-orang mawali
(non-Muslim yang masuk Islam setelah tinggal di negara Islam) dan orang-
orang non-Arab. Meskipun selalu diganggu oleh musuh-musuh yang datang
dari luar maupun dari meréka (orang Islam)|sendiri, ia tetap meluangkan
waktu tidak hanya untuk mendorongimasyarakat agar menghidupkan kembali
studi-studi agama dan penulisan syair, tet@pi juga memulai menata ulang
sistem perpajakan pemerintahannya.

Namun, penyempurnaan dari\kerja keras ini diwariskan oleh al-Mansur
kepada anaknya, vang, sckaligus..menjadi, penerusnyas-Abu ‘Abdullah
Muhammad al-Mahdi (158-169 H/775-785 M). Selain itu, ia juga diwarisi
ayahnya seorang sekretaris “yang~handal, ‘Abu “Ubaidillah Mu’awiyyéh bin
Yasar (w. 170 H/786 M), yang.al-Mahdi iméhgatgkaifiya sebagai kepala Wazir
(kepala pemerintahan sekaligus perdana menteri).*® Salah satu karya besar
Abu ‘Ubaidillah adalah mengganti sistem penarikan pajak dari sistem

konvensional ke sistem proporsional. Sehingga dengan penataan ulang sistem

“ Diyauddin al-Rais, al-Kharij wa al-Nuziim af-Mzlijyyah Ii al-Daulah at-Islamiyyah
(Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1985), hal.404-405; Ibnu Taba Taba (Muhammad bin “Ali),
al-Fakhri ff al-Adam al-Suftanivyah (Mesir: Syirkah Tab"1 al-Kutub al-*Arabiyyah, 1317 H),
hal. 164.
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pemungutan pajak yang dilakukan pada masa pemerintahan al-Mahdi adalah
dimulainya penarikan retribusi dari pasar-pasar yang terletak di kota Bagdad.

Dari gambaran di atas, suatu kebarusan untuk merubah sistem
pemberlakuan pajak Kharaf tetap (fixed tax) yang dikenalkan ‘Umar bin al-
Khatab kepada umat Islam, baik pajak berupa sejumlah uang atau barang yang
telah ditentukan besar dan kecilnya kepada para petani. Karena pajak Kharaj
tetap (fixed tax) telah memberatkan masyarakat yang tergolong miskin hingga
melewati ambang batas kemampuan mereka. Sistem yang tidak
mencerminkan keadilan ini ffiengakibatkan -para petani selalu dirugikan oleh
para penarik pajak yang mcngumpulkan)pajak dengan caracara yang tidak
manusiawi, sechingga menimbulkan, kemaratian, pemberontakan kaum petani,
dan kemunduran pada hasili panen yang didapat. Penarikan pajak dengan cara-
cara kekerasan sebagaimana yang \telah/‘diterapkan oleh gubemnur al-Hajjaj
bukaniah solusi yang tepat untuk.anendorong para petani meningkatkan
produktivitasnya. Hal tersecbut malah berdampak pada hengkangnya para
petani dari kampung-kampung-dengan meninggalkan lahan-lahan potensial
pertanian mereka.

Dengan demikian, hanya dengan menerapkan sistem pemungutan pajak
yvang adil dan fair adalah salah satu cara yang dapat membujuk para petani
agar kembali menggarap lahan-lahan pertanian mereka, sehingga dapat
berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Permasalahan pemungutan

pajak inilah yang scbenarnya menjadi kendala bertahun-tahun di masa
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pemerintahan Islam, sehingga perlu diterapkan sistem yang lebih menciptakan
ke arah keadilan bagi masyarakat. Menurut catatan Ibnu Qudamah dalam
Kharaj fi al-Islam pandangan-pandangan ulama Islam mengenai perpajakan
yang berlaku pada masa Bani Abbasyiah tidak mengalami perubahan berarti
dari apa yang ditulis oleh Abu ‘Ubaidillah Mu’awiyyah bin Yasar (penulis
pertama Kitab al-Kharagj), hingga akhir rezim pemerintahan al-Mugtadir (w.
320/932 M).

Di bawah pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, wacana Kharaj
menjadi topik yang sangat| penting dan banyak dibahas oleh para ulama di
Bagdad. Abu Yusuf tampil |dengan karyanya Kitab al-Kharaj atau Risalat al-
Kharaj yang ditulis untuk| menjawab, pertamyaan Harun al-Rasyid tentang
fenomena Kharaj yang |menjadi/\Sumbép | utama pemasukan negara.
Menurutnya, masalah besar yang/ dihadapi négara harus disclesaikan dengan
upaya mengedepankan nilai keseimbangan antara pendapatan negara dan

belanja negard. ®

Untuk mencapai keseimbangan yang dituju, sikap
pemerintah dan moral masyarakat-perlidibenahil Sebab kestabilan kehidupan
ekonomi hanya akarndapat) dicapainbila=etikasctika \agama yang memuat
beberapa sistem mampu disosialisasikan di tengah individu dan masyarakat.

Yahya bin Adam scbagai ulama yang hidup sczaman dengan Abu

Yusuf, merasa terpanggil untuk menuangkan etika-etika agama yang memuat

“ Qudama bin Ja'far, Taxation in Isfam, ed. and transfated by A. Ben Smesh,
Volume I1I, (Leiden: E_J. Brill, 1967), hal. 8.

# Abu Yusuf, Kitab al-Khargj (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), hal. 3-5.
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beberapa formula untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Topik yang menjadi bahasan tidak jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh
Abii Yusuf. Namun Yahya bin Adam lebih menekankan kepada perlunya
sistem penarikan pajak Kharaj yang proporsional sehingga dapat mengurangi
penindasan terhadap kaum yang bertaraf ekonomi bawah. Penarikan pajak
yang dijalankan oleh para penguasa selama pemerintahan Islam hingga masa
Yahya bin Adam belum mencerminkan nilai-nilai keadilan. Bahkan kebijakan
yang ditetapkan sangat rentan terhadap penindasan kaum lemah dan
cenderung lebih banyak miénguntungkan kelompok penguasa dan keluarga
istana.

Kondisi seperti inil dengan sendirinya telah mengurangi kemungkinan
hubungan simbiosis-mutualisme yang bersahabat antara tiga elemen pokok
dalam pemerintahan, yaitw masyarakat, ulama, dan penguasa. Terjadinya
hubungan yang tidak harmonis, antara_tiga kelompok ini, pada gilirannya
mengakibatkan penyakit dan budaya negatif, termasuk krisis nilai dan
keadilan yang membawa kepada-ketidakstabilan kehidupan ekonomi, budaya
korupsi, kehidupan ‘mewah (para peénguasa, dan lebih tragis lagi terjadinya
eksploitasi agama untuk kepentingan pribadi para penguasa.

Terciptanya krisis nilai dan keadaan ckonomi yang tidak stabil,
kerapkali memunculkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak
kepada kelompok kecil. Sumber-sumber pemasukan negara akan menjaga

kestabilan kehidupan ekonomi demi keberlangsungan scbuah pemerintahan.
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Sementara pemerintah sendiri memerlukan pendapatan negara yang scbagian
besar dihasilkan dari pungutan pajak setoran masyarakat. Jika sumber ini
mengalami hambatan, maka pendapatan dan pengeluaran negara menjadi tidak
seimbang. Oleh karena itu, kebijakan terhbadap penarikan pajak yang jauh dari
pertimbangan nilai-nilai agama dan keadilan, harus secepatnya diganti dengan
sistem yang dapat menguntungkan dan menjamin keadilan bagi masyarakat.
Dalam situasi dan kondisi seperti ini, di kalangan uilama lahirlah sikap untuk
menjauvhi kelompok penguasa, dan berpihak kepada kelompok kecil dalam
upaya menentang kebijakan penguasa yang sifathya menindas.

Sebagai seorang ulama“yang’)independen, Yahya bin Adam
mempelajari fenomena yang terjadi di rmasyarakat termasuk wacana
perpajakan yang berkembang-saat ity \mengambil pelajaran dari problematika
kenegaraan sebelumnya untukmiemunculkan suatu ide pembenahan terhadap
sistem pemberlakuan pemungutan pajak yang dianggap telah menjauhi nilai-
nilai agama. Kegelisahannya terhadap sistem perpajakan ini, ditwangkan
dalam Kirab al-Kharaj yang"memuat §iSteny pefpajakan yang telah diterapkan
para penguasa Islam terdahylu. Upaya umtuk membénahi sistem perpajakan
untuk tidak mengabaikan nilai-nilai agama merupakan tawaran kepada
pemerintah agar menerapkan sistem pemungutan pajak yang berpihak kepada
keadilan, yakni dengan cara mugasamah, yang sebenarnya telah digagas oleh

menteri Abu ‘Ubaidillah bin Yasar pada pemerintahan al-Mahdi.
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Akhimya, kajian ini menyimpulkan bahwa Yahya bin Adam
menyimpan semangat dinamika yang tinggi untuk mencari kebijakan yang
adil atas isu perpajakan yang berkembang saat itu dengan tetap
mempertimbangkan hadis, asar, maupun pandangan ulama salaf. Terbukti
dengan banyaknya pandangan dan kebijakan ‘Umar bin al-Khatab yang
diriwayatkannya sementara seorang sckretaris negara, Abu ‘Ubaidillah bin
Yasar pada pemerintahan al-Mahdi dan ulama semasanya yang berada di
pemerintahan seperti Abu Yusuf, scorang bermazhab Hanafi telah
memberikan kebijakan muqasamah yang berbeda dari kebijakan politis ‘Umar
bin al-Khatab. Namun demnikian, jika dilihat, dari masa penulisan Kitab al-
Kharaj oleh Yahya bin Adam, yakni yang ditulis setclah Abui Yiisuf menulis
Kitab al-Kharaj sebagai jawaban_atas\pertariyaan khalifah Harun al-Rasyid,
maka tidak serta merta berarti karyanya/itu merupakan karya perseteruan dan
sanggahan atas, karya Abu YisufeUntuk jelasoya, kesimpulan ini akan

ditunjukkan dan dikvatkan melalui pembahasan pada Bab III berikut ini.



KONSEP XHARAJ YAE;-_IA;BKHBI‘HQ ADAM (752-818 M)

Yahya bin Adam termasuk salah satu tokoh Islam yang hidup pada masa
kejayaan (golden age) abad ke-2 H dan merupakan bagian dari para tokoh yang
banyak berbicara mengenai Kharaj. Jelas bahwa pemikirannya sangat
bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran lain yang serupa, seperti dengan
pemikiran Abu Yusuf yang hidup sezaman. Terlebih lagi, perkembangan
infrastruktur kekuasaan dan kebijakan politik, tentu memacu Kematangan
gagasannya, sekalipun dia berada di luar struktur kekuasaan. Khars/ itu sendiri
adalah isu politik yang menyeret jpartisipasi masyarakat ke dalam kebijakan
publik kekuasaan yang mengikat semua wargainegara secara finansial. Sebab
kharaj adalah pajak yang diharuskan dikelnarkanrakyat untuk negaranya.

Di bawah ini akan dilakukan rekonstruksi pemikiran perpajakan Yahya
bin Adam yang tertuang dalam bukunya, Ki(ab al-Kharaj (Buku Perpajakan).
Upaya ini menggunakan perangkat metodologi kajian furas. Dengarr kata lain,
Bab ini mendasarkan pembalfasannya=pada‘teori Nasr Hamid Abu Zaid dalam
kajian turas, yaitu menibaca pemikiranspemiikiranymasgasilam dan, kemudian,
mendiskusikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks kekinian.' Kajian ini
akan memperlihatkan sisi-sisi pemikirannya sebagaimana adanya yang terdapat
dalam karya tersebut dan menyusun pemyataan dan pandangannya yang

menyebar pada bagian-bagian terpisah menjadi bangunan pendapat secara rapi

' Nasr Hamid Abit Zaid, Mafhim al-Nas: Dirasah ff “Ulim al-Qur’an (Beirut: al-Markaz
al-Saqafi al-A’rabi, 2000), hal. 5.
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dan sistematis. Tentu saja, rekonstruksi itu tidak sampai melebihi fakta dan
muatan tulisannya dalam Kizab al-Kharaj. Olch karena itu, kajian ini berpedoman
pada analisis Bab II mengenai sosok dan latar belakang pemikiran Kharg/ Yahya
bin Adam.

Namun pertama-tama, akan disampaikan hasil penelitian Kitab al-Kharaj
karya Yahya bin Adam terdahulu. Baru kemudian, kajian ini akan membicarakan
muatan Kjtab al-Kharaj itu secara tersendiri baik secara verifikatif ataupun
falsifikatif terhadap penelitian-penelitian tersebut. Namun barangkali sumber
penclitian yang dikemukakan di sini masih sdngat terbatas dan sangat kurang
dari segi jumliahnya. Akan tetapidarigsegi ketepatan dan kekuatan alasannya,
keterangan hasil penelitian dalam bahasan dibawah ini sangat bisa dipercaya
sekalipun ini semua tidak berarti pemyataan<pernyataan teoritis yang terkait
dengannya tertutup untuk dikritisil/ Jadi/kesimpulan-kesimpulan ilmiah berikut
ini disajikan kembali kepada, pembaca, supaya_gambaranientang pemikiran

Yahya bin Adam tampak sebagaimana adanya.

A. KITAB AL-KHARAF PENELUSURAN TERHADAP ISI KARYA YAHYA
BIN ADAM

Jika berbicara mengenai karya-karya Ibnu Adam, maka tidak scorang pun

yang menyimpulkan bahwa ia seorang mugallid Hal ini, dapat dilihat dari

periode semasa Ibnu Adam hidup, tidak mungkin bagi seorang ulama baik para

perawi hadis maupun para ahli ra’y7, merelakan dirinya untuk melakukan raglid

Sebagai perawi hadis, Ibnu Adam, terkadang mengeluarkan fatwa yang
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disandarkan kepada pemahamannya terhadap al-Qur’an, al-Sunnah, dan pengeta-
huan yang didapat dari guru-gurunya yang berbeda, sehingga memungkinkan
dirinya untuk berijtihad secara obyektif tanpa didasari oleh kepentingan pribadi
dan hawa nafsu.? Dengan tuntutan kondisi dan situasi yang dihadapi Ibnu Adam,
mengharuskan dirinya untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan agama
yang ditemukan dengan menulis Kitab al-Kharaj.

Kitab al-Khardj karya Yahya bin Adam merupakan salah satu karya
ulama Islam klasik yang sampai kepada kita hingga saat ini. Karya ulama klasik
yang kelestariannya terjaga /dan masibh dapat | kita baca sampai sekarang,
tergolong minim jumlahnya. Oleh karena itu,penulusuran terhadap isi karya Ibnu
Adam merupakan bal yang penting untik dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk
memahami secara mendalam dan menemukan perbedaan karya ini dari beberapa

karya-karya lainnya yang serupa:

Dalam artikel “Urabicsd’ TV adja mefierbitkan- hasil §enelitiannya yang
menegaskan bahwa kita hendakaya perlu membaca ulang dan monganalisa secara
seksama keterangan-keterangan yang terdapat dalam manuskrip tersebut. Hal ini
dilakukan, untuk mengetahui-bagian-bagian-yarg-tidak-jelas dan bagian-bagian
yang tidak dapat dimengerti. Penerbitan sernua keterangan disini, yang termuat
dalam manuskrip, akan menambah pengetahuan baru yang berguna untuk
mengetahui bagaimana periwayatan hadis yang melibatkan lebih banyak ulama

(ilmuwan).

? Ibnu Rajab al-Hanbali, Al-Istikhraj Li Ahkam al-Kharaj (Beirut: Dar ai-Ma'rifah, t.th.),
hal. 16.
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Adapun pama-nama yang tersebut dalam keterangan yang diterbitkan
dalam teksnya Juynboll {dalam permulaan dari tiap kecmpat bagian) adalah: (a).
Abu Abd Allzh, Husayn bin ‘Al bin Ahmad bin al-Busfi (410-497/1019-1103),
(b). Abu Muhammad Abd Allah bin Yahya bin Abd al-Jabbar al-Sukkari (w.
417/1026), (c). Abii “Ali IsmaTl bin Muhammad bin IsmaSl bin Salik bin ‘Abd al-
Rahman al-Saffar (249-341/863-952), dan (d). Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Al
bin ‘Affan al-Amiri al-Kifi (8w. 270/883).

Jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya permasalahan perpajakan sejak
awal abad kedua Hijriyah telah’ menjadi subjek studi bagi berbagai kalangan
ilmuwan, dari J. Wellhausen dengan katyanya “Las Arabische Reich und secin
SturZ’ (Berlin, 1902), Ch. Becker dengan tulisannya “Beitrage zur Geschichte
Agyptens unter dem? ’Islam —(Strassbirg, 1903), hingga D.C Dennet dengan
penelitiannya “Conversion and-the Poll Tax in-Early Islam” dan G. Lokkegaard
dengan bukunya Islamic, Taxation -yangskeduanya ditcrbitkan pada tahun
1950.* Satu hal yang menarik adalah adanya kecenderungan para pakar yang
mengikuti metodologi Dennet “dalami melibat’ permasalahan ini, sehingga yang
terjadi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya hanyalah\perluasan dari kajian-
kajian yang telah ada sebelumnya.

Kitab al-Kharaj karya Yahya bin Adam, yang menjadi objck kajian ini,

memuat beberapa tulisan yang dimulai dari bagian pertama dan kedua, pada

% Yahya bin Adam, Taxation in Istan (Kitab al-Khardj, ed. and translated by A. Ben
Smesh), Volume [ (Leiden: E.J. Brill, 1967), hal. 8.

4 Ibid, hal. 14.
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kedua bagian ini, tidak terbagi ke dalam beberapa judul, sebagaimana yang dapat
kita lihat pada bagian ketiga dan keempat. Namun, dengan penulisan ulang yang
dikerjakan oleh Syakir, karya tersebut tersusun rapi kedalam beberapa bab dan
judul yang memudahkan pembaca untuk menclaahanya. Lebih jelas, Kirab al-
Khargj Tbnu Adam merupakan karya yang membicarakan permasalahan dan
bukum pajak tanah, kepemilikan dan pengolahan tanah, dan posisi non-Muslim

terhadap tanah di Dar al-fs/am, serta hal-hal lain yang berkaitan erat dengannya.

Ringkasnya, karya Ibnu Adam terbagi, menjadi empat bagian, yang
membicarakan topik-topik yang berkepaan defigan masalah-masalah di bawah
ini: (1) Ghanima, fa’i, dan|pajaky, batkaberupa kharaj atau jizyah, hanya
dibebankan kepada orang-orang yang | ditaklukkan. Adanya terma-terma ini
menunjukkan bahwa pembagian-hartd rampasan- perang yang didapat dengan
jalan perang, sangat berbeda déngan harta rampasan yang dihasilkan melalui
jalan damai. Pémbagian harta’ rampasan tersebut menunggu keputusan sang
Imam. Harta rampasan dilarapg.untuk digunakan sebelum ada pembagian dan
fatwa resmi dari seorang Imam yang membolehkan untuk membagikannya.
Kebijakan seorang Imam' 'di=§ini=-Sangatlah=pénting / apakah tanah rampasan
tersebut dibiarkan tanpa dibagi, digunakan oleh pemiliknya, atau diberikan
kepada Bait al-Mal sebagai income masa depan umat Islam. Permasalahan
tersebut dibahas secara detail dalam pembahasan (7 dan kharaj dalam buku Ibnu
Adam; (2) Tanah milik yang dikuasai oleh orang-orang yang telah ditaklukkan

dan masih dimanfaatkan oleh mereka, diwajibkan untuk membayar pajak
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(&f1araj). Permasalahan yang sangat penting di atas dan semua pertanyaan yang
berkenaan dengan tanah jajahan, dibahas secara gamblang dalam karya Ibnu
Adam, melalui pemaparan hadis-hadis Nabi yang mendukung suatu tindakan
maupun kumpulan hadis-hadis yang melarang suatu tindakan, contchnya: a)
Adanya larangan untuk pembelian tanah yang dibebani pajak kharaj, b) Hak
seorang Khalifah untuk mengambil kembali tanah yang gagal dimanfaatkan
untuk ditanami; ¢) Adanya prinsip bahwa yang memiliki tanah hanya Allah SWT
dan Dia-lah yang berhak untuk menghidupkan kembali. Salah satu dari
pertanyaan krusial yang dihadapkan kepadaZpenguasa Arab waktu itu adalah
mengenai pembelian tanah Afhargjjolehiseorang) Muslim. Pembelian tanah Lharaj
menghilangkan sebagian pendapatan /tetap dari sumber ini. Kedudukan atau
status tanah tersebut tidak dapat diubah.dengan menyatakan bahwa tanah Ahara/
telah menjadi hak milik orang/Islam, sehingga/ pajak kharaf dapat dibebaskan.
Dengan demikian, erang, Muslim=-mana-punsyang melakukanspembelian terhadap
tanah kharaj, wajib baginya untuk membayar pajak tanah, kharaj, akan tetapi
pada prakteknya jika pembelifiya'seotang Muslim, tanah khara/ yang teie;il dibeli
tidak dikenakan pajak Xhara/lagi; (3) Dalam pcrmé.salahan barang tambang yang
dapat dikenakan pajak. Pokok bahasan ini dapat kita jumpai dalam karya Yahya
bin Adam yang tertuang dalam hadis yang ke 64-77.° Hadis-hadis yang dikutip
Ibnu Adam, sama seperti yang telah ditulis oleh Abu Yisuf dalam kitab

Kharajaya; (4) Pokok hadis yang membicarakan pelarangan pendirian bangunan

5 Yahya bin Adam: [ asked al-Hasan bin Safitr about ambergris and pearls and things
taken out of the sea, He held that there is nothing on it, and compared it to fishing.
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dan penanaman pohon di tanah milik orang lain, pelarangan penjualan surplus air,
pemeliharaan terhadap mata air dan sumber-sumber (sumur) air, dan judul-judul
yang serupa dapat kita jumpai dalam karya Yahya bin Adam; (5) Pembahasan
mengenai tanah yang ditanami dengan menggunakan air irigasi. Tanah tersebut
harus membayar setengah pajak yang dikenakan terhadap tanah yang diairi
dengan air hujan (hadis ke 364-395), dan hasil yang kurang dari lima wasg tidak
dikenakan pajak (hadis ke 438-457), serta pcmbahasan mengenai takaran wasg
dan sha dapat dilihat dalam hadis 458481, dan; (6) Pembahasan mengenai zakat
dan sadaqah juga dikemukakan dalam karya-ini (hadis ke 431-436, 482-496),
meskipun hanya barang-barang seperti gandpm, kurma, kismis adalah produk
yang dapat dikenakan pajak,-kecuali sayuranryang tidak tahan hingga setahun

(hadis ke 497-539; 540-598).0

Pokok bahasan di atas- merupakan-topik pembicaraan yang termuat dalam
karya Ibnu AdamhYahya binrAdanschgaimana yanggkita ketahui, hidup
sezaman dengan Abu Yusuf dan Abu ‘Ubaid yaitu pada masa kekuasaan Islam
mengalami kejayaan yang ditandal dengan kemakmuran harta yang melimpah.
Penarikan pajak dari masyarakat.Sudah temata.rapi/keadilan telah diterapkan,
dan ketertiban administrasi telah dijalankan sebelum kelahiran Yahya bin Adam,
sehingga tulisan (karyanya) tidak dapat dianggap sepenuhnya merefleksikan

keadaan dan pemaparan keadaan waktu itu.

_ ®Yahya bin Adam, Ki13b al-Khargj (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1.th), hal. 14-16. dan Yahya
bin Adam, Taxarion, fbid., hal. 16. Volume 1.
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Pada catatan lain disebutkan bahwa karya Ibnu Adam hanya memuat 40
hadis sahih yang terdapat dalam kurub al-sittah (6 hadis dalam sahih al-Bukhari,
10 dalam sahifr Musiim, 17 dalam sunan Abu Dawud, 6 dalam sunan Ibnu Majah,
dan 2 dalam kitab sunan al-imam Tirniz).” Hal ini tidaklah mengurangi nilai
dari karya Yahya bin Adam bagi para ilmuwan yang memahami aspek-aspek
sejarah dan kondisi sosial waktu itu. Karya Yahya bin Adam yang sangat teoritis
mampu mendorong kita untuk memahami hal-hal yang praxis, dibarengi dengan
spirit situasi dan kondisi yang melingkupinya, dan segala bentuk perdebatannya.
Schingga, generasi-generasi s¢lanjutnya mampu mengimplementasikan karya
Yahya bin Adam dalam bentuk/danicorak yang berlainan.

Oleh karena itu, sering kita dapati bahwa|Khatib dalam karyanya Tarikh
Bagdadi, Qudama dalam karyanya Kitab,al-Kharaj, banyak menukil dari karya
Yahya bin Adam terutama dalam’ pembalasan-tentang khargj Di sisi lain, al-
Balaziiri dalam, karyanyay Futith al-Buldan mengutip.Y ahyabin Adam sebanyak
48 kali sebagai sumber sejarah yang dapat dipercaya, namun ketika membahas
tentang pajak, dalam lampiran bukufiya, ia hanya menyebut Abu Yusuf. Tetapi
dalam lampiran ke IV\pada/ buky [yang sama_@alafe-pembahasan mengenai
pembuatan uang logam, orang pertama yang ia kutip adalah Yahya bin Adam dan
begitu selanjutnya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya.® Bagi pemikir

modern, kita jumpai Dennet yang menggunakan karya Yahya bin Adam sebagai

T Yahya bin Adam, Taxation, Ibid, hal. [7.

¥ Ahmad Yahya bin Jabir al-Balazuri, Furih al-Buldan (Kairo: Syirkah Thabi® al-Kutub
al-* Arabiyyah, 1901).
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pijakan untuk menolak teorinya Wellhouses yang tertuang dalam karyanya "Das

Arabische Reich und sein Struz™”’

Sebagai sosok ulama yang memiliki beragam ilmu pengetahuan, kemandi-
rian yang dimiliki Ibnu Adam telah melahirkan beberapa buku, selain kirab al-
kharaj yang kita kenal. Di antara karya-karyanya yang tidak dapat kita saksikan
hingga saat ini adalah a/-Faraid, Kitab al-Zawwdl, dan Kitab Ahkam al-Qur’an.'®
Dengan beberapa karya yang ditulisnya tersebut, ia dijuluki oleh Imam Nawawi
sebagai “Min al-*‘Ulama al-MySannafid), dan oleh al-Zahabi dalam al-Tazkirah

sebagai “ Sahib al-Tasanif”.""

B. PENGERTIAN KHARAJ DAN JTENISTTENIS PAJAK

Semenjak peradaban Muslim‘Pertama hingga masa kejayaannya pada
periode dinasti Abbasyiah di tangdn/Khalifah-Hartin al-Rasyid, persoalan Kharaf
muncul dari situasi,perang. Karena pitwy dalam .ajaran, Islam. tepatnya dalam
hukum Islam, harta rampasan perang merupakan harta hasil perang, baik berupa
benda-benda yang dapat dibawa ke wilayah kekuasaan Islam ataupun barang-
barang yang tidak mungkin dipindahkan ke pusat kekuasaan Islam.'” Di antara
barang yang tidak mungkin dipindahkan adalah tanah-tanah pertanian di negara

yang telah ditaklukkan oleh tentara Islam. Menurut kebiasaan yang berlaku, harta

® Yahya bin Adam, Taxation, Ibid hal. 18.

19 |bnu Nadim, a/-Fihrisat (Beirut: Dar al-Kutub al-*Ilimiyah, 2002), hal, 375.

" Yahyi bin Adam, Kitad, Ibid, hal. 16,

2 George Zidane, Tarfkk al-Tamaddun al-Islami (Kairo: Dar al-Hilal, t.th), hal. 226.
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rampasan dibagikan kepada prajurit yang tclah menaklukkan wilayah-wilayah
yang telah dikuasai. Namun, semenjak masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khatab
r.a., harta rampasan yang berupa tanah pertanian tidak lagi dibagikan seluruhnya
kepada pasukan yang terlibat dalam penaklukan tersebut. Ia merubah kebijakan
berupa pengembalian dan penyerahan harta rampasan perang yang berbentuk
tanah pertanian yang tidak bertuan kepada pemerintah demi mengisi kas negara.
Sementara tanah yang digarap oleh pemilik aslinya dibiarkan untuk dikelolanya,
namun dengan kompensasi membayar pajak Kharaj atas tanah-tanah pertanian
tersebut.’* Karena itulab, istifah Kbharaj dikenal secara luas untuk pertama
kalinya dalam sejarah pemerintahan Islam.

Banyak istilah yang dipergunakan dalaml pembahasan mengenai pajak. Di
antaranya adalah istilah Khara/ yang,/meénurut’A. Ben Smesh, berasal dari akar
bahasa Armenia ‘falak” dan istilah\ini/ télab-digunakan sejak masa kerajaan
Persia yang berarti, pajak, secara.umum. Namungdstilah insi.terkadang hanya
digunakan untuk menunjukkan pajak tanah, vang tentunva berbeda dengan poll-
tax (Jizyah), yaitu pajak yang dibebankan ‘kepada setiap orang laki-laki dari
kelompok zimmi'!| Sementara,istilah\KiFara/ Jang dighnakan dalam berbagai
literatur yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Islam menunjukkan sebutan asli dari
berbagai istilah untuk segala jenis pajak. Demikian juga, Yahya bin Adam

menggunakan istilah Kharaz/ untuk pajak tanah, berbagai macam pajak, dan

'3 Yahyd bin Adam, Kitab, Ibid., hadis ke-121, hal.48. Lihat Abi Yiisuf, Kitab al-Khardj
(Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), hal. 28.

' Yahya bin Adam, Taxation, Ibid., hal. 6. Lihat juga, Diyauddin al-Rais, al-Khardj wa
al-Nuzim al-Malivyah If al-Davish al-fslamiyyah (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1985), hal. 10.
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semua jenis pemasukan negara.'> Jadi istilah pajak dalam Islam dikenal tidak
hanya terbatas pada Kharaf saja melainkan juga ada beberapa macam istilah yang
digunakan oleh pemikir-pemikir Islam klasik. Istilah 7asq, ‘Usyr, Jizyah dan
Kharaj merupakan istilah yang sering dijumpai dalam karya-karya mercka
termasuk Yahya bin Adam.

Adapun arti Kharaf menurut asal kata Arab berasal dari kata “Kharaja’,
yang artinya “mengeluarkan dari tempatnya”. Kharg atau kharj adalah sesuatu
yang dikelvarkan. Sebagaimana firman Allah, “...maka dapatkah kami
memberikan sesvatu pembaydran kepadamu Supaya kamu membuat dinding
antara kamji dan mereka,” QS|18:94."Dan dalam-ayat lain dikatakan, “Arau kamu
meminta upah kepada mereka? Maka upah darinTufianmu adalaf lebih baik, dan
Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik” QS 23:72. Dengan demikian,
Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk
diberikan kepada negara, Di samping. ada.pula.pendapat yangmenyatakan bahwa
Kharaj adalah apa yang dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil. .
bumi. Tidak ketinggalan, ada‘pendapat‘ulama (t€rmasuk Yahya bin Adam) yang
mengatakan bahwa Kkarg/ merupakan tiga fdcarmidaritbéntuk perpajakan: yaitu
pajak bumi, Jizyah dan ‘usyr.'®

Perdebatan itu terus berlanjut hingga ada satu pendapat yang mengatakan

bahwa istilah Kharaj yang digunakan bangsa Arab dipinjam dari bahasa yang

5 fbid, hal. 6.

16 Qutb Ibrakim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab terjemahan dari al-
Sivasah al-Malivah Li Umar bin Khattab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 78.
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digunakan orang-orang Byzantium dalam urusan keadministrasian negara, yang
pada mulanya berarti upeti, yang dalam bahasa Persia dikenal dengan istilah
Kharag"" Terminologi ini sudah dikenal sejak masa Yunani ketika berada di
bawah kekuvasaan Romawi dengan istilah 7Trmbum Solfi, yang kemudian
dimasukkan ke dalam bahasa Arab dan dipabami dengan pertimbangan makna
yang sama yaitu hasil bumi, kemudian dalam istilah ekonomi diartikan dengan
pajak yang harus dibayar atas dasar hak dan kepemilikan tanah.'®

Sementara ulama Indonesia, Masdar F. Mas’udi, menyatakan bahwa
Kharaj sama dengan retribusi)yaitu svatu pungutan yang dikenakan atas
seseorang karena menggunakan, atat’ memanfaatkan fasilitas yang ada pada
penguasaan negara. Adapun fasilitas yang dimaksud pada saat itu adalah tanah
rampasan perang (ganimah ataw’ far’) yang lazimoya dibagikan kepada tentara,
tetapi karena alasan tertentu, diambil alib.oleh.negara.'’

Menurut Al-Mawardi (w. 1058 M), tanah yang dikenakan Kharaj berbeda
dengan tanah ‘usyr dalam kepemilikan dan hukum.”’ Tanah menurutnya terbagi
menjadi empat bagian: (1) ‘Lahan™mati yang dihidupkan kembali oleh kaum
Muslim tergolong tanah “wsyr dan tidak diperbolelikan sintuk dikenakan Kharaj,

(2) Pemilik tanah yang telah masuk Islam, maka ia lebih berhak atas tanah yang

17 Encyclopedia Britanica, Vol. 21 (London: tnp., t.th), hal. 838-840.

'8 M. Nazori Majid, Pemikiran Ekonomi {slam Abu Yusuf dan Relevansinya dengan
Ekonomi Kekinian (Yogyakarta: STIS, 2003) hal. 81,

1% Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan: Risalzslh Zakat (Pajak) dafom Islam (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1991), hal. 121-122.

0 al-Mawardl, al-Ahkam al-Sultaniyyab (Libanon: Dar al-Kutub al-‘lmiyyah, t.th.),
hal. 187.
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telah dikuasai oleh tentara Islam. Sementara, menurut Imam Syafi’i tanah
tersebut tergolong tanah ‘usyr, dan menurut Abu Hanifah tanah itu tergantung
kepada kebijakan /mam (pemimpin). Apa hendak dijadikan tanah Kfaray atau
tanah ‘usyr. Jika ia (tanah) dijadikan tanah Khargj, maka tanah tersebut tidak
dapat berubah statusnya menjadi tanah ‘usyr; dan jika tanah itu dijadikan tanah
‘usyr, maka tanah tersebut dapat berubah statusnya menjadi tanah Kharaj, (3)
Tanah hasil rampasan perang dari kaum Musyrik. Menurut pandangan Imam
Syafi'i merupakan ganimah yang seharusnya dibagikan kepada semua golongan
yang dapat menerima ganimah;dan tanah tersebut dikategorikan dalam tanah
‘usyr, serta tidak dapat diberlakukan K#araji Sementara menurut Imam Malik,
tanah itu harus dijadikan tanah wakaf dan dikenakan beban Kharaj. Adapun
pendapat imam Abu Hanifah {tentang/tanah rampasan perang ialah tergantung
kebijakan seorang pemimpin apakah hendak dijadikan tanah Kharaj atau tanah
‘usyr; dan (4) Tanah,rampasan,perang-kaum=Musyrik yang dimanfaatkan oleh
mereka, maka mercka berkewajiban untuk mengelvarkan Kbara}'.z’

Dengan adanya pemahdtfian™Yallya bin Addm yang mengatakan bahwa
Kharaj merupakan sembva| jenis| pajak ‘negara, fakat.pembahasan mengenai
perincian pajak yang berlaku pada pemerintahan Islam ketika itu, penting untuk
dikaji secara mendalam agar kita mendapat pcmahaman yang komprehensif
mengenai pajak (Kharaj) yang menjadi pokok pemikirannya dalam Kitab al-

Kharaf.

2 1bid, hal 187,
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1. Pajak Kharaj

Permasalahan pajak Kbharaj telah menjadi bagian penting dalam tradisi
bangsa Romawi, Persia, Sasanian, Byzantium, dan bangsa-bangsa yang datang
sebelum Islam. K/haraj merupakan salah satu bentuk pajak dari berbagai macam
pajak yang telah berlangsung lama yang dibebankan pada tanah dan
penghasilannya. Penerapan pajak jenis ini disebabkan oleh keyakinan manusia
yang menganggap bahwa semua tanah yang berada di svatu kerajaan hanya
dimiliki oleh raja atau penguasa.”” Keadaan seperti ini berlangsung hampir di
mayoritas kerajaan-kerajaan “kuno, dimanaZtanah yang berada di tangan
masyarakat hanya diperbolehkan untuk ditanamil dan dirawat tetapi tidak dapat
dimiliki. Dengan demikian,~kerajaan-kerajadn yang berkuasa mempunyai
bagian atas panenan yang dihasilkan/oleh tanah-tanah tersebut. Bagian inilah
yang pada gilirannya disebut Kkaraj.

Semenjakberdirinya pemesintahan Isiam, ulama menghendaki agar para
sarjana Muslim dapat membuktikan dan menemukan hubungan sistem fiskal
yang berlaku pada bangsa Persia~dcngan ‘ayat-ayat al-Qur’an secara terus-
menerus. Pada dasamya pemmasalahan¥ini_telaBJdibahag oleh Ibnu Rajab al-
Hanbali (w. 795 H/1393 M) yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh
Yahya bin Adam dan membenarkan cikal bakal pajak KAaraj yang berasal dari

bangsa Persia,” meskipun ia sendiri (Ibnu Rajab) mendapati ayat dalam al-

2 George Zidane, Tarfkh, Ibid., hal.230.
B yahyi bin Adam, Kitab, [bid,, hadis ke 23, hal. 21-22.
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Qur’an yang terdapat dalam surat ke 23 ayat ke 72 dan surat ke 18 ayat ke 93,
yang dapat dijadikan rujukan untuk pembahasan mengenai pajak Kharayj.

Usaha Ibnu Rajab yang sungguh-sunguh, sekitar 150 tahun setelah
kemunduran khilafah, membuktikan bahwa terma Kharaj yang ada dalam al-
Qur’an juga digunakan oleh orang-orang Persia sebelum lahirnya Islam.?* Hal
ini dikuatkan oleh penelitian yang dilz‘ikukan pemikir-pemikir Islam selama
beberapa dekade (permulaan Islam) di bawah kekuasaan pemerintahan Islam,
yang mengakui dan menganggap bahwa konsep Kharaj merupakan konsep
pajak yang telah dijalankan”oleh pemerintahan sebelum Islam.** Seorang
pemikir Muslim modern, MuhammtadfDiyauddin al-Rais, juga melihat bahwa
konsep Kharajmerupakan konsep pajak yang'dikenalkan oleh non-Muslim dan
diwariskan kepada orang-orang Islam.Catatan sejarah membuktikan bahwa
konsep pajak model Khargj ini{1¢lah umum-dijalankan oleh kerajaan Romawi,
Yunani kuno,Kristen ByzantjumySasaniap-di Irangdan,pada=abad pertengahan
di Eropa, baik sebelum maupun sesudah kedatangan agama Kristen, dalam
usaha menggali pemasukan negara."‘é

Ungkapan [di dtas,.menunjukkan _bahwa konsep Kharaj merupakan
konsep bangsa-bangsa yang berkuasa sebelum Islam. Literatur-literatur Arab
juga menyatakan bahwa ketika Islam menguasai negeri Syam, Mesir, dan Irak,

orang-orang Islam tidak merubah departemen-departemen Kharaj yang telah

2% Ibnu Rajab al-Hanbali, &/-fstikhraj, Ibid., hal. 8.

¥ Sebut saja, Abu Ubaidillah bin Yasar al-Asy’ari. Abu Yusuf. dan Yahya bin Adam
para penulis KAaraj yang hidup pada abad kedua hijriyah.

28 Y ahya bin Adam, Kitab, Ibid., hal. 21-22.
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berjalan di masing-masing negara yang telah dikuasai tentara Islam.
Konsekuensinya, departemen-departemen (dawawin) tersebut  masih
mempekerjakan penduduk asli, meskipun mereka beragama Kristen ataupun
Majusi, sebagaimana yang telah diterapkan kerajaan-kerajaan terdahulu. Hal ini
dapat kita saksikan keadaan yang berlaku di Mesir, pekerja-pekerja pada diwan
Kharaj adalah orang-orang Kristen Koptik, sehingga mereka menulis
keadministrasian di departemennya dengan bahasa Koptik. Sedangkan, para
pekerja di departemen Kharaj yang berada di Syam orang-orang Romawi,
dengan demikian mereka | fienulis pekerjaannya dengan bahasa Romawi.
Demikian juga yang terjadi di Irakyyang menjadi pekerja di bidang Kharaj
adalah orang-orang Persia, schingga merekamendata pemasukan dari Kharaj
dengan bahasa Persia. Tugas orang-orang Arab waktu itu hanya mengawasi
pekerja-pekerja yang menangani) Kharaj 'dan’) menghimpun hasilnya, seakan
mereka tidak berkeinginan untuk menguasai negeri yang ditaklukkan karena
kecintaan mereka terhadap agama.”

Ketika pemerintahfn pindali Ke' tangan Bani Umayah terbukalah
wawasan orang-oran® Islamj dari masyarakatyprimitif menuju masyarakat
madani, sehingga memunculkan pakar-pakar ber-etnis Arab yang menguasai
tulisan dan hitung-hitungan. Pada gilirannya bangsa ini mulai merubah
administrasi negara dengan bahasa Arab, yang kemudian menyerahkan segala

urusannya kepada orang-orang Islam. Adapun orang yang pertama kali

2 George Zidane, Tarikh, Ibid., hal. 230-231.
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melakukan reformasi ini adalah “Abd al-Malik Ibnu Marwan (81 H), yang
tahapan berikutnya semua instansi negara menggunakan bahasa Arab dalam
segala urusan keadministrasiannya,?

Pada pemerintaban Bani Abbasyiah dibentuk satu institusi yang khusus
menangani perpajakan (Kharaj), yang bermaung dibawahnya semua instansi
yang menangani administrasi negara. Ketika al-Sifah (pendiri pemerintahan
Bani Abbasyiah) berkuasa jabatan tersebut diserahkan kepada Khalid bin
Birmik al-Baramikah.” Semenjak ia (Khalid) diangkat menjadi pejabat yang
menangani administrasi dan belanja negara, institusi ini semakin tidak menentu
arahnya akibat penyalahgunaan“swewenang yang dilakukan. Keadaan ini
berlangsung hingga pada pemerintaban al-Mahdi (w. 169 H).

Dengan situasi dan kondisi yang tidakmenentu, muncul beberapa karya
mengenai Khargj*® termasuk karya|Yahya bin |/Adam, Kitab al-Kharaj, sebagai
sumbangan para ulama kepada negara agar menerapkan penarikan Kharaf yang
tidak merugikan masyarakat. Maka, Ibnu Adam menawarkan konsep Khardj
yang diambil dari hadi$~hadis—=Nabi\saw(, \figh sahabat, dan disertai
pandangannya sendifi’ untuk menyumbangkan, idetide cemerlangnya demi

kemaslahatan penanganan pajak Kharaj.

2 [bid,, hal. 232.
2 Diyauddin al-Rais, a/-Khargj, Ibid., hal. 276-393.

3% Dua karya serupa, Kitab al-Khargj, yang dilahirkan sebelum karya Ibou Adam adalah
Kitab al-Kharaj karya menteri al-Mahdi, Abu Ubaidillah bin Yasar dan Risaiah £ al-Kharaj karya
Abu Yusuf.
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Konsep yang ditawarkan Ibnu Adam dalam menangani Kharaf adalah
penciptaan kebersamaan dalam kehidupan ckonomi yang adil dan tidak
menguntungkan segelintir orang, sehingga penarikan Kharaj dapat disesuaikan
dengan keadaan suatu daerah, kesepakatan antara pihak penguasa dan daerah
yang ditaklukkan, perjanjian yang dijalankan, dan keadaan penduduk setempat.
Hal ini dibuktikan dengan hadis-hadis dan pandangan Ibnu Adam sendiri yang
tertuang dalam Kitab al-Kharaj. Lebih jauh dalam hal ini Yahya bin Adam
mengatakan:

“Diriwayatkan Yahya bin) Adam dari al-Hasan dari Isma’ii berkata: Saya telah
mendengar Hasan bin Salih yang bidrkata: Kami mendengar bahwa tanah Sawad kita
yang terletak di bawah Jabaf Gunung)ddikenakan fa’i, tetapi tanah yang terletak di
samping Jabal merupakan’ tanah yang berada dalam perjanjian damai (sulf). Lebih
lanjut Hasan berkata: Pada ‘tanah yang diambil dengan perjanjian damai (su/f),
diwajibkan bagi pemiliknya untuk mementhi kewajiban mereka (membayar pajak)
sesuai dengan apa yang tértera dalam perjanjian. Mereka dibiarkan untuk memanfaat-
kan tanahnya, dan tanah mereka'tidak dikepakan pungutan apa pun selama mereka
menjaga kesepakatan damai-da@n mecnajalankan apa yang telah menjadi komitmen
mereka terhadap orang-orang {dlam.! K emuadidn Yahya bin Adam bertanya kepada al-
Hasan: Bagaimana jika~mercka-tidak ‘mampu untuk menjalankan kesepakatan
tersebut? Al-Hasan menjawab: Akan dipermodah urusan mereka, namun jika mergka
tidak mampu membayar Khara/ lebih dari_apa yang telah disgpakati, maka tidaklah
ditambahkan kepada\mereka=jumlahgvangetclah disepakati.Jika hal tersebut benar-
benar membebani ‘mereka, maka kebijakan“seorang Imam untuk menentukan jumlah
pajak yang sesuai bagi mereka. Mereka dikenai Khard/ ataupun fizyak sesual dengan
perjanjian damai yang telah,mercka gétujui, Sesuai dengan kemampuan harta dan tanah
mercka, dan jika di antdrd mereka‘ada yang meninggal dunia ataupun masuk Islam,
tidak dikenakan pungutan bagi mereka, Dengan demikian, pajak Khara/ atau jizyah
akan ditarik seésual dengan jumiah orang “yang| tefsisa di antara mercka yang
disesuaikan ‘dengan ‘kemampudn ‘mercka=entuk*membayar‘pajak dan ketentuan beban

pajak yang berlaku” *

Melibat dari segi prakteknya, pajak Kharaj menurut Yahya bin Adam
hanya diberlakukan sekali dalam setahun. Sebagaimana disebutkan Ibnu Adam

dalam karyanya:

3 Yahya bin Adam, Kitab, /bid,, hadis ke-19, hal. 21.
2 rbid, hadis ke-20, hal. 21.
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“Berkata Hasan, “Pajak-pajak dihimpun dari semua kalangan s#/ al-Zimmi hanya
sekali dalam setahun dari hasil perdagangan mereka ketika mereka didatangi penarik
pajak. Tetapi mereka tidak akan dipungut pajak jika barang-barang yang mereka
miliki berharga kurang dari 200 ditham. Dari itu semua akan dikenakan double
sadagsh. Setengah ‘usyr akan dibebankan kepada mereka (ahf al-Zimmy) dan “vsyr
penuh akan ditarik dari ahf al-harb™> Kemudian Yahya bin Adam berkata: “Menurut
pendapat kami, segala sesuatu yang diambil dari bani Taglib, atan dari perdagangan
yang dijalankan oleh g/ al-‘ahd, atan dari ahl al-harb yong pemah kita janjikan
keamanan dalam perdagangan mereka, itu semua terhitung dalam kategori fa'i, karena
asal mereka dari perjanjian damai (su/h); dan tidak mungkin dimasukkan dalam
kategort sadagah. Karena hal ini tergolong fa% bagi orang-orang Islam seperti Khara/
dan jizyah"** Dalam kesempatan lain dikatakan: Dari Ismai’il — Hasan — Yahy3 bin
Adam berkata: Berkata Qais — Mugallis — Mugatil bin Hayyan — Abu Mijlaz —
Ziyad bin Hudair — Umar r.a, berkenaan dengan orang yang dari Dar al-Harb. Barang
siapa yang dari mereka tinggal di Dar a/-fs/am selama enam bulan, maka ia dikenai
beban ‘usyr, dan barang siapa dari mercka yang tinggal di Darv al-fsfam selama
setahun, maka sctengah ‘usyr dibebankan kepada mereka.”® Lebih jelas lagi dari hadis
yang mengatakan: Dari Ismail — Hasan — Yahya bin Adam berkata — Abu Bakr bin
‘Ayyasy — Abu Hasin —<Ziyad bin, Hudair:"\Saya terbiasa menghimpun pajak dari
bani Taglib ketika mereka datang dan pergi. Salah seorang syeikh dari mereka pergi
menemui *Umar, dan berkata: Ziyadybin Hudair membebani kami pajak baik ketika
kami datang atau meninggalkan wilayah (ini, lalu *Umar berkata: Anda akan
dibebaskan dari semua itu!) Kemudian syeikh jtu mendakat lagi kepada *“Umar yang
telah berada di tengah kelompoknya, dan' berkata: Wahai Amir al/-Mu'minin! Saya
adalah syeikh Kristen. {Umar menjawab: Saya adalab syeikh Hanif (agama yang
lurus)! Anda telah dibebaskan dari|beban pajak tersebut! Ziyad berkata: *Umar telah
memerintahkanku: Untuk=tidak membebani \pajak kepada mercka lebih dari sekali
dalam setahun.*® Dalam riwayatddifi dikatakan: Jangan bebani pajak banu Taglib lebih
dari sekali dalam setahun >’

Meskipun teknologi pengelolaan tanah mampu mepghasilkan panenan

hingga lebih dari dua kali dalam setahun. Pemungutan pajak jenis ini menurut

Ibnu Adam berlaku tetap tanpa memdndang pémilik tanah tersebut baik non-

Muslim maupun Mustim! Ha) ini dibtiktikan dengah péndapat Ibnu Adam yang

mengatakan:

“Berkata Hasan bin Salih tentang seorang Muslim yang membeli tanah Khargy, la
membencinya dengan berkata: Jika seorang Muslim melakukan pembelian terhadap

¥ tbid, hadis ke-39, hal. 25.

* fbid.,, hadis ke-39, hal. 25.

35 Ibid., hadis ke-41, hal. 25.

3 Ibid,, hadis ke-211, hal.67-68.
3 Ibid,, hadis ke-212, hal. 68.
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tanah tersebut, ia berkewajiban membayar pajak Kharg/ sebagaimaoa yang telah
dilakukan pemilik tanah sebelumnya, dan baginya kewajiban untuk membayar wsry
(1/10) atau nisf al-usry (1/5) sebagai zakat yang harus ditunaikan oleh orang Islam,™”
Dalam hadis selanjutnya, Yahya bin Adam ditanya tentang tanah Kharg/ yang dijual
kepada dua orang Kristen dari bani Taglib seraya berkata: “Pendapat yang terbaik bagi
kami adalah kewajiban bagi mercka hanya pajak Khargj, tidak ada kewajiban yang
lain, sebagaimana perkataan ‘Umar bin al-Khatab kepada *Utbah bin Farqad ketika ia

membeli tanah KhAsrai Tunasikan pajak Khara/ seperti apa yang telah diberlakukan

bagi tanah tersebut” >’

Namun demikian, menurutnya (Ibnu Adam), pajak Kharaj tidak ditarik
jika lahan yang ditanami menderita kerugian sehingga gagal mendapatkan hasil
panen yang mernuaskan, scperti terkena bencana alam yang berupa tanah
longsor, kebanjiran, kebakarah danainslajn.

Terkait dengan standar yangtharus dibayar (Kuantitas Pajak Khargy), di
kalangan fiigaha terjadi perbcdaan,pendapat. Hal ini terlihat dari ungkapan Abu
Yusuf — mengutip apa yang telah| dipraktekkan Umar — yang mengatakan
bahwa penentuan jumlah dalam’permiunginén pajak di kalangan ulama terjadi
perbedaan pendapat, namun ketentuan ini menurutnya sangat tergantung
kepada hasil yang diperolely déngan penincian sebagdi-berikuth a) Untuk kebun
kurma ditentukan sepulull disham per jab;% b)\Tanaman tebu dibebani pajak
enam dirham per jamby e)=Saymrsayuran=dikenakan biaya pajak lima hingga

sepuluh dirham per jarib, d) Gandum dan sejenisnya ditetapkan dua dirham.*'

7 Ibid., hadis ke-34, hal 24.

% Ibid,, hadis ke-35, hal. 24.

4 Jarib adalah satvan ukuran yang digunakan untuk tnengukur petakan-petakan tanah
yang ditentukan oleh para penguasa kepada orang yang berhak mendapatkannya. Satu Jjarib
sekitar 13.500 meter per segi.

4 Al-Mawardi, al-Ahkam, Ibid. hal. 142 dan 167; Abu Yusuf, Kitab, Ibid, hal-37-38.
Ketentuan ini telah berlaku pada masa pemerintahan ‘Umar bin al-Khatab, Diyauddin al-Rais,
al-Kharaj, {bid,, hal. 108.
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Senada dengan Abl Yusuf, Yahya bin Adam melihat bahwa
pemungutan pajak tanah lebih cenderung untuk melihat persentase penghasilan,
setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, atau bagi yang tidak
memungkinkan untuk membayar pajak dari hasil pertanian mereka, maka ada
keringanan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak tersebut. Dengan
demikian, menurut Ibnu Adam pajak tanah dapat dikenakan kepada para petani
jika penghasilan mereka mencapai 5 wasq (+985 kg)*? atau lebih. Namun
ketentuan ini pada generasi berikutnya selalu bervariasi. Jumlah tersebut
disesuaikan dengan situasi| dan kondisi yang mengitarinya, selama tidak

memberatkan mercka.

2. Jizyah (Poll Tax)

Kata Jizyah, hanya Isekali<disebutkan_dalam al-Qur’an. “Perangifah
orang-orang yang tidak beriman’ kepada Allah dan tidak (pula) pada hari
kemudian dan mereka) tidak miengharamkan apayangyrdihdramkan oleh Allah
dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(vaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka
membayar Jizyah dengar-paluh-sédang mereka-daldm keadaan tunduk” (QS.
9:29). Dari ayat ini jelaslah bawa arti jizyah adalah pungutan harta hukurnan.®?

Arti kata ini ditafsirkan beragam oleh sarjana Muslim dan dibakukan artinya

2 Yahya bin Adam, Kit3h, /bid., hadis ke-438-457.

 Abil Yusuf, Taxation in Islam (Kitdb al-Khargj, ed. and transfated by A. Ben Smesh),
Volume {1l (Leiden: E.J. Brill, 1967), hal. 20.
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menjadi pajak per-kepala (pof/ tax),** konsep pajak yang telah diterapkan oleh
pemerintahan Persia dan Byzantium, jauh sebelum Islam datang. Konsep ini
diadopsi oleh pemerintahan [slam bersamaan dengan segala bentuk konsep
pajak dengan cara mengumpulkan harta rampasan perang oleh bagian
administrasi fiskal negara yang ditaklukkan.

Terma Jizyah dan Kharaj, pada awalnya, digunakan oleh pemikir Islam
secara bergantian, yang terkadang menunjukkan pajak tanah dan pajak per-
kepala (poll tax). Namun, pada periode berikutnya, karya-karya ulama memberi
pengertian yang konsisten batiwa Kharaj berarti pajak tanah dan jizyah berarti
pajak per-kepala (polf tax).}’ Tidak diragukan lagi pembahasan mengenai
Jizyah yang tercantum dalam.ayat yang telalifdisebutkan di atas, menunjukkan
bahwa jizyah yang terkanduag dalam ayat tersebut tidak mengarah kepada arti
poll tax (pajak per-kepala). Karena konsep ' jizyah merupakan konsep yang telah
dijalankan olgh umat sebelum masa kejayaan Islam.*® Sehingga, para orientalis
menyatakan bahwa jizyaft sama sekali tidak bersangkutan dengan ajaran Islam
yang mewarnai sistem tersébut."Di*Mesir, Jizyalr disebut dengan Jaliyah (jmk.
Jawali), dan Abu|Yusuf dalam surat“yarg ditGjukan kepada Harun al-Rasyid

hanya menyebutkan “jawalf” bukan jizyali".*’ Akar kata jza menunjukkan arti

* Diyauddin al-Rais, al-Kbargj, Ibid., hal. 126

* Al-Mawardi, al-Ahkam, Ibid, 136; Diyauddin al-Rais, al-Khargj, /bid, hal. 124-127;
dan George Zidane, Tar7kh, Ibid., hal, 227-229.

 Abi Yasuf, Taxation, Ibid., hal. 21.
4 Abii Yusuf, Kitab, Ibid, hal. 3.
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menghukum atau mengganti kerugian,*

sebagaimana pengertian yang
tercantum dalam al-Qur’an, surat 9 ayat ke 29.

Berdasar pada ayat ini, sistem jizyah yang telah dijalankan umat
sebelum Islam menjadi bagian dari Islam yang dibebankan kepada non-Muslim
yang tinggal di Dar al-Islam, sebagai imbangan bagi keamanan mereka.
Perbedaan antara pajak per-kepala (poll tax) sebelum Islam dan jizyah dalam
Islam adalah sebagai berikut: 1). Jizyah adalah pajak yang dikenakan hanya
kepada orang-orang yang telah ditaklukkan, sebagai pungutan atas jaminan
keamanan mereka tinggal di)wilayah Islany, dengan sedikit pemberian hak
pengecualian kepada umat Kristen Bant Taglib dan Bani Najran; 2). Jizyah
dianggap sebagai tanda bagi-orang yang membayarnya scbagai warga negara
kelas dua dengan segala bentuk peratiran yang Harus ditaati.*

Praktek jizyah dalam Islam| sebagaimana praktek bangsa Yunani yang
menerapkan sistem ini kepada_orang-orang Asia kecil sekitar abad ke-5
sebelum masehi, yaitu untuk menjamin kehidupan orang-orang yang tidak
termasuk dalam kelompok tercka-dati Serangan ‘musuh. Bangsa Romawi juga
pernah menerapkan jizyah ketika)telah menaklukkad Ghalia (Perancis), yang

dibebankan kepada setiap orang, berkisar antara 9-15 poundsterling setiap

* Ibnu Manzir, Lissn al-‘Arab, Volume 18 (Kairo: Bulag, 1303 H), pada akar kata
Jizyah..

Y Rat Ye'or, The Dhimmi: Jews and Christians Under [sfam, transfated by David
Maisel, Paul Fenton, and David Litmann, Cranbury (NJ: Assosiated University Presses, 1985),
hal. 52-54.
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tahun, atau tujuh kali lipat lebih besar dari jizyah yang diterapkan orang-orang
Islam kepada kaum Zimmi ™

Adapun Jizyah yang diberlakukan dalam pemerintahan Islam, Nabi saw
menariknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dikenakan biaya
Jizyahi, atas dasar saling pengertian. Ketika Nabi saw mengadakan perjanjian
damai dengan suku Najran, mereka sepakat untuk menyetorkan jizyah kepada
Nabi sejumlah 40 dirham per-tahun. Tetapi, standar fizyah ini tidak menentu
jumlahnya hingga pada akhir masa kekhilafahan Abu Bakar. Ketika ‘Umar bin
al-Khatab naik tahta, ia|tentukan besarnya jizyah karena pada masa
pemerintahannya banyak negara jyang telah ditakiukkan oleh tentara Islam.
Umar mengirimkan surat kepada pard tentaranya untuk menarik jizyaf? pada
kelompok masyarakat berkemampuan|ckonomi mapan sebesar 48 dirham
dibayar dengan menyicil (4 dirham setiap’bulan), kelompok masyarakat
bertaraf ekonomi mepengah dibebani biaya jizyah sejumlah 24 (2 dirham
perbufan), dan kelompok masyarakat yang tegolong miskin dikenakan 12
dirham (satu dirham pefbulany== Tidak / ada " sumber yang pasti yang
mengungkapkan penjelasan mengenai ‘golongankaya,/golongan menengah, dan
golongan miskin. Akan tetapi, Al-Tahawi menyatakan bahwa orang-orang yang
memiliki 10.000 dirham atau lebih termasuk kategori orang kaya, sementara
orang yang memiliki harta senilai 200 dirham ke atas dikategorikan dalam

golongan menengah, dan bagi orang yang memiliki kurang dari 200 dirham

50 George Zidane, Tarikh, Ibid., hal. 228.
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tergolong masyarakat miskin.”’ Pajak jenis ini tidak dibebankan bagi para
wanita, anak-anak, para Rah/b, dan orang-orang yang cacat, karena jizyah
hanya bebankan kepada kaum laki-laki yang mempunyai kemampuan untuk
berperang.®

Jizyah, sebagaimana discbut di atas, ialah pajak per-kepala yang
dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai
imbangan bagi keamanan diri mercka. Maka, orang non-Muslim yang beralih
menjadi Muslim gugur kewajibannya untuk membayar pajak jenis ini. Namun,
pajak jfizyah ini pada pemerintahan ‘Abd al-Malik bin Marwan pernah
diterapkan oleh al-Hajjaj kepada“kelompok zimmi yang telah masuk Islam.
Sehingga ‘Abd al-Malik memerintahkan saudaranya ‘Abd al-Aziz untuk
menghapuskan pajak jizya® bagi) Kaum Zimmi yang telah masuk Islam.
Akhimya, pada masa ‘Umar,bin ’Abd) al-Aziz berkuasa dihapuskan semua
jizyah yang dibebankan kepada kaum.zirmmiyang menjadi Mustim.”

Tujuan pemberlakuan pajak ini adalah agar bangsa Arab dapat bersatu,
sebagai ganti biaya perang“karema=pcmbayarfiya (Zimmj) tidak berkewajiban
ikut serta perang dalam membela dari| serangan musuh. Tidak seperti yang
dituduhkan pemikir-pemikir Barat yang terus menyorotinya sebagai alat

diskriminasi. Sehingga tidak diragukan lagi, jika pencrapan jizyah dalam

3 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam {Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Wakaf, 1997), hal. 249.

52 Yahya bin Adam, Kitab, Ibid,, hadis ke-29, hal. 23 dan 224, hal. 70.
33 George Zidane, Tarikh, Ibid., hal. 228.
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pemerintahan Islam mendapat krikitan yang sangat pedas dari mereka.

Sebagaimana diungkapkan S.D Goitein:

“ .. There is no subject of Islamic social history on which the present writer had to
modify his views so radically while passing from literary to documentary sources, i.e,
from the study of Muslim books to that of the records of the Cairo Geniza as
Jizyah...or the poll tax to be paid by non-Muslims. 1t was of course, evident that the
tax represented a discrimination and was intended, according to the Qur'an’s own
words, to emphasize the inferior status of the non-belicvers. it seemed, however, that
from the economic point of view, it did not constitute a heavy imposition, since it was
on a sliding scale, approximately one, two, and for dinars, and thus adjusted to the
financial capacity of the taxpayer. This impression proved to be entirely fallacious, for
it did not take into consideration the immense extent of poverty and privation
experienced by masses, and particular, their persistent lack of cash, which turned the

. ) 4
season of the tax into one of horror, dread, and misery.”™

Tuduhan di atas tidak sepenuhnya bémar, karena pemberlakuan pajak
Kharaj terhadap kaum zZimmidengan Kompensasi dan beberapa alasan sebagai
berikut: (a) Dalam pemerintahan Islam, setiap orang yang telah dewasa
berkewajiban untuk bergabung dalam/pasukan untuk berjaga-jaga dari serangan
musuh jika sewaktu-waktu negara’diserang.-Maka dari itu, warga negara yang
non-Muslim diminta untuk berpartisipasi dalamyhalini dengamsmembayar pajak
Jjizyalh Sehingga jika mereka yang non-Muslim berperan serta dalam
peperangan akan dibebaskan darl pembayaran jizyal;, (b) Warga negara yang
Muslim dibebani untuk“membayar zakat kepada pemerintah, sementara warga
yang non-Muslim bebas dari pembayaran ini. Pada situasi ini, non-Muslim
diharapkan dapat berkontribusi dalam menambabh pemasukan negara»dengan

membayar kewajiban Jizyah kepada pemerintahan Islam. Zakat bagi orang

3 Goitein, Evidence on the Muslim Poll Tax from Non-Muslim Sources, Volume 6
(Joumnal of the Economic and social History of the Orient, 1963), hal, 278-279.
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Islam yang kaya bisa iebik besar jumlahnya daripada Jizyah, sementara orang

kaya non-Muslim hanya ditarik 4 dinar per-bulan.
3. Usyr

Al-Qur’an tidak menyebutkan term ‘usyr secara gamblang. Akibatnya,
istilab ini sering digunakan oleh para sarjana Muslim (fugaha) pada pokok
bahasan yang membingungkan. Yahya bin Adam menggunakan istilah ‘usyr,
sadaqga, dan zakat secara bergantian satu sama lain. Ia menyatakan secara jelas
bahwa ‘usyr berarti sadaga, yang berarti juga zakat yang dibebankan kepada
orang Islam dari hasil panenah yang bérupa makanan pokok dan buah-buahan.
Kemudian ia mengutip, “..dan funaikanlah haknya di hari memetik hasilnya”
QS 6:141, sebagai ayat yang mientinjukkan‘kepada ‘wsyr. Abn ‘Ubaid dan Ibnu
Umar juga mengutip hadis Nabi yang menegaskan bahwa orang-orang Islam
tidak berkewajiban membayar- ‘usyr.\Jika kita melihat kumpulan hadis-hadis
dari no. 396-420 dalam Kitab al-Kharaj kacya/ Yahya bin Adam, berkenaan
dengan ayat di atas, maka kita akan mcndapati bahwa sebagian dari hadis-hadis
tersebut tidak, menerangkan bahwasusyrberarti, sepersepulub=penghasilan yang
harus diberikarepada orang yang berhak. ™

Menurut Sufyan bin “Byainah dari, Mujaliid ayat ini bermakna: Berilah
sebagian kecil dari penghasilan dan biarkanlah orang-orang miskin mengikuti
para pemanen kareha apa-yafg ‘teflewatkan-oleh-pematien, maka bagi mercka
(orang-orang miskin) yang akan mc:ngambilnya.57 Pada badis lain yang
diriwayatkan dari Mujahid ayat ini diartikan sebagai: Jika seseorang memanen

lalu datang orang-orang miskin, hendaklah ia memberi mereka beberapa

55 Abz *Ubaid al-Qasim bin Salam, Kitdb al-Amwal (Beirut: Dar al-Kutub al-*[Imiyyah,
1986, dan 1642}, hal. 527, no. 1939,

5 yahya bin Adam, Kitab, 1bid., hadis ke 360-420, hal. 124-130.
7 1bid, hadis ke 402, hal. 126.
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ikatan.”® Hadis ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Mujahid yang
menerangkan bahwa ayat yang berbunyi, “...dan tunaikanlah hakaya di hari
memetik hasilnya” (selain dari yang wajib ditunaikan: zakat). Bagimanapun
juga dalam hadis lain diriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata bahwa
pemberian sepersepu/uf bukan bagian dari sadagah.>

Dari hadis-hadis tersebut di atas, nampak bahwa para sarjana Muslim,
seperti Mujahid dan Ibnu ‘Umar, tidak setuju dengan pendapat yang
mengatakan bahwa ayat ““...dan tunaikaniah haknya di hari memetik hasilnya”
menunjukkan kepada ‘usyr. Di sini terlihat bahwa sistem ‘usyr merupakan
suatu kebiasaan yang telah lama-yaitu-memberi sesuatu kepada orang-orang
miskin yang tidak memiliki tanah dan penedan. Kebiasaan ini telah diganti
dengan ayat-ayat yang menerangkdf tentang 2zakat, yang tidak dapat membuat
‘usyrsebagai pajaknya orang-orangIslam.

Bagaimanapun di sejumlah hadis, termma| ‘wsyr merupakan terma yang
kerapkali digunakan dalam bentuk jamakpyang mengandung arti bea cukai; dan
terkadang bermakna semacanypajak yang dihimpun dari para pedagang, yang
jumlah besar dan kecilnya pajak ditentukan oleh Nabi saw dan para ulama
penerusnya (Imam). ‘Pemungut “pajak-biasanya dissbut, “#7‘Asyir” karena
tugasnya sebagai pengumppl~‘usyr, penghimpun zakat dan sadagah, atau
scbagai penggalang berbagi macam pajak baik melalui jalan perang (anwa’)
ataupun jalan damai (_s.r..rlh).‘50

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat ulama
yang mengatakan bahwa pajak ‘usyr sama dengan sadaqah dan zakat — yang
keduanya merupakan sumbangan sukarela — sangat berscbarangan dengan pajak

usyryang merupakan pajak wajib yang ditentukan oleh negara.

5% fbid, hal. 126, hadis ke 403.
9 Ipid., hal. 128, hadis ke 412.
60 Abu ‘Ubaid, Kitab, fbid., no. 1644-1647, hal. 528-529.
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Peran khalifah di sini dapat menentukan jumlah pajak tanah yang harus
ditunaikan oleh orang-orang Islam, yang mirip dengan pajak Khara/ atau jenis
pajak lain, atau bahkan seorang imam juga dapat mempertimbangkan kebijakan
pemberlakuan pajak ‘usyr vang cocok. Tidak adanya standar yang baku
mengenai besar dan kecilnya pajak usyr membuat khalifah Umar bin Abd al-
Aziz mengambil sikap yang tegas dengan menyatakan bahwa pajak Khardj
merupakan pajak negara yang dikenakan pada tanah, schingga seluruh rakyat
harus membayarnya, tak terkecuali orang Muslim yang membeli tanah dari
seorang Zimmy.

Semua jenis tanah di-bawah—kekuasaan Islam menjadi subyek bagi
pemberlakuan pajak tanah meskipun tanah tefsebut gundul dan tidak ditanami.
Mulai dari atas pada tabel pertama, kita melihat bahwa semua tanah di bawah
kekuasaan Islam terbagi dalam tanah Arab dan tanah non-Arab. Semua tanah
yang berada di semenanjung Arab |(HijaZ) | Mekkah, Madinah, Yaman)
diharuskan hanya untuk membayar” us¥r-sebagaimana yang telah dilakukan
Nabi saw. Hal ini dianggap’ tidak| konstitusional meskipun seorang J[mam
mempunyai wewenang untuk merubah aturan tersebut. Sebagaimana
disebutkan Yahya bin'Adand dalam Kafyany®yang tereantunidalam hadis ke-
455!

Tanah-tanah lain yang berada di bawah kekuasan Islam terbagi menjadi
tiga bagian: a) tanah ‘yasg didapat |dengan~kekerasad; 'b) tanah yang didapat
melalui perjanjian damai dan; c) tanah yang dimiliki oleh orang Islam yang

berada di luar semenanjung Arabia. Kelompok Muslim yang termasuk dalam

¢ Yahya bin Adam — Hasan bin Salih berkata: Barang siapa dari Bami Taglib yang
masuk Islam, maka tanahnya dianggap tanah ‘usyr, karena status tanahnya bukan tanah Khara/
dan bukan termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk membayar fizyah. Semua tanah yang
dimiliki oleh bangsa Arab -yang tidak mau menerima jizyak kecuali hanya metnilih untuk masuk
Islam atau perang — tanah mereka adalah tanah ‘usyr Sebagaimana yang telah dilakukan Nabi
saw terhadap tanah Arab yang ditaklukkan olehnya. la tidak membebankan pajak Kkharaj atas
tanah itu, akan tetapi tanah tersebut menjadi tanah ‘usyr. Lihat Yahya bin Adam, Kitab..., fbid,

hal. 26.



97

kategori ketiga hanya diwajibkan untuk membayar ‘usyr. Adapun non-Muslim
yang berada di bawah perjanjian damai terbagi menjadi dua kategori: 1) non-
Muslim yang akhirnya masuk agama Islam; 2) warga yang tetap menjadi non-
Muslim. Kategori pertama hanya dibebani untuk membayar ‘usyr®
Bagaimanapun, pada kasus yang kedua, orang-orang non-Muslim harus menaati
apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian damai. Mereka harus
membayar Kharaj atau mereka tidak perlu membayar apapun tetapi mereka
diharuskan untuk menghormati perjanjian damai. Beban pajak bagi mereka
tidak akan berkurang ataupun bertambah melainkan hanya diwajibkan untuk
membayar apa yang telah disgpakati-dalam-perjanjian damai. Sedangkan tanah
taklukkan terbagi menjadi empat kategori. Kategori pertama pasukan perang
yang masuk Islam sebelum kekalalian perang. -Pada kasus ini, kekayaan mereka
termasuk tanahnya tetap menjadiymilik mereka tetapi tanah mereka dikenakan
pajak ‘usyr. Sebagaimana disebutka Yahya bin| Adam dalam hadis yang ke-49
yang menyatakan bahwa apabila.mefrcka.masuk Islam (setelah perang), maka
harta kekayaan mereka menjadi milik umat ‘Isiam dan akan dibagikan kepada
mereka.%

Untuk, mendapat ‘penjelaSan=yang “tebih komprehersif dapat dilihat
diagram di bawah ini yang=menerangkan pajak-pajak yang dikenakan pada

tanah menurut Yahya bin Adam.*

2 tbid, hadis ke-22 dan 24, hai 21-22.

8 Ibid, hal. 27-28.

® Lihat A. Kameel Mydin Meera and Syed Nazmul Hasan dalam buku Abul-Hasan M.
Sadeq dan Aidit Al-Ghazali (eds), Readings in Islamic Economic Thought (Selangor: Longman
Malaysia, 1992), hal. 207.



Pajak Tanah Menurut Yahya bin Adam

|

I
Tanah Arab

Tanah ‘usyr
YA (45)*

Tanah non-Arab
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[ 1
Tanah Taklukan Tanah di bawah Perjanjian Tangh Milik Orang Islam
Damai ( Suih)
Tanah ‘usyr

[
Penghuni yang masuk Istam

Tanahy‘usyr

|
Penghuni yang tidak masuk Isfam

YA (22.24) Pembayaran menwurut perjanjian damai,
seperti  Khargj atau tidak ada
pembayaran yang dibebankan tetapi
yang non-Muslim harus memenuhi
kewajibannya.

Jumlah pembayaran tersebut dapat
bertambah atau berkurang. YA (19)

r

Tentara yang
masuk Islam

Tanah ‘usyr

Note: Barangsiapa
yang masuk Islam
setelah kekalahan,
harta kekayaan mereka
menjadi milik orang-
orang Islam.

YA (49)

I l

Tidak ditagikan® Dibagikan

N

kepada Dikuasai oleh Negara

(Dibjarkan berada di orang-orang yang ikut

tangan, Zimimj) menaklukkan
Tanah\Kharaj Tanahfusyr
Penghuni  yang Digunakan untuk (Tanah Gundul Tak Bertuan)
masuk Islam berbagai macam  njperikan kepada mereka yang
tujuan loyal terhadap perjuangan

Sebagian berpendapat dikenakan Khara/
dan sebagian yang lain berpendapat
dikenakan ‘usyr

Islam (Lihat Diagram 2)
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* YA (43) menunjukkan pada kumpulan hadis Yahya bin Adam no. 45
Diagram 1| Pgjak Tanah meaurut Yaliya bin Adam

Tanah yang dibagikan

(termasuk tanah yang didapat dengan menanami tanah yang gundul dan tak bertuan)

Tanah Arab

|

Hanya ‘usyr

Aslinya Tanah
Kharaj

Tanah-tanah lain
(termasuk tanah yang tak bertuan)

Diairi oleh sumur-sumur
yang dibangun  kaum
Musyrik/ menggunakan air
dari sungai Kbaraf
menggunakan air  dari
saluran yang dimiliki oleh
non-Arab/  tanah  tak
bertuan

I
Kharaj
YA (40)

Keterapgan,

Diairi dengan/ainsumur yang
dibangun sendiri/mata-dir

‘usyr

Atau beban yang
telah ditentukan oleh
Khalifah: 2/20, 2/10
atau lebih,

Tanah Sawad — Tanall yang 5ebeumnya dinliliki oleh RajaPersia dan

keluarganya.

Diagram 2 Managemen {anah milik.Negara yaog tidak dimilild oleh sispa-pun
(Seperti ranal yang tidak ada ahli warisaya. tanah takinkkan, gundul, tansh
sawad, dan lgin scbagainya):

Dari diagram ke-2 di atas dapat dipahami bahwa khalifah mempunyai

hak baik untuk membagikan tanah taklukan kepada orang-orang yang berperan

dalam penaklukan tersebut dan atau untuk membiarkan tanah taklukan dikuvasai

oleh pemilik aslinya. Jika tanah tersebut dibagikan kepada tentara yang ikut

dalam penaklukan, maka tanah itu dikenakan pajak ‘usyr, dan jika tanah itu
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dibiarkan untuk dikuasai oleh kelompok Zimmi, maka mereka berkewajiban
untuk membayar pajak Kharaj.

Apabila tanah yang ditaklukkan tandus dan tidak bertuan, maka
khalifah dapat membagikan atau mengalokasikan kepada orang-orang yang ia
kehendaki, disewa, dikenakan beban pajak lain, atau digunakan untuk berbagai
macam tujuan yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi semua
pihak. Namun, jika tanah tersebut diberikan sebagai hadiah bagi sescorang,
maka orang yang diberi tanah itu berkewajiban untuk membayar pajak ‘usyr
kharaj, atau pajak yang jlunlahaya”lebih besar sesuai dengan ketentuan
khalifah.

Pada diagram 2 juga menumjukkan bahwa tanah-tanah yang diperoleh
orang sebagai hadiah dari pemerintah, sepertitanah-tanah yang tidak memiliki
ahli waris, tanah takiukan, tanah gersang, tamah Sawad, dan lain sebagainya,
atau tanah yang diraih melalui pengolahan, misalnya, dengan menghidupkan
tanah yang sudah mati. Jika tanah-tanah ini-berasal dari‘tanah jazirah Arabia,
maka pemilik baru hanya berkewajiban membayar pajafc ‘usyr. Namun, jika
tanah tersebut terietak di~Itar 4azirah, Afabia dafi aslinya bukan tanah Kharaj,
maka pemiliknya berkewajiban membayar pajak ‘usyr juga. Ketika tanah
tersebut berasal dari tanah Kharaj, maka tiga kemungkinan dapat terjadi: 1)
Jika pemilik baru mengairi tanahnya dengan sumur yang dibangun oleh kaum
Musyrik atau diairi dengan air dari sungai Khara/ atau dengan air yang berasal
dari saluran yang dimiliki oleh non-Arab, maka pemcgang tanah itu diwajibkan

untuk membayar pajak Khara/, sebagaimana yang telah diterapkan di wilayah
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territorial Iraq. Sebagaimana disebutkan Yahya bin Adam dalam hadis ke-40,
yaitu jika sescorang menghidupkan tanah tandus maka baginya berkewajiban
untuk membayar pajak Kharaj atas tanah yang dikelolanya;®® 2) Jika pemilik
baru mengairi tanah Kharaf dengan sumur yang dibangunnya sendir atau
dengan mata air, maka ia dibebani pajak ‘wsyr; 3) Kategori ketiga beban pajak
sepenuhnya ditentukan oleh khalifah yang tergantung pada jenis tanah yang

dapat dikenakan pajak yang sesuai.

C. OBYEK PAJAK

Secara tersirat, di atas4elah digebutkan‘mengenai obyck pajak. Pembaca
dapat melihat kembali persoalan obyek pajak ini pada Diagram I dan II di atas.
Akan tetapi, bagian ini akan miembahas obyck(pajak itu secara khusus. Persoalan
ini sangat menarik untuk diungkapkan. agar-secara sosial-historis “pandangan
perpajakan kalangan status quo " ° pergeseran, dan pembaharuan pemikiran pajak
Yahya bin Adam)dapat \diketahui-scoard fepatl Semudnya‘ini disusun kembali

dari pemahaman rekonstruktif'atas seluruh isiiddanimuatan Kirab a]—Kbara}'-l-iarya

Yahya bin Adam sendiri.

[. Tanah
Tanah yang dikenai pajak adalah tanah taklukan, baik yang dimiliki

pemiliknya semula maupun yang dibagikan kepada kalangan Muslim

% Yahya bin Adam. Kitab, Ibid., hal. 25.

 “pandangan Starus guo”, dalam hal ini. berarti pandangan yang menegaskan ataupun
melestarikan gagasan perpajakan yang telah mapan pada masa Yahya bin Adam.
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(tentara).®’ Dalam hal ini, Yahyi bin Adam menunjukkan adanya perbedaan
keterangan dari para ulama salaf melalui riwayat-riwayat yang dia sebutkan
dalam kitabnya. Pembaca dapat melihatnya kembali pengelompokan tanah
wajib pajak ini pada diagram pada halaman 94-95.
2. Barang Tambang dan Madu

Barang Tambang dan madu juga menjadi obyek pajak.“ Ketentuan itu
berlaku bagi non-Muslim secara mutlak. Untuk Muslim, berlaku aturan zakat
untuk barang tambang scbanyak seperlima, seperti dari barang tambang emas
dan perak. Kemudian bagi Muslim, “tidak)dikenakan zakat untuk madu.
Tetapi, bagi kelompok npon-Muslim terkait dengan madu terjadi banyak
perbedaan pandangan ulama klaSikgada yang dikenakan pajak jika terdapat
pada tanah ‘Usyr, tetapi sepengetaliuan Yahya bin Adam tidak ada perbedaan
ulama mengenai madu yang |dihasilkan™dari tanah Khargj, yakni tidak
dikenakan pajak padanya.® Melalui periwayatannya, Yahya bin Adam
bertujuan merunjukkan bahwaritu adalalr*asry.
3. Hasil Pertanian

Dalam Kirah Bf-Khard) [dibBHAS jiga persdalan hasil pertanian. 7
Pajak hasil pertanian ini muncul seiring dengan munculnya isu pemberlakuan
mekanisme penarikan pajak, yakni mugdsamah. Menurut Yahya bin Adam,

sistem mugasamah inilah yang harus diberlakukan sebab mampu mewujudkan

 Yahya bin Adam, Taxation, /bid, hal. 26-33,
8 bid, hal. 33-35.

 Ibid, hal.34.

0 Yahya bin Adam, Taxation, Ibid., hal. 83-97.
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rasa keadilan dan menghapuskan Kketertindasan dan tindakan Zalim
(pemcrasan/menyakiti) rakyat jelata, baik Muslim maupun non-Muslim
ketika itu. Karena itulah, Yahya bin Adam tidak setuju dengan penggunaan
misahah, yang bcrarti sistim tarif pajak tetap untuk semua tanah tanpa
melihat apakah tanah itu menghasilkan atau tidak.
4. Komoditas

Menurut Yahya bin Adam yang mengutip pernyataan gurunya Hasan
bin Salih, semua barang dagangan terkena pajak schingga semua hewan yang
digunakan untuk bekerjd/tidak dikenakKan pajak.”' Dalam hal ini, dia
kelihatannya setuju dengam pendapat gurunya bahwa seorang petugas pajak
harus menerima pemberitahuan | rakyat'semacam itu. Kesimpulan ini
menunjukkan secara lebih jauh tethadap fakia peraturan pajak yang dibangun
semenjak masa sahabat bahwa'semua’barang dagangan dikenai pajak, akan
tetapi oleh kagena kelemahan-pemerintahan, seecang pcbugas pajak bisa saja
menggunakan pemaksaan dengan dalih ketidakpercayaan pada keterangan
pemilik hewan. Lebih jauli] pajak untuk komoditi ini berlaka sama nominal
biayanya tanpa melihat_latac belakang kcagamaahnya apakah Muslim atau
non-Muslim.

Namun ada perkecualiannya di antara barang-barang dagangan itu,
khamer atau minuman keras (miras) - yang biasanya dipcrdagangkan oleh

kalangan Zimmi — dikenai pajak sebanyak dua kali lipat lcbih besar

n Y ahya bin Adam, Taxatron, fbid. hal. 57.
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ketimbang persentase besaran pajak untuk komoditi yang halal, yakni pajak
untuk minuman keras itu adalah 10% atau “’Usyr”.”” Sementara untuk barang
dagangan selain minuman keras, kelompok Zimmi hanya dikenai pajak
sebesar 5%.

Ketcrangan historis Yahya bin Adam dalam kitabnya tersebut
membuktikan bahwa pada masa ‘Umar bin al-Khatab perdagangan minuman
keras merupakan perdagangan legal. Namun legalitas itu jelas ada melalui
tinjauan segi kehidupan politik-kekuasaan. Dari hukum Islam, siapa pun tahu
bahwa minuman keras haram hukumnya (ilegal), termasuk diperjualbelikan
sebagai minuman. Terlepas dafi penpgunaannya sebagai minuman bagi
Muslim, kalangan non-Muslimint€tap diberi hak kebcbasan dalam
perniagaannya. Yang terpenting pntuk dipahami di sini adalah kebijakan-
humanis pemerintah Muslim ‘atas|‘hak-hak non-Muslim (kelompok Zimmi)

terutama dalam bidang perpajakan.

D. VISI SISTEM KHARAJ,

Setiap kegiatan manusia pada umumnya.memiliki suatu tujuan. Tujuan

itulah yang seringkali menentukan jati dirinya, membedakan dengan kegiatan-

kegiatan yang lain, dan membantu mengevaluasi kinerja kegiatan yang telah

dijalankan. Sebagaimana dikatakan Umar Chapra, bahwa setiap tindakan dan

perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, hendaknya

mempunyai visi dan misi yang akan dicapai, meskipun pada praxisnya visi dan

™ Yahya bin Adam, Taxation, Ibid,, hal. 56-57.
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misi tersebut kerapkali berbeda dari apa yang dicanangkannya. Karcna pada
prinsipnya suvatu visi menyertakan impian manusia tentang apa yang terjadi di
masa yang akan datang. Bisa saja visi itu terdiri atas sejumlah tujuan yang
hendak dicapai oleh manusia itu sendiri.”

Setiap manusia juga memiliki misi yang berbeda. Namun ada satu
dimensi yang tampak umum bagi scbagian besar masyarakat, yaitu mewujudkan
kebahagiaan manusia. Meskipun istilah kebahagiaan ditafsirkan secara berbeda.
Karena demikian, manusia dalam meraih kebahagiaan pun dengan cara dan
sumber daya yang berbeda.

Pola pikir dan rekontruksi pémungutan pajak yang dibangun, Yahya bin
Adam, secara sepintas di atas piembcriigambaran bahwa sistem perpajakan yang
diinginkan Yahya bin Adam, pada hakikatnyapadalah sistem perpajakan yang
berupaya untuk mencapai keddilan, kebahagian) dan kesejahteraan manusia.’
Berpijak pada tuntunan Rasulullah saw yang menyamakan ketiadaan keadilan
dengan “kegelapar’ mutiak”, Ibnu Adam beruSaha untuk merealisasikan keadilan
agar dapat menciptakan kescimbangan.datam memhanfaatkan dan mengolah dana
pajak yang terkumpull

Hal tersebut merupakan keniscayaan karena kezaliman menghapuskan

persaudaraan dan solidaritas, mempertajam konflik, ketegangan dan kcjahatan,

memperburuk problem kemanusiaan, dan pada gilirannya akan mengantarkan

* Umar Chapra, The Future of Fconomics: An Islamic Perspective, diterjemahkan oleh
Tkhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 3.

™ Yahya bin Adam, Kitéb, Ibid., hadis ke 20, hal. 21.
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kepada kegagalan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan
ini, secara umuin, dapat diakui karena baik landasan hidup yang bersumber dari
al-Qur’an dan al-Sunnah maupun landasan hukum yang bersandar pada figh dan
asar sahabali, qivas atau masalth mursalah, semua dilakukan dalam upaya
mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Karena itu, semua fugaha — termasuk Yahya bin Adam — di scpanjang
sejarah kaum Muslimin memandang keadilan scbagai isi utama magasid syari’ah
yang berarti “tujuan-tujuan syari’ah™.”> Hal ini juga diungkapkan Abl Yusuf
yang mengatakan bahwa mengantarkan” keadilan\kepada mercka yang disakiti
dan menghapuskan kezaliman “akan@meningkatkan penghasilan, mempercepat
pembangunan negara, dan membawa‘keberkahatt, di samping akan mendapatkan
pahala di akhirat.”® Senada dengan AbulYusuf,;Al-Mawardi berpendapat bahwa
keadilan komprehensif menanamkan rasa) saling|mencintai dan kasih sayang,
ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan
keturunan, dan keatmanan kedaulatany schingga‘tidak ada unstryang lehih cepat
yang dapat menghancurkan duniddan nuraniymanusia selain kezaliman,”’

Dengan demikian, p€ncgakan, keadilan, dalaim|sudtuy masyarakat menjadi
kewajiban individu dan kelompok sosial masyarakat untuk menghilangkan semua
bayangan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, yang pada gilirannya dapat

menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan

75 Ibid,, hadis ke-303, 304, dan 349, hal. 97-97 dan 1 10.
8 Abil Yiisuf, Kitab, /bid, hal. 3-17 dan hal. 111.
" Al-Mawardi, al-Abkam, 16id,125.
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membebaskannya dari ckstrimitas dan ckscs-ekses ketimpangan, schingga
memungkinkan semua sektor ~masyarakat ~mendapatkan hak dan
tanggungjawabnya. Hal ini dipandang oleh Yahya bin Adam sebagai hal yang
penting bagi umat Islam, bukan saja untuk menyambut seruan agama kepada
keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasi-implikasi
yang timbul karenanya.

Selain seruan kepada keadilan, Yahya bin Adam juga mengkampanyekan
betapa pentingnya kebersamaan dalam kehidupan ckonomi. Hal ini terlihat dari
karyanya yang menekankan pentingnya penunaidan |pajak kepada pemerintah demi
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan tidak membedakan antara
Muslim dan non-Muslim, sehingga pen€apaiank¢scjahteraan masyarakat dapat
diwujudkan melalui kebersamaan ini.)’/Beban pajak yang adil dan penggunaan
hasil-hasilnya bagi kescjahteraan) masyarakat ancrupakan salah satu alasan,
mengapa para petani non-Muslim_lebih, memilih _bergabung.di wilayah kaum
Muslimin daripada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, yang membebani
pajak dengan berat dn dengan‘jumlah-yatig tetapy¥scrta tidak menggunakan hasil-
hasilnya bagi kesejahteraan masyarakaty Jumlali“beban pajak yang tetap telah
memaksa para petani untuk meminjam pada saat musim pancn yang buruk
dengan persyaratan yang mencekik, sehingga cara yang demikian menjauhkan
para wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa untuk menggunakan prinsip-

prinsip keadilan. Hal ini akan berdampak pada berpindahnya penduduk desa —

™ Yahya bin Adam, Kitab, hadis ke 638-640, hal. 173. Lihat juga Asmuni, Pemikiran
Ekonomi Aba Yisuf dan Yahya bin Adam: Ekplorasi Awal Konsep Keuangan Negara, Vol. IV,
No. 2 (jurnal Miliah, Januari 2003).
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yang menangani sektor pertanian yang menjadi andalan pendapatan utama bagi
masyarakat Muslim pada masa pemerintahan Abbasiyyah — ke kota, sehingga
pendapatan negara akan menurun tajam, yang pada gilirannya negara dapat
mengalami krisis keuangan.

Upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam terminologi
agama sering disejajarkan dengan istilah mas/ahah ‘ammah. Menurut Yahya bin
Adam, untuk mewujudkan maslahalh ‘ammnah setidaknya melalui beberapa cara
yang harus ditempuh, di antaranya: adanya komitmen bersama untuk
mencapainya,” toleransi,*® dan #fianajemen yang baik.®'

Komitmen bersama |dalam™ dslam (diwujudkan dalam uwkhuwah
basyariyyah. Ukhuwah ini merupakan |salah/’satu wahapa bagi terciptanya
kebersamaan dalam menghadapi-permasalahan eKonomi negara. Sehingga dengan
adanya jalinan tali persaudaraad yang erat ini, manusia tidak lagi membedakan
suku, agama, dan status sesialy yangpada gahapan.selanjutaya, secara lambat
laun dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap orang Ilain.
Sebagaimana diungkapkan PicKthall™*Our prophct ‘not only proclaimed the fact
of universal human brotherhood,\but also, for the first fimie in the history of the
world, made of it a principle and fact of common law”* Hal ini didasari oleh

keyakinan dan kerja nyata yang telah diperlihatkan Islam periode klasik,

 Ibid, hadis ke 19, 20, 37, 59, 144-145, 149, 232, 236, dan 381.
® fpid, hadis ke 303, 304, dan 349.
81 rbid, lihat hadis ke 168-169, 181, 186-199, 269, 270, 277, dan 612.

®2 Dikutip oleh Abii Hassan Othman, fmplementation of Justice in Sociaf Affairs, dalam
buku fsfam and Justice (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1993), hal. 70.
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sehingga tidak perlu lagi ada pembedaan terhadap asal nenek moyang, suku,
warna kulit, dan status sosial dalam memandang manusia.

Dengan tidak membedakan manusia dari bentuk dan warnanya, timbullah
etos yang mengajarkan manusia untuk imemandang positif terhadap kehidupan.
Schingga ctos itu memunculkan kesadaran manusia untuk menegakkan etika
moral yang universal dan pada gilirannya dapat mengorganisir kchidupan
masyarakat untuk mencapai rmasfahah ‘ammah. Dengan demikian, seluruh
manusia mempunyai hak yang sama untuk menunaikan kewajiban pajak kepada
pemerintah yang berkuasa dan mempunyai hak-untuk menikmati kesejahteraan
dari pajak yang dibayarkan. Perhatiam kescimbangan ini terlihat dalam karya
Yahya bin Adam ketika ia mengatakan'bahwa pemungutan pajak jizyah scbesar
48 dirham untuk golongan masyarakat, kays; |24 dirham untuk golongan
masyarakat menengah, dan 12 dirham, untuk|golongan masyarakat miskin. Hal
yang sama juga berlaku bagi para petani yang ditarik pajak Ahargj. Mcreka
dibebani pajak antara 5% hingga 10% dart keseluruhan hasil panen, yang
tergantung pada jenis pengairdnnya.-HalAfi"menjadikan relasi sosial yang terjalin
antara masyarakat perhbayar )pajak  dan =pemerintaly yang berkuasa saling
mendapatkan keuntungan, schingga menjadikan masyarakat yang majemuk hidup
harmonis dan saling menghargai antara kclompok yang satu dengan yang lainnya.

Perhatian Yahya bin Adam tcrhadap toleransi ini tercermin dalam
pemikirannya yang memberikan kesempatan kepada kelompok Zimmj, Harbj,
dan Islam, untuk melakukan aktivitas bersama dalam perdagangan di wilayah

kckuasaan Islam, dan menjamin kcamanan bagi Zimmi dan Harbi dengan
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kompensasi membayar pajak kepada pemerintahan Islam. Hal yang sama juga
terlihat ketika ia membahas tentang kepemilikan tanah, yang menurutnya, siapa
pun harus diberi hak dan kesempatan untuk menghidupkan tanah yang mati
dengan kewajiban membayar pajak yang besamya disesuaikan dengan ketentuan
khalifah.®

Langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat perlu adanya manajemen yang rapi. Manajemen yang baik menurut
Yahya bin Adam tercermin dalam konsep khalifah. Khalifah tidak semata
diartikan sebagai pemimipin dufia, namun ia juga sebagai makhluk Tuhan yang
paling sempurna (dengan akal;yang dimilikinya),84 ditugaskan Tuhan untuk
mengelola, sekaligus sebagai penanggungjawabatas amanah Tuhan di bumi, agar
dapat menciptakan keadilan—dan Jkesecimbanigan bagi seluruh komponen
masyarakat sehingga dapat mewujudkan’/keadilan sosial yang diidam-idamkan
seluruh rakyat.

Dalam bahasa agama, Tuhan tclah menciptakan alam ini diperuntukkan
bagi manusia yang menjadi“wakil=Tdhan* (kha/ifah) di bumi. Dia memberi
kebebasan kepada mantisia uptuk mengelota“alamydergan baik. Karena sudah
menjadi ketentuan-Nya, bahwa peoempatan manusia di bumi adalah bertujuan

untuk pembangunan dunia dan pemberian wewenang kepadanya ialah untuk

8 yahya bin Adam, Kitab, Ibid., hadis ke 266-272, dan 276-293.

% Dalam surat al-Tin ayat ke-4; Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam
bentuk yang scbaik-baiknya.
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memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan efisien.® Dengan demikian,
seorang khalifah tidaklah diberi hak istimewa untuk mengeksploitasi sumber
daya alam dengan sewenang-wenang, akan tetapi kebebasan manusia untuk
mengelola sumber daya alam adalah scbagai amanat, tanggung jawab, dan ujian
dari Tuhan. Dengan pengelolaan sumber alam yang berupa pajak dengan sebaik
mungkin, diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang

dipimpinnya.

E. MEKANISME PENARIKAN KHARAJ

Di masa keemasan Bani Abbasyiah, wacana Kharaj menjadi topik yang
banyak dibicarakan secara massif ‘dipkalangar- intelektual. Hal itu dibuktikan
dengan adanya beberapa ulama‘yang menulis pembahasan serupa (Kharay) dalam
kurun waktu yang berdekatan, ~muldi'dari||Abu/Yusuf (w. 182 H), Yahya bin
Adam (w. 203 H), Abi ‘Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H), hingga Abu
‘Usman Amr binBahr'bin Mahbub-al-Jahiz=(W. 235)/¥ahya-bin Adam tampil
dengan sosok pribadi yang merefleksikawacana Kharaj dengan penuh kesadaran
dan kepedulian yang @ibekali“dengankcarifai kéintdlckivalannya yang jauh dari
kendali tangan penguasa. Berkat dari kearifan keilmuannya, Yahya bin Adam
tampil beda dengan pendahulunya, Abu Yusuf, dalam menyikapi fenomena sosial
yang mereka hadapi. Ia berusaha memadukan fext (hadis-hadis Nabi saw) dengan

konteks (figh sahabat dan problematika Kharaj yang dihadapi pada masanya).

% Dia Allah yang menciptakan kamu dari bumi dan menugaskan kamu

memakmurkannya. QS Hud 61.
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Dengan demikian, kesinambungan konsep Kharaj yang digagas oleh
ulama-ulama pendahulunya tetap dijaga, dilestarikan, dan babkan dijadikan
bahan rujukan untuk dipadukan dengan realita Kharaj yang dihadapinya.
Schingga kitab al-Kharij karya Ibnu Adam merupakan karya yang sangat
komprehensif dalam pembahasan Kharaj, meskipun belum banyak cendekiawan
Muslim yang menelaah pemikiran ekonominya secara detail.

Bagian ini akan difokuskan kajiannya pada penelusuran kitab al-Kharaj
dengan menampilkan berbagai sumber yang berkenaan dengan Kharaj, baik dari
figh, hadis, maupun pendapat “Ibnu Adam sendiri. Hal ini dilakukan untuk
memberikan gambaran yang jelas tentang model pembaharuan sistem Kharaf

yang dilakukan Ibnu Adam demierciptanya ckdnomi yang berkeadilan sosial.

1. Perkembangan Sistcm Pemungutan Pajak

Jika dilihat dari buktibukti““tulisan’ yang ada, penetapan dan
pelaksanaan Khiargidalem Isiami dimitlailpeftaria- kali s€fak pemerintahan
‘Umar bin al-Khatab terhadap, Sawad Iraq. Hal, ini menjadi sandaran utama
bagi pemberlakuan pajak Kharaj terhadap warga non-Muslim yang berdomisili
di negara Islam (dJdar al-Is/am). Sebagaimana.ditegaskair¥ahya bin Adam dalam

karyanya:

“Adapun Sawad kami (Iraq) —kami mendengar—telah dikuasai oleh orang-orang
Nabat yang telah ditaklukkan olech bangsa Persia, yang kepada mereka orang-orang
Mabat membayar pajak Kharaj. Ketika umat Islam mengusai negeri Persia, bangsa ini
meninggalkan orang-orang Sawad dari suku Nabat dan Dihgan. Kedudukan mereka
ditempatkan pada posisi semula, yaitu, ditctapkan pajak per kapita (jizyah) bagi orang
laki-laki, dan tanah-tanah mereka dibiarkan untuk dimiliki, namun diwajibkan bagi
mereka untuk membayar Khardj. Sedangkan tanah-tanah yang tidak bertuan, menjadi
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hak milik negara dan diserahkan urusannya kepada sang pemimpin."“ Dalam hadis
lain dikatakan: “*Umar bin al-Khatab telah didatangi pembesar-pembesar dari Sawad
{Kufah) dan Ibnu Rufail satah scorang di antara mereka. Mercka berkata: Wahai Amir
al-Mu'minin (khalifah), kami suku dari bangsa Sawad. Kami telah ditaklukkan bangsa
Persia yang membahayakan dan mengancam kami demgan berbuat semena-mena
(memungut Kharg/ di atas batas kemampuan) sampai mereka meminta perempuan-
perempuan kami. Ketika kami mendengar tentang engkau wahai khalifah, kami
gembira, maka kami tidak mengahalangi engkau untuk memerangi mereka hingga
mereka keluar dari daerah kami. Kami mendengar bahwa engkau menghendaki untuk
memperbudak kami. Umar berkata: Sekarang, jika anda sekalian menghendaki
kebabasan, anda dapat masuk Islam atau membayar jizyah, akhimya mereka memilih
untuk membayar jizyah.™¥’

Pernyataan senada dapat dijumpai dalam risalah al-Kharaj yang ditulis
Abu Yusuf kepada Harun al-Rasyid yang berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban membayar pajak jizyah hanyalah bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum
wanita dan kalangan yapg—tidak—mampu—dijbebaskan dari kewajiban tersebut.
Pembayaran bagi orang yang dikategorikan dalam Aigh class ditetapkan sebesar 48
dirham, orang yang dikategorikan middle classdikenakan beban pajak jizyah scbesar
24 dirham, sementara bagi orangbekenja dengan tangannya (pekerja kasar) seperti
petani, mereka hanya dikenzkan beban pajak jizyah sebesar 12 dirham. Pajak tersebut
harus dikumpulkan setiap tahun, tetapi mereka.diberi keringanan untuk menyicil."%

Dari ungkapan Yahya bin Adam|dan Abu Yusuf di atas, dapat terlihat
bahwa pajak Kharaj yang ditetapkan-olgh/ jUmar bin al-Khatab adalah pajak
tetap (fixed tax) yang tidak mempertimbangkan hasil panenan yang didapat
dari tanah yang ditanami |Masyarakaf “Schinggd Jsistém pajak yang
diterapkannya, tampak tidak_mémiliki/perbédaah dengan sistem pajak yang,
telah diberlakukan oleh umat sebelum Islam, _hanya dengan kebijakan yang
sedikit meringankan jumlah beban para wajib pajak, yang membedakannya.
Sistem ini dikenal dengan istilah waZifah yaitu sistem pemungutan pajak yang

ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat

¥ Yahya bin Adam, Kitab, ibid., hadis ke-23, hal. 50. Lihat juga, Ibnu Rajab al-Hanbali,
Al-Istikhraj Li Ahkam al-Kharaj (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hal 8.

*7 Yahya bin Adam, Kitab, Ibid,, hadis ke-131.
* Ibid,, hadis ke 29, hal. 23.
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kemampuan wajib pajak. Dengan bahasa lain, pajak yang dipungut dengan
ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sehingga sistem ini dipandang
sebagai sistem yang kurang mencerminkan prinsip keadilan.

Pada pemerintahan al-Mahdi (158-170 H) terjadi perubahan penting
mengenai pajak Kharajyaitu dengan dibatalkannya sistem pemungutan Khargj
“nizam al-misahall’ (wazifah) — yang telah diberlakukan sejak pemerintahan
‘Umar bin al-Khatab bahkan pada pemerintahan bangsa Persia — dan
diumumkan pemberlakuan sistem pemungutan baru “nizam al-muqasamal’.
Sebenamya sistem ini (smrugasamah) telah diterapkan olch bangsa Persia antara
para penguasa dan para petanijNamitng sistem tersebut diganti oleh Qabaz
dengan sistem “misahal> Scbagai penerusnya. Kaisar Abu Syarwan,
menjalankan  sistem  al-miisahal” hingga_ kchancuran pemerintahannya.
Kemudian ketika ‘Umar bin-alzKhateb‘menaklukkan tanah Sawad dari bangsa
Persia menctapkan kembali psister™g/gmisahal~ Sisteng™ini berlaku sejak
pemerintahannya, ‘Usman _bin ‘Affan, ‘Al bin Abi Talib, Bani Umayyah,
hingga Bani ‘Abbasyiah pada masa al-Mansur."”

Sistem pemungutan “péjak " Khardj=yang=ditcrapkan al-Mahdi,
muqgasamah, merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan
berdasarkan nilai yang tidak tetap (feksibel} dengan mempertimbangkan
tingkat kemampuan dan pcrsentase penghasilan atau pajak proporsional.

Misalnya, 1/3 hasil panen untuk negara dan 2/3-nya dinikmati oleh petani.

% Diyauddin al-Rais, al-Kharaj, Ibid., hal. 403.
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Tidak dilihat dari sempit dan luasnya lahan, sehingga besar dan kecilnya pajak
Kharaj tergantung pada panenan yang dihasilkan. Dengan demikian, kedua
bentuk sistem pemungutan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai
dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para penggarap tanah.

Al-Mawardi (w. 1058 M) mengisyaratkan adanya perubahan yang

terjadi pada masa Bani Abbasyiah dengan berkata:

“...adapun bangsa Sawad masih diberlakukan sistem pemungutan pajak af-misabah
kepada mercka, hingga khalifah al-Mansur, penguasa pada masa Bani Abbasyiah,
menggantikan sistem ini dengan sisiem mugasamaf. Hal ini disebabkan oleh
menurunnya harga-harga-batang.mcrosoinya penghasilan tanah garapan, schingga
menjadikan orang-orang, Sawad’/ ‘menderita kerugian, lalu diterapkan sistem
muqasamah sebagai usaha untuk mencipt akan’ keadilan. ™"

Untuk membangun  sistéms pemiingutan pajak yang lebih mendekati
kepada keadilan, Yahya bin Adam memandang perlu mengganti sistem
misahah yang masih berlakyhing@a pada-masanya dengan sistem mugasamah.
Hal ini dalam pandangan Ibnu Adam merupakan bagian dari upaya mencapai
keadilan pajak) dintengah/ individu masyarakat, #lan ‘megara. Lebih jelas,
pernyataan Yahya bin Adam yang dikutip oleh Al-Balaziri dalam Futuh al-

Buldan yang mengatakan:

“...adapun BiStern' “pefiungutan” pajak=Kharaj mogasamah pada bangsa Sawad,
sebenarnya telah diusulkan mereka kepada penguasa pada masa akhir kepemimpinan
Al-Mansur. Namun, ia wafat sebelum sistem mugasamah dijalankan. Kemudian ia
mewasiatkan sistem ini kepada al-Mahdi (anaknya) untuk diterapkan.™

Pendapat lain, Ibnu Taba Taba, mengatakan bahwa ide penggantian ini

tercetus dari salah scorang mentri al-Mansur, Abu *Ubaidillah, menjelang

2 Al-Mawardl, af-Ahkam, fbid, hat. 168.

® Ahmad bin Yahya bin Jabir Al-Balazuri, Futih sl-Buldin (Syirkat Tab’i al-Kutub al-
*Arabivyah, 1901), hal. 280-281.
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wafatnya.” Ketika itu al-Mahdi yang ditunjuk scbagi penerus pemerintahan
Bani Abbasyiah mengangkat Abu ‘Ubaidillah untuk mengurusi administrasi
pemerintahan. Dalam masa jabatannya (Abu ‘Ubaidillah) mengganti sistem
misahiah yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi rakyatnya dengan
sistem mugasamah yang lebih menguntungkan dan memberi banyak manfaat
bagi mereka. Sistem mugasamah ini mulai ditcrapkan pada masa awal

pemerintahan al-Mahdi yaitu pada 160 H.

2. Perbandingan antara Sistemn-Mugasamah dan Misahah

Jika kita bandingkam kedua sistemZmugasamah dan misahah sccara
scksama, maka akan kita dapati baliwagsistem pemungutan pajak misafhaf akan
banyak menguntungkan para-petanj jika hasib panenan mercka berharga tinggi,
karena para petani telah diwajibkan unfiikmembayar pajak dengan jumlah yang
tetap. Sistem ini sangat tergantung pada harga barang. Schingga harga panenan
yang bagus akan mienamball penghasilan mercka, dengan syagat, besarnya pajak
Kharaj ditetapkan secara adil dan keadaan tanah tetap terjaga baik dari segi
luasnya tanah maupun dari pancnan yang dihasilkan. Apabila syarat-syarat
tersebut tidak terpenuhi taka Sistem mligasamah ‘akan lebih menguntungkan

para petani atau paling tidak akan meringankan mercka dari gagal panen.

Sistem mugasamah ini akan lebih bermanfaat bagi petlani jika harga-
harga panenan murah. Karcna dengan harga yang murah, dimungkinkan hasil

panenan tidak dapat mencukupi untuk membayar pajak Kharaj. Apalagi dengan

%2 Ibnu Taba Taba (Muhammad bin ‘Al), al-Fakhri £ al-Adam al-Sul{ aniyyah (Mesir:
Syirkah Tab’i al-Kutub al-*Arabiyyah, 1317 H), hal. 164.
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pembayaran kontan, yang sangat membebani petani, dibandingkan dengan hasil
panen yang mereka dapatkan. Sistem smugasamalh juga akan lebih
menguntungkan para petani jika besarnya pajak Kharaj yang ditetapkan
melebihi standar yang berlaku; tidak sesuai dengan luasnya tanah, tingkat
kesuburan tanah, atau kebijakan hakim yang menambahkan jumlah pajak yang
harus dibayarkan secara kontan dengan semaunya. Manfaat bagi petani dari
penerapan sistem ini juga tergantung pada kebijakan pemerintah yang
konsisten terhadap jumlah pajak tetap yang harus dibayarkan tanpa tambahan.
Jika kebijakan tersebut dildnggar) oleh )pemierintah, masyarakat juga akan
merasakan kembali beratnya beban pdjak.

Abil Yisuf, pendahul(y ToiupAdami, kétika membahas permasalahan ini
pada awal pemerintahan |Harun al-Rasyid, menyimpulkan bahwa sistem
muqgasamah adalah sistem |yang _teérbaik datam pemungutan pajak sehingga
sistem ini harus dilaksanakan) Karena)'sistem ini dapat mengakomodasi

kepentingan pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh, ia berkata:

“Saya mendapat pertanyaan mengenai Kharaf di Sawad dan bentuk pengumpulannya,
saya mengumpulkan pepdapat para cendikia yang berkembang di masyarakat dan
mendiskusikan permasalabin | tersebiit.bersama’ mereka... Hasilnya, saya menyadari
bahwa biaya yang tetap dalam bentuk barang (r2°2m7) atau dalam bentuk uang
(dirham) yangpdibebankan kepada merekasdengan jumlah yang tidak sama akan
menjadi pemasukan tetap/bagi penguasa dan FaifsglMal Namun, sistem pemungutan
itu akan menyulitkan masyarakat jika harga barang anjlok, schingga tidak mencukupi
untuk membayar beban pajak yang telah ditetapkan penguasa kepada mereka. Hal ini
berdampak pada nasib mercka yang cenderung tidak membaik, tentara-tentara Negara
melemah, dan benteng-benteng menjadi rapuh. Demikian juga sebaliknya, jika harga
barang-barang melambung tinggi, para penguasa tidak merasakan surplus pendapatan
yang dihasilkan oleh para wajib pajak Khazraj. Murah dan mahal merupakan ketentuan
Allah swt yang tidak bersandar pada satu ketentuan. Hal serupa terdapat pula dalam
pemberlakuan biaya tetap atas pajak Khargj Sedangkan kita mengetahui bahwa
situasi dan kondisi tidak mungkin dapat stabil dan tetap selamanya.™ Kemudian
berkata: “...Saya tidak melihat adanya kedzaliman jika para pembesar dan peketja
menerapkan sistem mugasamah dalam penarikan pajak yang adil dan ringan sehingga

% Abu Yisuf, Kitab, Ibid., hal 47-48.
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dapat menumbuhkan keridlaan di pihak penguasa dan dapat menambah penghasilan

bagi para wajib pajak...”. ™

Yahya bin Adam melihat jenis pajak Khardjini dari dua sisi. Pertama, ia
melihat Kharaj dalam jenis yang sebanding (proporsional) yaitu penerapan
Kbharaj berdasarkan pembagian hasil yang diperoleh, misalnya, seperdua,
sepertiga, seperempat, atau seperlima. Kedua, menurut Ibnu Adam adalah
jumlah pajak Kharaj yang pasti, yaitu beban pajak tertentu yang jumlahnya
tetap dengan hasil proses alami.

Lebih lanjut, Ibnu Rajab al-Hanbali mengungkapkan beberapa cara yang
dilakukan ‘Umar bin al-Khatab dalam menata Sistem pertanian dan perpajakan
negara setelah penaklukan Irak, Syiria, dan ‘Mesir. Ibnu Rajab mengatakan
bahwa penaklukan yang dilakukan *Umar'-bin al-Khatab tersebut telah
membuat para penguasa dan tuan tanah yang pada awalnya berpengaruvh di
wilayah penakiukan, lari meninggalkan\ncgeri'mereka. Akibatnya, tanah-tanah
milik mereka dan tanah-tanaly milik lembdga keagamaan ketika itu menjadi
tidak bertuan. Dengan kondisi ini, ‘Umar bin al-Khatab menyita semua tanah
yang tidak bertuan dan ményatakafifiya.Scbagai tamah milik umat Islam.
Adapun tanah-tanah yang didfiiliki oleh petani\di daerah yang ditaklukkan tetap

dikuasai oleh mereka, namun mereka dikenakan beban pajak Khargj®

% Ibid,. hal. 49-50.
% Ibnu Rajab al-Hanbali, al-fstikhraj, Ibid., hal 14-15.



BAB IV
RELEVANSI PEMIKIRAN KHARAJYAHYA BIN ADAM
DALAM KONTEKS PERPAJAKAN MODERN

A. PERBANDINGAN KONSEP KHARAJ YAHYA BIN ADAM DENGAN

SISTEM PERPAJAKAN TANAH MODERN

Pada bab terdahulu telah dikaji tentang pajak tanah (khara)) yang tertuang
dalam karva Yahya bin Adam yang menjadi pijakan penting bagi perpajakan
modern. Untuk melihat secara uluh kongépidan sistem pajak tanah Yahya bin Adam,
vang dijalankan olch pemerintahat Abbasiyyah. tampaknya kita perlu menggunakan
metode yang ditawarkan Nasr |Hamid |Abu Zaid, yaitu dengan cara memahami
pemikiran-pemikiran yang tertuang.dalam KifdéraltKharaj untuk diserap ide-idenya,
yang selanjutnya, kita dapat menggunakan inti pemikirannya untuk melihat sistem

pajak tanah vang berlaku pada ¢ra sekarang,

1. Pajak Tanah Menurut Yahya bin Adam

Yahva bin Adam SecardtégasThenckankan adanya peran sektor pertanian dan
pemerintah dalam pembangunan ckonomi bangsa. Karena seklor pertanian
merupakan sektor pertama yang mendapatkan manfaat dari perluasan wilayah Islam.
Pertumbuhan pertanian yang cepat dan peningkatan masyarakat pedalaman telah
berfungsi sebagai tolok-ukur bagi pembangunan, seperti yang umum terjadi dalam

masyarakat di manapun. Baginya, ncgara juga merupakan faktor penting dalam
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produksi. Dengan pengeluarannya, negara mampu mendorong produksi. Mengingat
pemerintah merupakan pasar terbesar bagi barang dan jasa, menjadi peran utama
pembangunan, maka suatu penurunan dalam belanja akan menyebabkan tidak saja
berkurangnya produktivitas dalam bidang pertanian dan kemerosotan dalam panenan
yang didapal. tetapi juga penurunan di dalam penerimaan pajak. Peranan yang
sangat menentukan dari sektor pertanian ini dapat dilihat pada masa-masa awal
masyarakat Muslim, scperti yang direfleksikan oleh scjumlah sarjana Muslim,
termasuk Yahya bin Adam, dengan katyd-Katya mcrcka yang membicarakan tentang
kharaj dan al-amwal yang berkembarig pesal, padd masa pemcrintahan Abbasiyyah.
Sebagaimana dikatakan al-Mi’tasimy®khalifah Abbasiyyah (w. 227) yang
menyatakan sebagai berikut: “Pertanian temiltki keunggulan. la mengembangkan
tanah dan memberi makan kepada’/manusiai_la/ memungkinkan terjadinya suatu
peningkatan dalam pemcrimaan jpajak pdan ckspansi=kckayaan. Ia memberi makan
kepada hewan peliharaan, mepucunkan harga-harga barang, meningkatkan sumber-
sumber penghasilan, dan memperluas perekonomian™.’

Lahan-lahan yang sebelumiiya mati=dan tidak tergarap, tiba-tiba menjadi
hidup dan berkembang sejalan dengan tersebarnya Islam. Hal ini karena peran para
pemikir yang secara kontinyu menegaskan betapa pentingnya pengolahan tanah-

tanah yang tidak bertuan, ditegakkannya undang-undang, dan ketersediaan sebuah

' Umar Chapra, The Future of Ecoromics: An Islamic Perspective, terj. lkhwan Abidin Basri
(Jakarta: GGema Insani Press, 2002), hal. 156, yang mengutip dari Al-Mas’udi dalam bukunya Muruj-
Zahab, Vol. 4, t.tp: t.np, 1988, hal. 47.
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pasar yang luas, tanpa ada rasa ketakutan akan perampok yang menghadang kuda-
kuda pembawa barang-barang dalam perjalanan atau dikenai beban pajak yang berat.
Sehingga semua itu dapat memotivasi semua pihak untuk berbuat yang terbaik demi
kemajuan mereka dan masyarakatnya.

Sejalan dengan ajaran Islam yang menckankan keadilan. Rasulullah saw dan
para khalifah setelahnya telah mengadopsi praktek yang lebih manusiawi terhadap
tanah pertanian yang ditaklukkan sebagai tanah dengan kepemilikan umum.? Tanah-
tanah ini dibiarkan dimiliki dan dikelola oleh pemilik asli, yang tentunya sangat
berbeda dengan prakiek kekaisaran Romawi dan |[Persia yang memisahkan tanah-
tanah tersebut dari pemiliknya dan membagikannya kcpada para clitc militer dan
prajuritnya.’ Sementara tanah-tanah yang\dihadighkan para khalifah kepada para
tentara Islam relatif lebih kecil jumlahnya/ddn terdiri dari tanah-tanah yang tidak
dikelola dan tidak ybertuam Kebijakanrymanusiawi ini tidak saja membantu
kesinambungan kehidupan ekonomi bersama dan, pemanfaatan bagi tanah-tanah
yang dikuasai. tetapi juga mendorong keadilan antargenerasi dan mewujudkan
tujuan-tujuan egalitarian [slam? Katim Mushmif-balfkan*tidak dibenarkan untuk

membeli tanah-tanah yang dikuasai penduduk asli.’

2 Ibid., hal. 156.

? Marshall. G. S. Hodgson, The Veature of Isfam, Vol. 1 (Chicago: Chicago University Press,
1977), hal. 242,

* Yahya bin Adam, Kitab al-Kharsj (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), hadis ke 636-640, hal.
172-173.

5 Ibid., hadis ke 187, hal. 61.
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Tanah-tanah yang tetap dikuasai oleh penduduk asalnya ditarik beban bagi
hasil pertanian (mugasamah) dengan kesepakatan antara negara dan para petani
sebagai pengelola tanah. Para petani tersebut hanya diwajibkan membayar sejumlah
beban pajak tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama yang dinamakan pajak
Khardj, Menurut Yahya bin Adam, pajak hasil pertanian (proporsional) ini
ditetapkan antara 5%, 10%, Y%, ', atau 1/3 bagian, sesuai dengan kemampuan para
petani yang ditarik dari keseluruhan hasil panen, dan bergantung pada jenis
pengairannya.® Karena jumlah Bebatrpajak'yang tidak tctap, maka jika para petani
mengalami gagal panen akibal béficanapalam, pajak Khara/ secara otomatis
dihapuskan sesuai dengan maqasid al-syati’ah.

Pajak yang ringan pun dapat/menjaditbeban bagi masyarakat jika hasil-
hasilnya tidak dapat dinikmati secara langsung atdu tidak langsung oleh masyarakat.
Oleh karena itu,;Yahya bimAdam=telah-menekankan pentipgnya kewajiban moral
bagi negara agar memelihara bendungan-bendungan dan saluran-saluran irigasi agar
produktivitas tanah tetap terpelihara. Schingga hasil-hasil pajak» tar;ah dapat
dipergunakan untuk mendoreng Kes€jahtcraanmmasyarakat yang diwujudkan dalam
bentuk pengeluaran untuk kepentingan umum seperti  pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur fisik dan sosial. Hal ini telah dijalankan pemerintahan

¢ fbid., hadis ke 364-3392.
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Abbasiyyah dan pemerintahan-pemerintahan scbelumnya yang banyak mengucurkan
dana untuk irigasi yang berskala besar sekaligus pemﬁ:liharaannya..'r

Menurut Yahya bin Adam pemberlakuan pajak tanah harus sesuai dengan
sistem yang adil yang sclaras dengan spirit Islam. Sistem perpajakan dapat
dikatakan adil apabila memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak yang dipungut
hendaknya untuk membiayai apa yang dipcriukan untuk mewujudkan magasid al-
syari ‘ah;® kedua. beban atau tingkat pajak tidak boleh sama schubungan dengan
kemampuan orang untuk menariggungnya,'dan hdrus didistribusikan secara merata
kepada masyarakat yang tclah—mefbayafnya: | dan ketiga. dana pajak yang
terkumpul harus digunakan sepéhuhnya“iintukrkesejahtcraan masyarakat.'’ Jika
suatu sistem pemungutan pajak—tidak/memendhi kriteria terscbut di atas, maka
dipandang sebagai sistem yang opresif dan-hal\ini-dihindarkan olch Islam.

Jauh sebelum pAdamy, Smith=@w=) 1790 § M)~ menemrakan prinsip-prinsip
perpajakan dengan idenya efficieacy, equity, transparancy, convenicnce of paymer,
dan certainty, para pemikir [silam, Abu Ubaidillah, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, dan

Ibnu Qudamah telah meletakam prinsip-prinsippetpajakan, yang kemudian terkenal

! Lihat Umar Chapra, The Future.... /bid. hal. 157; lihat juga Umar Chapra, fsfam dan
Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakaria: Gema Insani Press, 2000, hal. 293-295; dan
Umar Chapra, isfam and Fconomic Development: A Strategy for Development with Justice and
Stability (Pakistan: TIIT, 1993), hal. 95.

® Yahya bin Adam, Kitab..., Ibid, hadis ke 303, 304, dan 349.
® IBid, hadis ke 20, hal. 21.
' 1bid., hadis ke 226, hal. 71.
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dengan canons of taxation."’ Semua fugaha menckankan agar dalam pengumpulan
pajak dengan sistem yang adil, menggunakan cara yang jauh dari kekerasan, dan
mempertimbangkan serta memperhatikan kemampuan para pembayar pajak,
schingga tidak memberatkan mercka dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
Dengan sistem yang adil tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga
dapat mendorong bagi pembangunan negara.

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka
sistem perpajakan progresif tampaknya-stirama dengan maqgasid al-syari’ah. Namun,
periu diingat bahwa dari pembahasangperpajakan'yang ditawarkan Yahya bin Adam,
yang relevan bagi kehidupan médernadalah adanya hak negara untuk mengenakan
pajak dengan keadilan. Suatu hal yang\tidak realistis apabila perpajakan negara-
negara yang dihuni oleh masyarakat/Muslim\kini harus terbatas hanya pada lahan
pajak yang telah, dibahas, gleh, pasa. ahli fikih; Situasi telah berubah dan perlu
melengkapi sistem perpajakan_dengan menyertakan realitas perubahan, terutama
kebutuhan masyarakat umum terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah
negara berkembang dan perekenomian modern yang efisien serta komitmen untuk
merealisasikan maqgashid dalam kontek kckinian. Untuk mewujudkan hal tersebut di

atas, maka dalam pembahasan selanjutnya adalah melihat sistem perpajakan modern

" Juhaya S. Praja, Perkembangan Fkonomi Syariah, bahan kuliah Pendekatan dalam
Pengkajian Islam yang tidak dipublikasikan, Magister Studi Islam, Universitas 1slam Indonesia.
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yang berlaku pada pemerintahan sekarang demi menciptakan keadilan yang dicita-

citakan semua masyarakat.

2. Pajak Tanah Modern (Kasus di Indonesia)

Indonesia yang kehidupan masyarakat dan perckonomiannya sebagian besar
bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan-Undang-Undang Dasar 1945, Oleh karena itu,
bagi warga yang memperolehl smanfaat, dariZbumi dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, dengan mendapatkan-suatu hak dari kekuasaan negara,
sangat wajar jika ditarik sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya untuk
disumbangkan kepada negara melalul pembayaran pajak.

Pemberlakuan pajak tanah di Indonesia berawal pada masa kolonial Belanda,
mulai dari contingenten, verplichle leverantieén, tanam=paksa, /andrente, hingga
berubah menjadi pajak hasil bumipada maSa\pemerintahan presiden Sukarno. * Pada
masa ini, yang dikenakanwpajak bukan Jlagi filai (atiah plelainkan hasil yang keluar
dari tanah, sehingga timbul ketumpang-tindihan dalam pembebanan pajak, karena
pada saat itu, hasil yang keluar dari tanah merupakan objek pajak dari pajak
penghasilan.l3 Di sini terlihat, ada pengaruh Islam, yaitu sistem pajak tanah yang

telah diterapkan oleh pemerintahan Islam sejak pemerintahan Rasulullah saw hingga

"2 http:/twww.depkeu.go.id
Y Ibid .
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masa Turki Usmani, dalam pemberlakuan pajak tanah yang pernah dicoba untuk
diterapkan di Indonesia, meskipun tidak bertahan lama. Akibat kerancuan ini, maka
pajak hasil bumi dihapuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1952, hingga
terbit peraturan baru {1959) yang memberlakukan kembali pajak bumi, namun pajak
yang dikenakan tidak lagi pada hasil tanahnya tetapi pada nilai tanah itu sendiri."*
Dari sini tonggak pemberlakuan pajak tanah di negeri ini dipatenkan hingga saat ini.

Selanjutnya di abwah ini akan kita bahas sistem perpajakan di Indonesia
secara singkat, yang ditujukan untuk /mengenali aspck-aspek kekuatan dan

perbedaannya dengan pemikiran‘perpajakam Y abya bin Adam:

a. Sistem Pemungutan Pajak -Modern Di Indonesia

Dalam pemerintahan Indonesia ada(bebgrapa cara yang digunakan untuk
memungut pajak, di antaranya adalah sistem pemungutan pajak di muka dan sistem
pemungutan pajakidi‘belakangySistem pemungutan di mitka‘mengenakan pajak pada
permulaan tahun, yaitu ketika tahun pajak bepmula, scdang sistem pemungutan
pajak di belakang, yaituspajak dipuhgin setelah-taliup/berakhir, dengan kata lain,
pada awal tahun yang mengikuti tahun pajak yang bersangkutan. Kedua sistem di
atas memunculkan sistem-sistem baru dalam memungut pajak pada pemerintahan

modern di antaranya:

Y Rochmat Soemitro, Pajak..., Ibid. hal. 3.
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1) Sistem Anggapan atau Fiksi
Sistem ini mendasarkan pemungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi
hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sistem ini merupakan sistem yang
ngawur alau serampangan. Dengan demikian, perlu adanya landasan yang dapat
digunakan sebagai rujukan yang mendekati keadaan yang sebenamya.IS Contoh:
a) Penghasilan wajib pajak dalam suatu tahun pajak dianggap sama dengan
penghasilan yang sesungguhnya “diperoleh dalam tahun sebelumnya.
Misalnya, pendapatan|B- dalam taliun 1998 sebesar Rp 40.000.000, maka
pada permulaan tahun—1999 Untuk tahun 1999 dianggap memperolch
pendapatan Rp 40.000.000. Penghasilan|yang sesungguhnya tahun pajak
1699 umpamanya Rp-47.000.000"tidak mempengaruhi besarnya pajak
untuk tahun, 1999 yrangsberdasarkanrpendapat an, Rp@0.000.000;
b) Penghasilan wajib pajak dianggap 12 kali penghasilan yang diperoleh
pada bulan Januari dari tahun berjalan. Misalnya, penghasilan bulan
Januari 2000 adalahi's€besar Rp 2.0007000, maka penghasilan untuk tahun
pajak 2000 adalah sebesar 12 x 2.000.000 = Rp 24.000.000, schingga
terhadap hilangnya sumber pendapatan sesudah bulan Januari atau
tambahan penghasilan tidak akan merubah jumlah anggap yang ditelah

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Karena dasar biaya pajak adalah

1> Rochmat Soemitro Asas dan Dasar Perpajakan I (Bandung: PT Eresco, 1990), hal. 6-7.



128

suatu anggapan, maka besarnya pendapatan wajib pajak segera dapat

diketahui jumlahnya sebelum tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

2) Sistem Pajak Riil

Sistem pemungutan pajak riil adalah sistem pembebanan pajak yang
dikenakan atas dasar keadaan atau penghasilan yang riil, yaitu penghasilan yang
diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang be:rsansc,ﬂvkutan.16 QOlch
karena penghasilan yang sebenarnya-baru-diketahui pada akhir tahun pajak, maka
pajak baru dapat dikenakan S$esudah gahun pajak berakhir. Dengan demikian,
pengcnaan pajak yang didasarkan pada siSten pajak riil biasanya dikenakan di
belakang. Sehingga menurut sistem ini,/pajak bdru dapat dipungut sctelah diketahui
penghasilan yang sebenarnya dalam satw tahun_pajak. Misalnya, pajak tahun 1999,
baru dapat dipungut setelah tahun 1999 berakhir atau baru dapat dipungut pada

permulaan tahun 2000.

3) Sistem Campuran

Sistem campuran ini jpadalawalnya micnerapkantsistem fiksi, schingga pada
awal tahun sudah dapat dikenakan surat keletapan pajak yang fiktif, dan kemudian
pada akhir tahun, pajak dihitung kembali disesuaikan dengan keadaan yang

sebenarnya.!” Dengan demikian, pada akhir tahun diterapkan sistem pemungutan

16 Sko Lasmana, Sistem Perpsjakan di Indonesia (Jakarta: Prima Kampus Grafika, 1992),
hal. 23.

7 Rochmat Soemitro, Asas. .., Jbid., hal. 10.
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yang riil, yang berfungsi scbagai korcksi terhadap sistem fiksi. Maka, sistem fiksi
yang dikoreksi dengan sistem pemungutan riil dinamakan sistem campuran, yang

bertujuan untuk menghilangkan kelemahan kedua sistem tersebut.

4) Sistem Self-asessment

Sistem seff~asessment yaitu suatu sistem pajak dengan cara menghitung dan
menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang, dan membayar pajak tersebut
sebelum memasukkan surat pemberitahuan.'® Dengan sistem ini, para wajib pajak
dituntut untuk, a) Sadar pajak:b) Kejujuran wajib pajak: c¢) Tax mindness wajib
pajak dan; d) Disiplin wajib pajakiterhadap peclaksanaan peraturan perpajakan,
sehingga ketika tiba pada waktunya para wajiblpajak dengan sendirinya memenuhi
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sistem ini dapat berhasil dengan
baik, jika syarat-syarat di atas dipenuhi dan diperlukan campur tangan pemerintah

untuk mensosialisagikan cara ini dengan tidakamclambungkan.tarif pajak yang telah

berlaku.

b. Tarif Pajak

Selanjutnya, tujuan pemberlakuan pajak pada masyarakat adalah untuk
mencapai keadilan dalam pemungutan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah
satu cara untuk mewujudkan keadilan dalam perpajakan modern dapat ditempuh

melalui sistem tarif, sehingga masyarakat tidak merasakan beban pajak yang

8 1bid, hal. 11.
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dikenakan kepada mereka. Adapun tarif pajak yang berlaku pada perpajakan modern
di antaranya adalah: |

1) Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu larip pajak yang besarnya tetap, tidak berubah, meskipun
jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah.'

2) Tarif Proporsional

Tarif pajak proporsional berbentuk—persentase, yaitu tarif yang perscntase
pemungutannya telah ditetapkan ¥ Olehgebab ithi] pajak yang harus dibayar selalu
akan berubah sesuai dengan hasil pémdapatan_ dan jumlah yang dikenakannya.
Dengan demikian, semakin besar jumlah yang’ dipajaki sebagai dasar pijakan,
semakin besar besar pula jumlah-beban’ pajaknya, tetapi kenaikan ini diperoleh
dengan persentase yang sama.

3) Tarif Pregresif

Tarif pajak progresif adalgh tarif/yang/meningkat yang berupa persentase
sebagaimana tarif proporsional dengan Sedikit perbedaan.2l Dalam tarif progresif
persentase semakin meningkat seiring dengan semakin besar jumlah kekayaan yang
dibebani pajak. Tarif ini biasanya dikenakan pada pajak subyektif, yaitu pada wajib

pajaknya. Menurut Lasmana, ada perbedaan antara tarif proporsional dan tarif

1% Eko Lasmana, Sistem..., Ibid,, hal. 24; lihat juga Kartasapoetra, Komaruddin, Rience
Kartasapoetra, Pajak Bumi dan Bangunan:Prosedur dan Pelaksanaannya (Jakarta: Bina Aksara, 1989),
hal. 14-15.

20 rpid., hal. 25.
21 rhid . hal. 26.
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progresif di antaranya: a) Dalam tarif proporsional, jumlah pajak semakin naik jika
dasar yang dikenai biaya pajak semakin besar dengan persentase tetap, misalnya,
besar pajak 10% berlaku untuk berapa pun jumlah wajib pajak; b) Sementara dalam
tarif pajak progresif, semakin besar jumlah penghasilan wajib pajak, maka semakin
besar juga persentase kenaikan tarif pajak vang dibebankan.”

4) Tarif Degresif

Tarif degresif yaitu tarif pajak yang dikenakan pada besarnya jumlah yang
dikenakan pajak, semakin besar junifahni‘a.' maka semakin turun persentase beban
pajak.” Misalnya, tarif pajak untuk@bjek’pajak senilai Rp. 10.000.000 dikenakan
10%, untuk objek pajak senilai Rp. 10,000.000+15.000.000 dikenakan 7,5%, untuk
objek pajak senilai Rp. 15.000.0000-20000.000°dikenakan 6,5% dan seterusnya.

Pajak tanah diberlakukan-dalam-berbagai bentuk pada sejumlah negara,
scbagian ada yang dibebankan berdasarkan aras luastarcatangh, nilai sewa atau nilai
modal. Pajak tanah dapat pula.menjadi bagian dari pajak kekayaan secara umum.
Ketika pajak tanah berdasar pada luas arca tanah, pajak biasanya dipungut
tergantung pada kelas tanabh™(mentTrut hasilfiVa, Tandamarmn, kemudahan irigasi, dan
lain-lain). Survei periodik dan penetapan taksiran basis pajak merupakan hal yang
harus dilakukan jika hal itu diperkirakan dapat mendatangkan perubahan ekonomi

suatu daerah. Pembenahan pada level-level pajak mungkin juga dibutuhkan, jika

* Ibid., hal. 26.
2 G. Kartasapoetra, E. Komaruddin, Rience Kartasapoetra, Pajak..., Ibid., hal.15.
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nilai riil pendapatan pajak ditopang oleh berjalannya wakiu, meskipun dengan
tingkatan pajak nominal yang tetap, karena nilai pajak dapat cepat terkikis oleh
adanya inflasi. Dengan demikian, jika basis pajak tidak mampu untuk menutupi
seluruh penghasilan pajak, maka laju pajak tanah yang menyumbangkan sebagian
pendapatan yang dihasilkan menjadi tinggi, akibat dari biaya administrasi yang
cenderung naik dan tidak dapat ditawar lagi.

Di Indonesia, basis pajak tanah adalah tanah dan perairan bumi. Hal ini
berdasar pada Undang-undang Dasar-1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan-alam yang terkandung di dalamnya,
pada tingkatan tertinggi dikuasai'oleh figgara, sebagai organisasi kekuasaan scluruh
rakyat. Pada pasal selanjuinya|dijelaskan\bahvra/negara atas dasar hak menguasai
bumi, air dan ruang angkasa dapal/ meniberikan berbagai macam hak atas tanah
untuk dimiliki oleh setiappwarga negaradndonesia,baik peropangan ataupun bersama
dengan orang lain serta badap hukum. Dengan dasar kepemilikan tersebut dan
berdasar pada pasal 6 ayat 1 UU PBB 1986, maka yang dijadikan dasar untuk
pengenaan pajak adalah nilai-jhal~objek pajak (NJOP). Dari nilai jual objek pajak
ditetapkan nilai jual kena pajak dengan mcnerapkan persentase yang berkisar antara
20% hingga 100% yang ditetapkan berdasarkan pcraturan pcmcrinlah.24

Adapun pemberlakuan tarif pajak tanah di Indonesia masih menggunakan

tarif tunggal yang berlandasakan pada Bab IV UU PBB pasal 5, yang menetapkan

* Rochmat Soemitro, Psjak..., Ibid., hal. 12.
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tarif sebesar 5%. Tarif rendah ini berdasarkan satu argumen yang menyatakan bahwa
orang yang mendapatkan penghasilan dari harta yang tidak bergerak, dipandang
mempunyai daya pikul yang lebih besar daripada orang yang memperoleh
penghasilan yang sama dari tenaga dan pikiran. Di sini fungsi pajak tanah dan
bangunan menggantikan pajak kekayaan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa
belum diterapkannya prinsip penetapan pajak secara progresif dalam pemungutan
pajak tanah dan bangunan. Sistem penetapan pajak tanah (PBB) yang diberlakukan
saat ini masih cenderung memandang-tanah dari)sisi fisik seperti ukuran luas dan
letak tanah yang menjadi objek: pajak, tanpa mclihat berapa bidang tanah yang
dimiliki oleh seorang wajib pajak-dan'seberapa efcktif tanah tersebut digunakan. Hal
tersebut kemudian mendorong|séseorang untul menguasai tanah luas meski yang
bersangkutan tidak mampu menianfaatkannya secara maksimal (spekulasi). Dalam
hal ini terjadi penumpukary aset ganalr pada sekelompokskecil*masyarakat dan tidak
didistribusikan kepada kelompok.masyarakat lain. Jika dilihat dari konsep Yahya bin
Adam yang mengharuskan orang yang kaya untuk membayar pajak lebih banyak dari
orang-orang yang miskin,™faka tcrlihat=bahwa sistem yang ada belum
mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, schingga yang kaya scmakin gampang
memperluas tanah miliknya, Hal ini akibat dari pemberiakuan pajak yang
dibebankan kepada orang-orang kaya sebanding dengan pajak yang diberlakukan

kepada orang-orang miskin.
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Selama ini, sistem perpajakan tanah dirasakan lebih menitikberatkan kepada
upaya memperoleh pendapatan pemerintah atas objek pajak tanah, tanpa
mengaitkannya dengan upaya pemerataan akses terhadap tanah dan mencegah
pemilikan dan penguasaan tanah secara berlebihan. Akibatnya, mekanisme
penetapan pajak tidak memberikan kontribusi. baik langsung maupun tidak
langsung, terhadap upaya pencegahan penguasaan tanah secara besar-besaran. Oleh
karena itu, di masa depan sistem perpajakan tanah harus dijadikan sebagai instrumen
dalam menciptakan keadilan,/sebagai ‘pengendali dan insentif bagi pemanfaatan
tanah yang optimal, dan pencipiaafi pasaP tanah yang efektif dan efisien, Hal ini
memperlihatkan kepada kita bahwa pajak tanah yang berlaku di Indonesia masih
jauh dari tujuan pemberlakuan pajak ilinsendirt, yaitu keadilan sosial dan distribusi
yang merata, sechingga tampak’bahwa sistem~pemungutan pajak tanah progresif

masih dalam angan<angan:

Dengan melihat kedua@iStém perpajakan {Yahya bin Adam dan modern) di
atas, kita dapat menyadari.betapa ,bemilainya-prinsip-prinsip perpajakan yang
digagas Yahya bin Adam, sehingga sistem tersebut dapat mengembangkan sistem
perpajakan yang berlaku saat ini. Namun, perlu diingat bahwa dari pembahasan
konsep pajak Yahya bin Adam, yang relevan bagi kehidupan modern adalah adanya
hak bagi negara untuk mengenakan pajak dengan keadilan dan tidak terbatas hanya
pada pajak-pajak yang berlaku pada masa silam, sehingga sistem pajak progresif

vang sesuai dengan prinsip Islam dapat terus dikembangkan. Dengan demikian,
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sumbangan pemikiran Yahya bin Adam terhadap sistem perpajakan modern perlu
dilihat, agar kita dapat mengetahui sistem perpajakan yang sarat dengan muatan
moral dapat dihidupkan kembali dalam penanganan perpajakan yang semakin

komplek.

B. RELEVANSI SISTEM PAJAK YAHYA BIN ADAM BAGI PERPAJAKAN

MODERN

Perpajakan (tanah) yang berfak( pada masa kckuasaan Bani Abbasyiah
merupakan salah satu bahasan pentin@ yang dapat digunakan untuk melihat secara
utuh keuangan publik kerajaan irtil Di mafapadaabad ke-2 Hijriyah Bani Abbasyiah
telah membangun kckuasaan yang luas dantelahbmengembangkan sistem perpajakan
tanah yang dihimpun dari kebiasaan)(customs); praktek-praktek administrasi dari
kerajaan Persia, Byzamntiumj Sasaniang=dangnecgara-ncgaragyang datang sebelum
Islam, yang pada gilirannya, secara umum berpegang tcguh pada kaidah-kaidah
perpajakan Islam, serta sangat fleksibel untuk mengakomodir berbagai macam
wilayah dan scjarah. Sehingga;’padd era ini=sistem peérpajakan yang diberlakukan
bagi rakyatnya mengutamakan kepentingan para wajib pajak dan negara hingga
melahirkan satu sistem yang mencerminkan keadilan dan belum dijalankan oleh
bangsa-bangsa yang berkuasa sebelumnya. Hal ini didukung pula olch para ulama
dan birokrat yang aktif menulis tentang perpajakan tanah dan sungguh-sungguh

mensosialisasikannya, sehingga tercipta sistem yang efisien dan adil.
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Perpajakan, semasa Yahya bin Adam hidup (pemerintahan Abbasiyyah),
belum sepenuhnya dikaji secara mendalam dari persepcktif ekonomi, karena karya-
karya yang masih bertahan hingga kini diwarnai oleh kajian-kajian normatif yang
harus dibumikan dalam kehidupan berekonomi. Untuk itu, kajian pada pokok
bahasan ini akan difokuskan pada klasifikasi ekonomi yang dapat digunakan untuk
melihat sistem perpajakan yang termuat dalam karya Yahya bin Adam, yaitu
perpajakan yang berlaku pada pemerintahan bani Abbasiyyah sebagai bahan studi,
yang selanjutnya ditarik kedalam konteks kekinian. Schingga pembacaan terhadap
karya Ibnu Adam secara kompreherSif.dapat memberikan penjelasan kepada kita
tentang tax base, tax rale, tax eygllity, 1aX evasion, tax administration, dan tax arrears

yang berlaku dalam sistem perpajakaninodern.

1. Basis Pajak ( Tax Base)

Berbicara tiengenai pajak, téntu tidak lupa untuk melihat hal-hal yang
berkaitan dengan jumlah dan $tandar-harta‘’kcpémilikan yang menjadi basis pajak
dan dapat dikenakan beban biaya pajak.\Para ulama lslam telah melctakan standar
dasar yang sesuai dengan pemberlakuan pajak di suatu wilayah. Yahya bin Adam,
misalnya, menckankan perlunya survei lapangan atas tanah-tanah yang dapat
dibebani pajak, dengan membedakan beban pajak pada tanah yang subur dan tanah

yang tandus. Di samping itu, ia juga menckankan untuk melihat keadaan tanah;
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apakah diari dengan air irigasi, hasil produksi tanah, biaya transportasi, biaya
produksi, dan lain-lain.”

Sementara dalam sistem perpajakan modern, hal-hal yang menjadi acuan bagi
pemberlakuan pajak tanah adalah lokasi tanah, kelompok tanah. dan prospek tanah,
yang menjadi prioritas utama dalam penentuan besarnya biaya pajak yang harus
dibayar. Sehingga, para pemikir modern mempertimbangkan akitvitas-aktivitas
pengelola tanah yang dapat membedakan dasar pemberlakuan pajak. Lebih lanjut,
literat ur-literatur Barat dan prakteknya cenderung memperlihatkan adanya keinginan
untuk memberikan potongan atau pemgeeualian pajak pada tanah-tanah tertentu
dalam pemungutan suatu pajak.26

Basis pemberlakuan perpajakan/adalah~harta kepemilikan di mana harta
tersebut dapat dikenai biaya pajak./Berpijak pada buku a/-Kharaj karya Yahya bin
Adam dan buku-byku yangserupajyangsangat-memperbatikéir masalah perpajakan,
maka basis pemberlakuan pajakepada Ban/ Abbasyiah terbagi atas tiga kategori:
pajak per-kepala, pajak perdagangan, dan pajak penghasilan. Pertama, paj.ak per-
kepala. Legalnya, pajak per-Kepala (Jizya) pada masa pemerintahan Islam (Bani
Abbasiyyah) dihasilkan dari orang-orang non-Muslim yang tinggal di daerah

kekuasaan Islam setelah mercka dikalahkan. Pajak jenis ini diterapkan oleh

5 Qudama bin Ja’far, Taxation. .., Ibid,, hal. 39.

26 Ahmad Kamel Mydin Meera and Syed Nazmul Ahsan, A/-Kharaj and Related Issues: A
Comparative Study of Early Islanic Scholarly Thoughts asnd Their Reception by Western
Economists, dalam Readings in Islamic Economic Thought, Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali,
ed. (Selangor: Longman, 1992), hal. 213.
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pemerintahan Islam scjak khalifah Umar bin Khatab yang berlanjut hingga masa
kekuasaan bani Usmaniyah di Turki, di mana pajak per-kepala dikenakan kepada
rakyat yang negerinya telah ditakiukkan oleh kerajaan ini, biasanya dari golongan
para petani. Mereka diperbolehkan menguasai lahan pertanian wilayah yang telah
ditaklukkan oleh kerajaan Turki Usmaniyah, dengan kompensasi membayar cash
pajak per-kepala kepada pemerintahan Usmaniyah. Meskipun, nama dan jumlah
pajak per-kepala yang diterapkan kepada para petani beragam, sesuai dengan
wilayah yang mercka tempati, fetapi umuminya pajak jenis ini dibebankan kepada
tiap orang atau tiap kepala keluarga./Besarnya pajak pun tergantung kepada
kemampuan wajib pajak, baik, dilihat’|daritanah yang dimiliki atau status
perkawinan yang mereka jalankan. Keduanya menjadi tolok ukur bagi penentuan
jumlah pajak yang harus dibayarkanKepada pemerintah.27

Kategori kedudrdarilkarya Yalnyabin Adamradalah pajak perdagangan (usyr)
yang diberlakukan kepada para=pedagang non-Muslim yang tinggal di wilayah
kekuasaan Islam dan mempunyai barang dagangan tidak kurang dari dua ratus
dirham. Pada perkembangan Selarjutnya, pajak perdagangan dibebankan kepada
setiap pedagang yang membawa barang dagangan ke daerah kekuasaan Islam, baik
pedagang Muslim, Zimmi, atau Harbi. Akhimya, pajak jenis ini dikenal dengan

istilah maks pada masa kekuasaan Bani Abbasyiah. Adapun jumlah pajak yang

27 Mestin Cogel, The Economics of Ottoman Taxation, Working Paper (CT: University of
Conecticut, 2004), hal. 3.
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dibebankan adalah sepersepuluh wsyr dibebankan bagi pedagang Harbi, setengah
usyr dikenakan kepada pedagang Zimm/, dan seperempat usyr dibebankan kepada

pedagang Muslim.”® Pada masa sekarang pajak usyrdikenal dengan pajak bea cukai.

Kategori ketiga adalah pajak produksi yang diterapkan pada berbagai macam
aktivitas produksi pertanian. Jenis pajak ini dapat dibagi lagi ke dalam tiga bagian:
output laxes, yailu pajak yang dibebankan pada jumlah total owtpur dari sebuah
aktivitas, /oput taxes yaitu pajak yang dibebankan pada /nput yang dipergunakan
dalam kegiatan produksi, dan eaferprise taxes-yaitu pajak yang dibebankan pada
seluruh rentetan kegiatan. Dililat dari 8/-Kharaf karya Yahya bin Adam, output
taxes terdiri dari pajak wsyr (sepersepuluh non-perdagangan), yang dikenakan pada
hasil pertanian. Tarip standar pajak-inf adalalrsepcrsepuluh dari total output, namun
terkadang ada tambahan sepercmpat puluh sebagai ongkos dan transportasi
penghimpun pajak. Besarnya\tarip=pajakquga~ditentukan, olehystatus tanah (tanah
kharaj atau tanah wsyr) dan kendisijtanah/Adapun\input dan enterprise taxes belum
berjalan pada masa tersebut,kasena-sckton publikyang berpenghasilan dan menjadi
andalan pemasukan kas pemerintah adalah sektor pertanian, sedangkan sektor
perindustrian belum tumbuh subur seperti pada masa pemerintahan Bani Usmaniyah

abad ke-17 masehi.

2. Tarif Pajak (Tax Rate)

28 yahya bin Adam, Kitab. ... Ibid.. hadis ke-636-640, hal. 172-173.
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Yahya bin Adam menentang penerapan pajak kepada rakyat. yang dilakukan
pemerintah yang berkuasa, secara acak dan perkiraan yang tidak pasti. Ia
menekankan adanya survei lapangan sebelum diberlakukan satu jenis pajak tertentu
kepada masyarakat, schingga dapat menghindari ketidakadilan tarip pajak yang
dijalankan. Yahya bin Adam kembali mensosialisasikan sistem pemungutan
mugasamah yang telah lama diusulkan olch Abu Ubaidillah, tetapi belum optimal
dalam pelaksanaannya, Usaha ini dilakukan Tonu Adam karena ia mendapati sistem
tixed taxes (al-Wazifah atau Misahak) sangat memberatkan wajib pajak jika terjadi
gagal panen, sementara harga hasil panenan bersifat fluktuatif. Ia juga memandang
perlu adanya pembedaan pungutan pajak yangidisesuikan dengan penghasilan para
wajib pajak. Lebih lanjut, ia mengatakan\bahwa seorang pcnguasa (/mmam) dapat
mengurangi atau menambah jumlah’pajak-sesui-dengan kemampuan yang dimiliki
para wajib pajak.

Dalam perpajakan gnodern yang ditulis oleh pemikir-pemikir Barat
menyatakan bahwa penetapan tarif pajak merupakan langkah terpenting dalam
menangani masalah perpajakan. Dapat disaksikan bahwa pokok-pokok pemikiran
tentang tarif dasar pemungutan pajak telah dibahas oleh pemikir-pemikir modern
yang melanjutkan ide-ide ulama Islam yang tertuang dalam kitab klasik mereka.
Lebih dari itu, para pemikir modern mendapat banyak pencerahan dengan karya-
karya ulama Islam yang masih dapat dipelajari hingga sekarang dengan

menyatakan, “was one factor helping to kecp alive a class of smaller,
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Independent landowners and relatively prosperous peasantry... Landowners and
tenants alike were reasonably assured that a substantial part of the gains of

agricultural improvements would be theirs”?

Dengan demikian, keterkaitan tarif ringan pajak tanah dengan hasil
produksinya mendorong terciptanya kemajuan pada sektor pertanian. Singkatnya,
tidak mungkin ada perkembangan yang sédemikian cepat, jika pemerintahan Islam
yang telah berkuasa sekitar 7 abad tidak menerapkan perpajakan Islam di masa lalu.

3. Pendckatan pada Ke¢adilan Pajak (Approaches to Tax Equity)

Karya-karya kontemporer menyebutfbahwa asas penting dalam perpajakan
adalah pencapaian suatu keadilam. Mungkin dapat disebutkan di sini, dua hal yang
selayaknya kita pikirkan, sehingga/ dapat-membentuk “fair share of tax
contribution”, yang mungkin dapat ditempuh dengan bermacam jalan yang berbeda.
Semua orang setUju/bahwa pembeclakuan sistem perpajakan/untuk menciptakan
keadilan dengan jalan setiap wajibpajak akan meayumbangkan “fair sharé” mereka
kepada kas negara. Akan'tetdpi, tidaklada kata.sepakatl bagaimana terma “ fair share”
didefinisikan. Sehingga perlu pendekatan untuk merealisasikan tujuan mulia di atas.
Pendekatan pertama untuk merealisasikan pajak yang adil ditempuh dengan cara
menggantungkan perpajakan pada keuntungan (application of benefit principle), di

mana pembebanan pajak disesuaikan dengan keuntungan yang didapat dari

* A.M. Watson, Agricultural Innovation i the Farly Jsfamic World (Cambridge: Cambridge
University Press, 1983), hal. 115.
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pelayanan pemerintah yang didanai oleh hasil pengumpulan pajak. Menurut prinsip-
prinsip pendekatan ini, keadilan sistem pajak yang sebenarnya akan beragam, yang
tergantung pada struktur pengeluaran atau belanja negara. Kriteria keuntungan
tidaklah terbatas hanya pada satu kebijakan pajak, melainkan juga pada kebijakan
pengeluaran pajak.30 Sedangkan pendekatan kedua dengan mempertimbangkan
prinsip “ability-to-pay” di mana pemberlakuan pajak tergantung pada berapa banyak
setiap individu mampu membayar pajak. “Unequel, according to the principle,
should be treated unequally (vertical equity) while equals were to be treated equally
(horizontal equity)®’ Pembayaran fajak fhenuriit sistem ini, mewajibkan kepada
semua wajib pajak dengan kemampuan‘yang sama untuk membayar dengan tarif
yang sama, sementara wajib—pajalk/yang memiliki kemampuan lebih besar
berkewajiban untuk membayar lebil/banyak.

Kedua cara dalam penerapamkeadilandalam~pajak dimungkinkan diadopsi
dari pemikir-pemikir perpajakanwdalam Islam, seperti, Abu Ubaidillah, Abu Yusuf,
Yahya bin Adam, yang telah lama mensosialisasikan prinsip “sbility-to-pay”. Yahya
bin Adam berpendapat bahwaSeorafig /marmdi stratt wilayah adalah penentu untuk
menambah ataupun mengurangi besarnya pajak Kharaj yang dibcbankan kepada
masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka. Qudama bin Ja’far, penulis

perpajakan setelah Yahya bin Adam, lebih tegas menyatakan bahwa suatu keharusan

3% Richard A. Musgrave and Peggy A. Musgrave, Public Finance in the Theory and Practice
{New York: McGraw-Hill Book Company, 19%4), hal. 228,

3 Ahmad Kamel Mydin Meera and Syed Nazmul Ahsan, Readings..., Ibid, hal.214.



143

untuk memberikan kategori pada kehidupan ekonomi masyarakat (atas, menengah,
bawah) agar mempermudah dalam pemberlakuan pajak kepada mercka scsuai
kemampuan mereka untuk membayarnya.’? Bagaimanapun, usaha keras para ulama
untuk mewujudkan prinsip “ability-to-pay’ tidak dapat dianggap sebagai
perkembangan perpajakan. Karena yang menjadi ide utama mereka adalah yang kaya
harus membayar biaya pajak lebih banyak, tetapi tidak menaikkan tarif yang
berlaku.

Pemikir modern (Barat)(memberikan 'perhatian yang besar pada kelebihan-
kelebihan dari prinsip ability 10 pay.Prinsip, scperti ini dapat kita saksikan dalam
tulisan bapak ekonomi modern, seperti, Adam Smith dan John Stuart Mill. Pada era
sckarang, prinsip ability to pay mendapat perhatian khusus dari para penulis
perpajakan yang berorientasi pada‘redistribusi.-Karena cara tersebut (ability to pay)
dapat menjangkau dannmeluaskanrfungsivlebily banyak dagigNamun, para pemikir
Barat juga mendapatkan beberapa kesulitan berkenaan dengan cara ability to pay,
akibat adanya pembatasan asumsi yang terdapat pada fungsi utilitasnya.

4. Penghindaran Pajak™( 72X Evasion)

Berkenaan dengan penghindaran pajak, Yahya bin Adam telah menyadari
rumitnya permasalahan ini. Maka, ia menentang siapa saja yang mencampuradukkan

harta kepemilikan dan orang yang mercncanakan beberapa barang agar dapat

32 Qudama bin Ja’far, Taxation..., Ibid., hal. 43.
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terhindar dari kewajiban menunaikan pajaknya.® Hal ini tidak dapat dibenarkan,
dengan alasan bahwa jika seseorang menghindar dari beban tanggungan pajaknya,
maka beban pajak tersebut akan jatuh kepada orang lain yang berada dalam satu
komunitas, lalu siapa yang akan menanggung beban lebih banyak dan menutupi
ketidakadilan ini. Dengan demikian, penghindaran kewajiban membayar pajak yang
telah ditetapkan akan membawa kepada a/-mazalim al-musytarakah (tirani kolektif),
sechingga menjauhkan masyarakat dari keadilan sosial yang menjadi tujuan utama
mereka.

Adapun terkait dengan| administrasi, pajak, sclain menckankan perlunya
survei lapangan sebelum suatu pajak’ diberlakukan, Yahya bin Adam juga
membicarakan wacana yang|—berkenfian_ denigan pengumpulan pajak dan
keadministrasiannya. la berbicara“-pentingnya-Kualitas moral yang dimiliki para
pejabat perpajakan, baik yang dirugasi pitulkmenaniganikeadministrasian maupun
yang ditugasi untuk menghimpun jpajak,,sehingga mereka mampu menjalankan
kewajiban mereka sesuai dengan kepentingan rakyat pembayar pajak dan pemerintah
yang berkuasa. Lebih lanjut, Tbnu Qudama dalam karyanya membicarakan secara
detail tentang gaji bagi para penghimpun pajak. Dalam karyanya yang mengutip Abu
Hanifah, Imam Malik, dan Abu Yusuf mengatakan:

” Abu Hanifah and Abit Yusuf said that the fees of the collectors of * usyr and Khardj taxes

should be taken from the whole crops, but Sufyan Tsauri was of the opinion that the fees of

33 Lihat Yahya bin Adam, Kitab..., Ibid, hadis ke 85, 93, dan 174.
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the Kharaj collector should be borne by government and the fees of the * usyr collector by the

owners of the land. Malik is reported to have said: The fees for the collector of ‘usyrare on

the owner of the land and the fees for Kharaj are taken from whole crops.”*

Permasalahan mengenai administrasi pajak, yang berlaku pada masa
kekuasan Islam, dilihat dengan sebelah mata oleh para pemikir ekonomi Barat.
Mercka memberikan hanya sedikit perhatian pada masalah ini. Menurut mereka,
kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat menggunakan biaya
minimum, sehingga dapat tercipta—efisiensi di sektor ini. Pernyataan ini
mengisyaratkan bahwa pemikirekonomilBarat menganggap pentingnya kepribadian
yang bermoral bagi para penghimpuin, pajak, schingga mercka tidak melakukan
korupsi dalam menjalankan tugas perpajakan. Ilal ini sesuai dengan ajaran Isiam
yang mengutamakan moralitas;dalam/memilih.gcorang yang memegang peranan
penting bagi masyarakat. Dengan demikian, efisensi dan distribusi yang adil akan
tercipta dalam sistem ‘perpajakian,-hal ini juga’merupakan salah satu upaya untuk
mengimplementasikan maqasid alesy ari’dh.

Dari pembahasarwméngenéi petbandingan, antara sistem perpajakan yang
digagas oleh Yahya bin Adam dan sistem perpajakan modern yang telah
didiskusikan di atas, maka dapat digambarkan secara ringkas dalam Tabel 3 di

bawah ini:

34 Ibid, hal. 26.
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Pola Pajak Tanah
Pola Pajak Ciri-ciri
Tanah
Basis Pajak Tarif Pajak Asas Pajak | Penghindaran
Pajak
1. Survei tanah: 1. Mugasamah 1. Keadilan 1. Menentang
bur atau tandus (Proporsional) 7. K
1. Konsc Su . Kemampuan orang yang
Kharai P 2. Keadaan tanah: 2. Pembatalan | untuk membayar berusaha
araj air irigasi atau air Misahah menghindar dari
Yahya bin | hujan . (Fixed Rate) pajak
Adam 3. Hasil produksi 8- Ide T anif
tanah Progresil
4. Biaya
transportasi. biaya
produksi.
1. Lokasi tanah 1. Proparsional 1. Fair Share 1. Ada aturan
2. Kelompok tanah § ge;;l_) - 123 A[;{’”““”"’” of yang
. 3. Prospek tanah Ut FQgresy encfit principle menetapkan
2.p crpa_]akan 4, Degresif 3. Ability to pay agar orang dapat
Modern terhindar dari
% pajak ganda

Tabel 3.

Berbagai ciri pola perpajakan dalam Tabel 3 terscbut di atas, dapat diketahui
bahwa terma-terma itu'dapat'digk uiscbagai tandasan perpajakan, meskipun sebagian
merupakan konsep-konsep klasik yang pengertian dan penerapannya terus diper-
baharui dan mengalami perkembangan. Sebagian dari konsep-konsep klasik tersebut
dikcnal pada masa modern, tetapi belum tentu dapat dan cocok diterapkan karena

situasi dan kondisinya sama sekali berbeda. Meskipun konscp tersebut telah
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dipraktekkan atau biasa dilaksanakan dalam pemcrintahan Islam klasik selama tujuh
abad [amanya.

Sungguhpun demikian, negara, dapat memiliki seperangkat sistem perpa-
jakan tertentu. Pertama, dengan suatu matriks, dimungkinkan adanya kombinasi di
antara berbagai sistem tersebut, baik yang klasik maupun yang modern. Kedua,
negara tertentu bisa menekankan aspek-aspek tertentu dan mengabaikan atau bahkan
menentang sistem-sistem yang lain. Ketiga, dalam kondisi-kondisi tertentu, baik
kondisi alami maupun sosial/ seperangkatl sistem tertentu dipilih atau dapat
dilaksanakan., Kondisi-kondisi tertenfu sangat mempengaruhi pembentukan suatu

sistem yang dianut oleh suatu negara.

C. ETIKA PADA SISTEM PERPAJAKAN

Penckanan sistem perpajakan Yahya bin Adam adalah pada keadilan, yang
direpresentasikan ‘olgh! tiga Kemmponcn: pertama, pemiingut.pajak yang bermoral,
jujur, dan bertanggungjawab; “kedua, péra wajibh pajak yang taat menunaikan
kewajiban pajaknya kepadalpetierifitativahEberkiasa ddn; kefiga, pemerintah yang
mendistribusikan beban pajak kepada orang-orang yang mampu membayamya dan
membelanjakannya untuk kepentingan hidup masyarakat. Ketiga komponen tersebut
harus berjalan bersamaan untuk membantu mercalisasikan kesejahteraan bagi semua

elemen masyarakat dalam suatu cara yang seimbang dan adil.
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Usaha untuk mereaslisasikan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari
ihsan (perbuatan baik) yang dapat melengkapi usaha melakukan i¢gan (kesempurna-
an), keduanya dapat membantu mewujudkan penggunaan sumber daya manusia dan
sumber daya alam dengan cara yang paling efisien dan adil.*® Schingga, jika
diterapkan dalam sistem perpajakan, harapan masyarakat untuk merasakan fungsi
dari pemberlakuan pajak dapat terwujud.

Suatu sistem pajak dapat dikatakan telah mencapai “efisiensi optimum”
apabila telah mampu menggundkan késefirtihan sumber daya aiam dan sumber daya
manusia yang tersedia, sechingga aris penarikan| dan pendistribusian pajak dapat
memenuhi kemaslahatan orang -panyakidan bebas dari perbuatan korupsi. Hal ini
mengakibatkan pada penciptaan’ckonomi\yang stabil dengan laju pemasukan dan
belanja pajak yang mengalamitpertumbuhan-/secara berkesinambungan. Ujian
efisiensi terletak padaketidakmpampuan-untuk mencapai hasil yang secara sosial
lebih dapat diterima tanpa meneiptakan ketidaksgimbangan makro-ckonomi yang
berkepanjangan dan tanpa menguras sumber-sumber daya -yang tidak dapat
diperbaharui atau merusak "lifigkufigan dalam juinlah tertentu yang mengancam
kelangsungan kehidupan di bumi.

Jika para pemikir perpajakan modern lebih menitikberatkan pada alokasi

pendapatan pajak yang terkumpul, Yahya bin Adam dan para fugaha klasik lebih

% Umar Chapra, Islam dan taptangan Fkonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 3;
lihat juga Umar Chapra, The Future of Fonowmics: An Islamic Perspective (Jakarta: Gema Insani
Press, 2000), hal. 59,
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menckankan pada keadilan pendistribusian pajak yang terhimpun. Suatu sistem
perpajakan dapat dikatakan telah mencapai pemerataan yang optimal, jika dana
pajak yang terhimpun didistribusikan untuk keperluan negara dengan cara yang
scefisien mungkin, sehingga kemaslahatan umum dapat terpenuhi secara memadai
yang pada gilirannya terjadi pula distribusi kekayaan yang tidak hanya dinikmati
oleh segelintir orang, Karena itu, sistem pajak yang baik bukan saja ditentukan olch
cfisiensi dalam penggunaan dana yang terhimpun, tetapi juga keadaan vang jelas
dalam distribusi dana yang terkumput ‘urtuk'kemaslahatan masyarakat secara adil.
Mestin  Cogel berpendapat @bahwa implikasi yang ditimbulkan dalam
pemberlakuan pajak dengan sisté mugasarmani;scbagaimana telah diterapkan dalam
pemerintahan Abbasiyyah, mengharuskan pemerintah untuk membedakan beban
tarif pajak kepada masyarakat dengan mcmipertimbangkan prinsip ability to pay,
schingga masyarakat yanglidakymampumcmbayarpajak dibebaskan dari pungutan
pajak. Hal ini berakibat pada_ ketidakefisienan pemungutan yang banyak
membutuhkan tenaga kerja, yang pada tahapan selanjutnya, menciptakan
administrasi biaya tinggi.”® “Félapiy pendapat-ifti-dapal ditepis dengan pernyataan
yang mengatakan bahwa suatu hal yang mustahil apabila ada perkembangan yang
sedemikian cepat dalam scktor pertanian. pemerintahan Islam yang telah berkuasa

sekitar 7 abad tidak menerapkan perpajakan yang baik di masa lalu. Sebagaimana

3 Mestin Cogel, “ The Economics of Otroman Taxation”, Working Paper, (CT: University of
Conecticut, 2004), hal. 2-4.
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dikuatkan oleh perkataan Ibnu Taimiyah vang menegaskan bahwa: “Even though the

tax is basically unjust (the taxing authority) must do justice in this injustice”™’

D. TUNTUTAN REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN

Menggunakan kajian di atas, secara umum, pemerintahan Indonesia tidak
dapat memenuhi tujuan pemberlakuan pajak, yaitu: a) penerimaan hasil-hasil pajak
harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk
merealisasikan kesejahteraan umum; b) pemerintah harus mendistribusikan beban
pajak secara merata di antara para warga yang dapat dikenakan wajib pajak. Selama
para wajib pajak tidak memiliki jaminan bahiva'ddana yang mercka bayarkan kepada
pemerintah akan dipergunakan” secara benary dan  efektif untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, maka masyatakat fidak akan bersedia sepenuhnya bekerja
sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak, dengan mengabaikan
nilai-nilai moral untuk membayar pajak:

Bukti bahwa pemerintah-tidak dapay memenuhi kedua tujuan pemberlakuan
pajak, terlihat dari pengeluaramucgarapangtidakefisiemdan korup, yang berakibat
pada sistem pajak yang diterapkan tidak efisien, tidak fair, dan korup. Hal ini lambat
laun akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan

pajak. Jika ditelusuri lebih lanjut, pajak tanah (khusunya) yang diterapkan di negeri

37« Abdul *Azim Islahi, Ecomomic Concepts of Ibnu Taimiyyah, dalam Readings in Islamic
Economic Thought, Abul Hasan M. Sadeq and Aidit Ghazali, ed. (Selangor: Longman, 1992), hal.
142.
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ini tidak terlalu membebani, namun penerimaan dari pajak relatif rendah. Ini tidak
lepas dari pengoperasian sistem perpajakan yang sangat buruk. Pajak-pajak langsung
(termasuk pajak tanah) hanya menyumbang scbagian kecil penerimaan pajak,
schingga menyebabkan sistem pajak regresif. Sebagaimana diungkapkan Umar

Chapra yang menyatakan bahwa:

“Tax base is narrow and so the tax rates are high. Tax base, taxe rates, and corruption are
parts of a vicious circles, The narrower the tax base, the higher musi be rate 10 achieve a
given amount of revenue. The higher the tax rate, the greater is the incentive for
corruption”.*®

Lingkaran setan ini tidak saja akan_menimbulkan penurunan investasi
produktif dan mengurangi| 7perfumbuhan = ekonomi, tetapi menimbulkan
ketergantungan yang lebih besar pada perpajakan regresif tidak langsung. Hal ini
sudah menjadi pengetahuan umum bahwapenghindaran pajak oich para wajib pajak
yang mampu membayar dalam kenyataannya sanigat besar, meskipun jumlah mereka
sebenarnya sedikit, sefheritara orafig=orang miskih-Sangat bafiyak.

Dengan demikian, perlu=adanya peformasj sistem pajak yang menyeluruh
untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kesgjahtcraan sosial dan pemerataan.
Sclama jumlah wajib pajak tidak diperbanyak, pengecualian yang begitu banyak
tidak dihapuskan, laju pajak tidak dirasionalisasi, maka perpajakan tidak akan
mampu menumbuhkan keyakinan pada masyarakat dan menyumbang secara
proposional terhadap kas negara. Makin cepat pemerintah melaksanakan reformasi

untuk membawa dan menjadikan sistem perpajakan adil dengan memperliuas basis

38 Umar Chapra, Islamn..., Ibid., Islamabad: IIT, 1993, hal. 95.
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pajak secara substansial dan mengurangi beban pada mercka yang taat
membayarnya, semakin baik bagi percepatan pemerataan dan kesejahteraan

masyarakat.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setclah membahas biografi Yahya bin Adam dengan berangkat dari

masalah penelitian, maka kajian ini mendapatkan jawaban sebagai berikut:

1.

Menurut Yahya bin Adam, Khargj adalah pajak yang terdiri dari tiga jenis
pajak yang berupa pajak bumi, jizyah , dan ‘usyr. Pajak sebagai pendapatan
negara dan sumber kekayaan publik negara tidak scharusnya merugikan
masyarakat, harns memdenulfi| gkuran “keadilan, kebahagiaan, dan
kescjahteraan manusia schinigga penarikanpajak harus discsuaikan dengan
keadaan suatu daerah, kescpakatan antara pihak penguasa dan dacrah yang
ditaklukkan, perjanjian yang dijalankan, daf keadaan kemampuan penduduk
setempat. Karena itu, menuruinya penarikar|( pajak secara tehnis dilakukan
atas dasar: ketentuan mugasamafi (bagi-hasil), pajak tetap, atau mungkin
bebas pajaky penarikan pajak.tanpa membedakanfentara. Muslim dan non-
Muslim; dan pajak ditasik berdasarkan/| komitmen bersama untuk
mencapainya, toleransiydag pranajemen-yang-baik.

Relevansi konsep Kharaj Yahya bin Adam dengan sistem perpajakan modern
terlihat pada tuntutan kcadilan dan nilai moralitas lainnya dalam sistem pajak
keduanya dengan kriteria: pajak yang dipungut hendaknya untuk membiayai
apa yang diperlukan untuk mewujudkan magasid asy-syari’ah ; beban pajak
tidak boleh sama sehubungan kemampuan orang untuk menanggungnya dan

harus didistribusikan secara merata kepada masyarakat yang membayarnya;
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dan dana pajak yang terumpul harus digunakan sepenuhnya untuk
kesejahteraan masyarakat. Namun sistem perpajakan yang diterapkan harus
mempunyai kesesuaian dengan perkembangan dan perubahan masyarakat
schingga ketentuan para ahli fikih sangat mungkin tidak dipakai.
Relevansinya tersebut terdapat pada sistem pajak modern yang berupa fax

base, tax rate, tax equity, dan tax evasion.

B. Saran

Akhimya, untuk ketepatans kesimpulan-kesimpulan tesis ini, penulis
mengharapkan masukan dan |Kritikanfyang membangun. Dengan kritikan dan
pembicaraan secara terbuka, t@juan penélitian-ini akan diraih secara lebih baik.
Untuk itu, tesis ini diharapkam akan mendordng upaya penelitian berikutnya
sehingga kajian atas literatur klasik/dari peradaban Islam tidak berubah menjadi
kebanggaan kesejarahan semata tanpa menghasilkan penglihatan yang terang
pada realitas kKentemporer. \Penll_saja; bagi-Muslim Semua_itu terjadi dengan

sinaran al-Qur’an dan tuntunanNabi Multammad;
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